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ABSTRAK
 Penelitian ini mengungkap gerak dakwah dan pendidikan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa Pasca Muktamar NU ke-27 di Situbondo (1984) dan ke-28 di Krapyak Yogyakarta (1990) dalam rentang waktu 10 tahun.
 Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (metode dokumenter) dan analisis isi (content analysis). Pendekatan historis dipergunakan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memprofikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta, sehingga diperoleh kesimpulan yang kuat. Dengan metode historis diharapkan juga terungkap secara kronologis fase-fase hubungan antara generasi pendiri dan penerus organisasi NU. Pendekatan (metode) content analisis secara kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data dan katogori yang mun cul, kemudian diperbandingkan (comparative). Deng an metode ini peneliti berupaya seoptimal mungkin untuk menganalisis seluruh data yang terhimpun baik dari sumber primer yang berasal dari jajaran pengurus NU dan tokoh organisasi terkait maupun sumber sekunder, berupa dokumen, AD-ART, keputusan-keputusan Muktamar/Raker, artikel-artikel terkait dan hasil-hasil penelitian yang mendahuluinya.
 Berkaitan dengan penelitian di atas, karya tulis ini hendak menunjukkan kepada khalayak bahwa arah gerakan NU setelah kembali ke Khittah 1926, khususnya di saat berada di bawah kepemimpinan K.H. Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bukanlah suatu gerakan keagamaan semata, tetapi berciri gerakan transformatorik, yang di satu sisi hendak mencairkan kebekuan kultur, visi, misi dan orientasi intern NU, di sisi lain berupaya membangun kesadaran rakyat, khususnya warga nahdliyyin sendiri yang sudah sejak lama dihinggapi sikap ketergantungan kepada pihak ektern, khususnya pada pihak penguasa, yang mengakibatkan peran civil society ( dalam arti kontrol sosial) NU mandeg, dan NU sulit untuk bangkit serta bebas dari intervensi negara. Perubahan pola gerakan itu terjadi sebagai akibat tarik menariknya kondisi internal NU dengan persoalan eksternal yang berupa kekuasaan negara (Orba) yang berciri otoriter dan intervensionis. Untuk mencapai hasil optimal, NU terus berusaha meningkatkan SDM warganya, baik melalui kegiatan dakwah maupun pendidikan atau kegiatan lokakarya, seminar, pelatihan-pelatihan dan lain-lain.
 Sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) hingga decade 1980-an dapat dibedakan ke dalam tiga fase, dengan ciri-ciri yang berbeda.
 Pertama, fase sebelum kemerdekaan yang menitik beratkan kepada aktifitas keagamaan yang berciri Ahl al-Sunnah wal al-Jama 'ah (Aswaja) yang ditandai lahirnya Taswirul Ajkdr (lembaga pemikiran, penalaran atau diskusi), Nahdlatut Tujjdr (bergerak dalam bidang perdagangan), Nahdlatul Wcitan (bergerak dalam bidang kepemudaan). Pada fase pertama doktrin mazhab empat dijadikan rujukan dan koridor semua gerakan, dengan para ulama atau kiai pondok pesantren yang berperan sebagai penggerak, pengendali atau narasumber. Pada saat itu pondok pesantren selain berperan sebagai penyangga utama
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T
 eksistensi NU, sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pembinaan kader pimpinan NU, terutama untuk menduduki posisi !Jyuriyyah.
 Fase kedua, berkaitan dengan situasi politik menjelang dan awal kemerdekaan, sebagai dampak dari diakomodasinya kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh dalam masyarakat. Pada fase kedua ini NU mulai melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Untuk menyalurkan aspirasi politiknya, pada awalnya tokoh-tokoh NU bergabung dengan Partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) yang merupakan salah satu presentasi dari unsur Islamisme yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi karena Masyumi tidak banyak memberikan peluang jabatan kepada politikus-politikus NU, sementara NU beranggapan bahwa NU-lah yang paling banyak memasok suara, maka melalui Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952, NU rnenyatakan keluar dari Masyumi, dan berdiri sendiri sebagai Partai NU. Pada masa pemerintahan Orba, semua partai berdasar Islam menifusikan diri dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 Fase ketiga, adalah fase kembali ke Khittah 1926 yang lebih berciri depolitisasi secara formal. Muktamar NU ke-27 (1984) di Situbondo Jawa Timur dan ke-28 (1989) di Krapyak Yogyakarta, memiliki nilai yang sangat strategis dalam perjalanan sejarah NU. Di Situbondo di cetuskan NU kembali ke Khittah 1926, yang berarti NU kembali ke gerakan diniyah murni. Sementara Muktamar NU di Krapyak Y ogyakarta sebagai upaya evaluasi sampai sejauh mana perjalanan NU kembali Khittah
 Sebagaimana telah dipaparkan bahwa sebelum NU kembali ke Khittah 1926, NU kegiatannya lebih menekankan pada bidang politik praktis, sehingga bidang garapan NU yang menjadi landasan dari awal berdirinya NU, seperti dalam bidang sosial, dakwah, pendidikan dan berbagai kegiatan lainnya terabaikan. Dengan kembali ke Khittah 1926, diharapkan berbagai lembaga yang terabaikan, serta yang sebahagiannya sempat menanggalkan label NU, baik karena alasan kurang mendapat perhatian yang layak dari pimpinan NU maupun karena rasa takut terhadap penguasa orde baru (Orba) yang sering melontarkan berbagai penekanan bahkan terror, segera dapat bangkit kembali dan bangga beridentitas NU.
 Pada dataran empirik kembali ke ·Khittah 1926 tidak berjalan mulus, sebab sebagian kalangan politisi NU, ada yang menerima keputusan kembali ke Khittah 1926 "tidak sepenuh hati" artinya dapat menerima keputusan kembali ke Khittah, tetapi dengan beberapa catatan. Sementara sebagian tokoh NU beranggapan bahwa konsep kembali ke Khittah belum di sosialisasikan secara jelas dan meluas ke dalam kalangan politisi NU, bahkan ada yang beranggapan konsep kembali ke Khittah 1926 sekedar ingin mengembalikan peran ulama (kiai) ke posisi penentu, yang pada era politik praktis sangat diabaikan.
 Dengan demikian, maka wajarlah apabila pada awal perjalanan NU di atas rel Khittah 1926 dalam kenyataan sangat tergantung dari penafsiran para tokohnya sendiri-sendiri, oleh sebab itu, pada tingkat internal NU, benturan kepentingan antara tokoh-tokoh dari faksi-faksi yang ada tidak dapat dihindari.
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Keberadaan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sendiri sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU tiga periode (1984 - 1989, 1989 - 1994 dan 199_4 - 1999) yang berasal dari kelompok penggagas gerakan pembaharuan, tampaknya menjadi salah satu penyebab konflik, karena Gus Dur oleh warga NU ditempatkan dan diakui sebagai penafsir yang selalu dianggap benar, sebagai pengejawantahan konsep kembali ke Khittah 1926, dan sebagian besar warga NU mengakui kelebihan Gus Dur dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU yang lain.
 Melihat visi dan orientasi gerakan pembaharuan yang dilakukan kalangan cendekiawan NU, mereka pada umumnya berada di bawah pengaruh kuat Gus Dur. Pada dataran internal aktivitas para pembaharu tidak hanya bertumpu pada kegiatan-kegiatan tradisional seperti pendidikan di pondok-pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya, melainkan juga sudah pada pengembangan pemikiran kritis di kalangan kiai dan santri ke arah hubungan yang lebih demokratis. Pada konteks ini santri nahdliyyin sudah mulai diperkenalkan dengan wacana tentang hubungan negara-rakyat, demokrasi, perkembangan masyarakat yang kapitalistik dengan berbagai dampak negatif-positifnya bagi masyarakat dunia ketiga, termasuk tentang realitas kekuasaan negara (Orba) yang semakin menampilkan sosok superioritasnya.
 Pada tataran eksternal, mengembangkan gagasan tentang pola hubun: rakyat-negara yang lebih egaliter. Posisi tawar-menawar rakyat dengan nega digagaskan untuk semakin seimbang, yang secara konseptual sering disel dengan gerakan civil society. Pada saat yang sama pemerintah Orba melakuk berbagai tekanan terhadap Jam'iyyah dan Jama'ah NU, dengan memanfaali· konflik internal yang sedang melanda NU. Maka tidak heran apabila Gus I sebagai ketua Tanfiziyyah sering mendapat hambatan penguasa daerah, manak mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk upaya konsolidasi.
 Kondisi yang kurang kondusif, baik pada posisi internal nic 1.
 eksternal NU, tentu sangat bias bagi upaya melaksanakan amanat muktarn. khususnya dalam bidang kegiatan dakwah, dan pendidikan. Tetapi NU sela! dapat memanfaatkan keadaan sesulit apapun berkat selalu membudayakan k<1id<tl1 kaidah fiqhiyyah seperti ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, apabila dalam berjuang tidak menghasilkan seluruhnya (seratus persen), maka yang telah diperoleh jangan dilepaskan, dar 'ul majasid muqaddamun 'ala jalhil ma~·alih, menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengejar maslahat, dan almuhiifazatu 'ala qadfmi al-Salih wa al-Akhtu hi al-.!adidi al-A.}'lah, mempertahankan hal-hal yang lama yang masih baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik.
 Dengan referensi-referensi dogmatis (fiqhiyyah) tersebut, maka dalam berbagai gerak dan langkahnya NU senantiasa memperlihatkan watak yang fleksibel dalam menterjemahkan dan menerima realitas. Sementara orang diluar NU menilai watak fleksibelitas tersebut. 'sebagai cerminan tidak memiliki pendirian kuat dan tidak konsisten.
 XlV
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TRANSLITERASI
 Transliterasi huruf-huruf Arab dalam disertasi ini berpedoman kepada
 transliterasi Arab Latin hasil keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 158 tahun 1987, dan
 nomor : 0543 I 1987, kecuali istilah-istilah Arab yang sudah lazim ditulis dalam
 bahasa Indonesia tetapi tidak mengikuti transliterasi ini, seperti " Nahdlatul
 Ulama".
 A. PENULISAN HURUF
 Arab
 y
 .)
 .)
 (.).::>
 ~
 B. VOKAL TUNGGAL
 Arab
 I
 b
 t
 h
 kh
 d
 r
 z
 s
 sy
 ~
 d
 fathah kasrah dammah
 J
 j
 0
 a
 u
 xv.
 z
 g
 f
 q
 k
 1
 m
 n
 w
 h
 y
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C. VOKAL RANGKAP
 LS fathah dan ya ai J fathah dan wau au
 Contoh - kataba
 - zukira
 D.MADDAH
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
 transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
 Arab I,
 .::J.::::::::::~.::::·
 Contah
 E. TAMARBUTAH
 - qala
 - qila
 - yaqulu
 1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
 dammah transliterasinya adalah /t/.
 2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
 adalah /hi. 3. Kalau ada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
 menggunakan kata sandaran al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
 ta marbutah itu ditranslitarasikan dengan ha (h).
 Contoh :
 - rauc;lah al-atral - rauc;latul atral
 XVl
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- al-Madinah- al-Munawwarah - al-Madinatul - Munawwarah
 F. SYADDAH I TASYDID
 Syaddah atau tasydid ditulis dengan menggunakan huruf yang diberi tanda
 syaddah atau tasydid pada kata Arabnya.
 Contoh :
 - Rabbana
 G. KATASANDANG
 1. Bila dikuti huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang
 mengikutinya.
 Contoh :
 - asy-syamsu
 2. Bila diikuti huruf qamariah, ditulis al.
 Contoh :
 '...1";;'1 1' - al-qalamu
 H. HAMZAH
 Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditrasnliterasikan dengan apostrof.
 Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir
 kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena
 dalam tulisan Arab berupa alif.
 Contoh: l.U~t:J ($1
 ~~\
 - ta'khuzuna
 - akala
 - al-ulama
 xvu
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 I. PENULISAN KAT A
 Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah.
 Hanya kata-kata tertentu yang penuiisannya dengan huruf Arab sudah lazim
 dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
 dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
 juga dengan kata lain yang mengikutinya.
 Contoh
 - wa innallaha lahua khair arraziqin - wa innalldha lahua khairurraziqfn
 J. HURUF KAPIT AL
 Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Huruf
 kapital digunakan untuk huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila
 nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
 kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sambung.
 Contoh :
 - Syahru Ramadan al-lazi unzilafih al-Qur 'd nu
 - Syahru Ramadan al-lazi unzilafihil Qur 'd nu
 Pengunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
 tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
 dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
 kapital tidak dipergunakan.
 Contoh :
 ~.,) ~_J ~\ ~ ~ - nasrun minalldhi wa fath1,m qarib
 xviii
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A. Latar Belakang Masalah
 BABI
 PENDAHULUAN
 Jam'iyyah Nahdatul Ulama (NU), sebagai sebuah organisasi sosial
 keagamaan, didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926
 M, oleh para kiai (ulama) dan pedagang sebagai Jam 'iyah Islamiyyah ber-akidah
 Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama 'ah (Aswaja) dan menganut salah satu
 ma:ihab empat, masing-masing ma.ihab Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam
 Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin
 Hambal. 1 NU yang memiliki mayoritas angka dengan berbagai bentuk kegiatan
 keagamaan yang dilakukan oleh jama'ahnya, mampu mengikat anggotanya menjadi
 himpunan kekuatan sosial yang mantap. Di tengah-tengah organisasi sosial dan
 politik yang lain, pada dataran empirik, hingga muktamar NU ke-27 di Situbondo
 (1984), NU banyak ketinggalan dalam ikut serta berlomba beramal nyata mengisi
 kemerdekaan. Konsekuensinya, NU baik sebagai institusi maupun sosial, demikian
 juga ulama-ulamanya terus tersingkir ke pinggiran dari gelanggang persaingan
 dalam berbagai hal. Pada saat yang sama ulama-ulama NU mulai kehilangan pamor
 legitimasinya, yang pada gilirannya pernyataan-pernyataannya mulai dilecehkan,
 tidak diikuti para pendukungnya secara utuh. Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di
 Situbondo Jawa Timur telah berhasil menyelamatkan NU dari situasi dan kondisi
 sulit dan terpuruk, akibat NU secara institusional terlalu sibuk dengan kegiatan
 Anggaran Dasar NU, Bab I pasal 1 dan Bab. II pasal 3 (Jakarta: Lajnah Ta'lifWan Nasyr, 1985), p.7
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2
 politik praktis, dengan mengembalikan NU ke pola dasar berpikir dan bertindak
 tahun 1926 (Khi!fah 26)2
 NU, sebagai organisasi sosial keagamaan, sejak semula menitikberatkan
 kegiatannya untuk mengamalkan ajaran Islam menurut paham Aswaja dengan
 bentuk-bentuk kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan, dakwah, dan pendidikan.3
 Paham Aswaja yang lahir pada abad ketiga Hijriyah, yang dipelopori Abu Hasan
 Ali al-Asy'ari (W. 324 H) dan Abu Manshur ibnu Muhammad al-Maturidi (W. 332
 H)4 yang kemudian ditransfer NU, bukanlah pandangan politik, tetapi sistem
 berpikir, untuk mencari jalan tengah (ta'adul) antara yang liberal/kontekstual dan
 tekstual, konvensional dan inkonvensional/tradisional dan rasional. Keterlibatan
 NU secara institusional dalam politik praktis, dapat dianggap sebagai
 penyimpangan dari konsep Aswaja itu sendiri. 5
 Aswaja dengan demikian lahir sebagai upaya merespon kondisi umat
 Islam yang telah terfragmentasi dalam firqah-firqah, akibat lahirnya perbedaan
 pemahaman terhadap sumber ajaran Islam al-Qur'an dan al-Hadis, terutama ketika
 pengaruh Islam sudah keluar dari Jazirah Arab. Perbedaan pemahaman ikut
 mempengaruhi pertumbuhan dan bahkan pertikaian politik, yang cenderung
 bersikap sangat eksklusif. Aswaja pada dataran empirik menawarkan upaya
 2 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, terjemahan Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1994), p. 17
 3 M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia ( Jakarta : PT. Gramedia, 1994 ), p. 21 7 ~ Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXVII No. 021 MNU-2711984, p. 54, Komisi Program.
 4 RS. Abd. Aziz, Konsepsi Ahlussunnah wal-Jama'ah (Pekalongan: CV. Bahagia, 1990), p. 11; Idris Ahmad, Dasar Pokok Hukum Islam dan Aqidah Ahlussunnah wal-Jama"ah (Jakarta : Pustaka Azam, 1969), p. 121
 5 Said Agiel Siradj, Ahlussunnah wal-Jama 'ah (Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1998), p. 20-21: Said Agiel, "Ada Oknum Kufur Bawa Kehancuran Bangsa", Aksi, p. 59 Tahun II Tanggal 6-12 Januari 1998; Nurcholish Madjid ( ed), Khasanah Intelektual Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), p. 15-16
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 rekonsiliasi untuk menghimpun semua elemen yang bertikai agar berhimpun dan
 berdamai. Aswaja berusaha menampung pikiran, sikap, dan pendapat berbagai
 kelompok Islam.
 Dalam konteks Indonesia modern, Aswaja yang dikembangkan NU, pada
 awalnya dapat disebut sebagai Aswaja model Indonesia, yang dapat memberikan
 wilayah dialogis pada nilai-nilai budaya Nusantara. Oleh sebab itu, ketika potret
 sejarah Islam Indonesia dicoba diangkat ke permukaan, ditemukan tipikal-tipikal
 Islam yang akomodatif (untuk tidak menggunakan ungkapan sinkretis) dengan
 budaya-budaya lokal. Budaya setempat tidak dihancurkan atau dianggap musuh,
 selama hal tersebut ada kesamaan dengan prinsip-prinsip Islam. Aswaja di
 Indonesia ternyata mengalami rekonstruksi yang bersifat inspiratif bagi perubahan
 (al- 'amr bil-ma 'ruf) dan berperan reaktif terhadap perubahan-peru.bahan atau
 fenomena yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam (an-nahy 'anil
 munkar). Aswaja di Indonesia, sekaligus juga berperan sebagai salah satu model
 manajemen konflik.
 NU sebagai organisasi sosial keagamaan patut merasa bangga, karena
 anggota dan simpatisannya terdiri dari sebagian besar umat Islam, yang merupakan
 bagian dari mayoritas bangsa Indonesia. NU memiliki pengikut lebih dari 30 juta
 orang, dari penduduk Indonesia 200 juta dan 87% beragama Islam. 6 Sebagai
 organisasi yang memiliki pengikut yang besar, NU memiliki potensi sebagai
 organisasi dan gerakan civil society (dalam arti gerakan rakyat). 7 Tetapi pada saat
 6 Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara, terjemahan Lesmana (Yogyakarta : LKiS, 1999), p. XI Konsep Civil Society yang diterjemahkanMasyarakat Sipil atauMasyarakat Madany, apabila dihubungkan dengan kecenderungan dan agenda politik para pelakunya, dapat memiliki perbedaan pengertian, kepentingan bahkan motifasi yang saling kontradiktif. Dalam ilmu-ilmu sosial, konsep Civil Society dikaitkan atau dilawankan dengan Masyarakat Politik, yang berbentuk negara dan berkawasan publik. sedangkan Civil Society berkawasan privat. Dengan demikian Civil Society dalam konteks ini dapat
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 4
 yang sama NU sebagai organisasi besar arus bawah, memiliki potensi sebagai alat
 dan media hegemoni negara. Pemerintah Orba yang berusaha menumbuh-
 kembangkan sistem kapitalisme yang penampilannya senng berbaju
 "pembangunan," 8 banyak mengambil manfaat dari s1s1 lemah komunitas NU.
 Karena pembangunan di dunia ke tiga ( termasuk Indonesia) sasarannya adalah
 pertanian, maka warga NU yang mayoritas sebagai petani, otomatis paling banyak
 menenma ketidakadilan akibat sistem kapitalisme yang dikembangkan negara
 (Orba).
 Pada saat yang sama kelompok muslim yang mengaku modernis, terns
 melakukan penjinakan secara intensif terhadap warga NU dengan berbagai issu
 keagamaan dan melakukan pelecehan terhadap budaya tradisi keberagamaan warga
 NU. Walaupun gerakan kaum modernis tidak berhasil maksimal, tetapi hams
 diakui, terutama oleh pihak elite NU, bahwa sedikit banyak pengaruh itu ada,
 terutama di bidang pendidikan, dengan munculnya fenomena enggan menggunakan
 label NU pada lembaga-lembaga pendidikannya dan para guru agamanya juga
 mulai menawarkan materi agama yang tidak merujuk kepada paham ahlussunnah
 wal Jama 'ah, 9 serta adanya disintegrasi di kalangan warga NU.
 dipahami sebagai "Gerakan Rakyat" yang melakukan risistensi atau Counter Hegemoni terhadap dominasi ideologi dan budaya negara yang melanggengkan sistem yang tidak adil dengan memposisikan negara sebagai alat dan pelindung kapitalisme Mansour Fakih, "Mempertahankan KhiHah NU sebagai Organisasi Masyarakat Sipil", Maka/ah, pada seminar Nasional Pra Muktamar NU ke XXX, Yogyakarta, 4- 5 September 1999. Dengan demikian Civil Society yang disponsori negara, yang menghendaki ideologi integrasi Islam dan negara, yang banyak disuarakan sebagian politisi Islam Indonesia, adalah diluar atau keluar dari batasan yang lazim mengenai civil society sebagai counter hegemoni. Masyarakat Madani digunakan sebagai upaya menghindari kesan bahwa Masyarakat Sipil dilawankan dengan !v!asyarakat Militer. Sementara elite NU sejak awal kurang sepakat dengan istilah Masyarakat Madani yang merujuk kemasa pemerintahan Rasul Muhammad di Madinah, sebab pemerintah Muhammad di Madinah menurut tidaklah seideal seperti yang dimitoskan. NU, dalam pengembangan wacana sivil society tidak harus merujuk ke Islam klasik. Alunad Baso, "Sivil Society Sebagai Kritik", Maka/ah, pada seminar pra Muktamar NU, tgl. 4-5 September 1999, di Hotel Sahid Yogyakarta.
 8 Mansour Fakih, Masyarakat Sipil (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1976), p. 74 9 Hasil wawancara dengan H. Djalaluddin. Sekretaris PW. LP. Ma'arifYogyakarta, tanggal 20 maret 1999;
 juga wawancara dengan Hayaturrochman, Sekretaris Jenderal PP. LP Ma'arif Jakarta, tanggal 7 April 1999.
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 Kalau hegemoni negara dan pengaruh modernis semakin kokoh menancap
 di tengah komunitas NU, maka cita-cita NU untuk menumbuhkan transformasi
 sosial dengan terciptanya tatanan masyarakat yang adil, bebas dari intimidasi,
 eksploitasi kelas, dominasi ideologi dan hegemoni, akan mendapat banyak
 hambatan.
 Umumnya warga NU di dalam menghadapi berbagai tekanan tidak
 menampilkan sikap konfrontasi yang bersifat fisik, tetapi lebih berciri menata
 strategi. Keberadaan pondok-pondok pesantren yang umumnya berada di pinggiran
 kota atau bahkan jauh di pedesaan yang menjadi pilar penyangga utama jam'iyah
 dan jama'ah NU, bukanlah suatu fenomena sosial yang terjadi secara kebetulan,
 tetapi sebagai suatu sikap strategi non kooperatif dengan penguasa atau siapa saja
 yang dianggapnya zalim, 10 selain meneruskan tradisi para wali Allah (Wali Songo)
 dalam rangka mempersiapkan kader umat (bangsa) yang trampil dan terdidik. Di
 pondok pesantren, santri memang tidak hanya belajar agama (Islam), tetapi juga
 belajar melakukan berbagai keterampilan, khususnya pertanian. Para kiai umumnya
 memiliki lahan pertanian yang luas, baik perkebunan atau persawahan, dan di
 antara para pekerjanya adalah para santri. Dengan cara demikian, selain santri
 mendapat pengetahuan agama, juga keterampilan bertani, dan secara ekonomis
 mereka juga terbantu.
 Wacana politik di kalangan para kiai pimpinan pondok pesantren, setelah
 mundur ke pedesaan, menurut penilaian para pengamat sejarah dan politik, kurang
 menjadi perhatiannya. Perhatian para kiai lebih dipusatkan kepada usaha
 penyebaran ajaran inti Islam yang sebenarnya. Strategi tersebut menyebabkan para
 10 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1984), p. 13
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 kiai untuk jangka panjang, paling tidak kadar ekstremitasnya berkurang, para kiai
 dapat menerima kekuasaan non muslim, asalkan penyebaran Islam tidak dihambat.
 Walaupun begitu, sikap para pimpinan pondok pesantren tidak seragam. Banyak
 kiai p1mpman pondok pesantren justru menjadi p1mpman pergerakan
 (pemberontakan) menentang kaum penjajah, yang notabene non muslim, seperti
 yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh, K.H. Zaenal Mustofa p1mpman
 pondok pesantren Sukamanah Tasikmalaya11 K.H. A. Wahid Hasyim dan K.H.
 Zainal Arifin, yang aktif memimpin pasukan Hisbullah menghadang pasukan
 sekutu pada tanggal 10 Nopember 1945 di Surabaya. 12
 Apabila digambarkan, struktur masyarakat NU akan berbentuk belah
 ketupat terbalik, sebagai berikut.
 Hunian lapis pertama, elit NU, yang terdiri dari para ulama atau kiai yang berperan
 sebagai pengendali jam'iyyah maupun jama'ah. Lapis kedua, berupa kelas
 menengah, umumnya terdiri dari generasi muda yang telah mengadakan sintesa
 antara ilmu agama dan ilmu umum atau sekuler, meminjam istilah AS. Hikam,
 mereka adalah kelompok hibrid. 13 Pada lapis ketiga, terdiri dari warga NU pada
 umumnya, yang berada di pedesaan sebagai petani, petemak, petambak ikan,
 JI Nourouzzaman Shiddiqi, Menguak Sejarah Muslim (Y ogyakarta : PLP2M, 1983 ), p. JO 1 12 Faisal Ismail, NU, Gusdurisme dan Politik Kiai (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), p. 4 13 Muhammad AS Hikam, "NU, Khittah 1926 dan Jalan Panjang Pemberdayaan Civil Society", Maka/ah,
 pada Seminar Nasional Pra Muktamar NU dan Pembentukan Masyarakat Mutamaddin, 4 - 5 September 1999, di Hotel Sahid Yogyakarta.
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 nelayan yang penuh dengan berbagai persoalan keterbelakangan, dan atau di
 perkotaan yang terdiri dari sebagian pegawai menengah, rendah dan bunih.
 NU setidak-tidaknya sejak Muktamar Situbondo bertekad merobah pos1s1
 warganya, dari posisi mayoritas di lapis paling bawah (grass roots) ke posisi kelas
 menengah, tetapi mereka tetap berada di pedesaan. Diupayakan desa tetap sebagai
 pusat kegiatan sosial-ekonomi dan pendidikan, dengan maksud agar warga NU
 tidak banyak melakukan migrasi ke per-kotaan. Strategi tersebut dilakukan untuk
 menjawab sinyalemen para pengamat sosial, bahwa pesatnya arus urbanisasi
 (migrasi) desa-kota yang tidak diikuti dengan penambahan fasilitas sering
 memunculkan masalah-masalah sosial seperti perkampungan kumuh, hunian liar, 14
 tuna karya dan kemungkinan lebih lanjut akan terjadinya keresahan sosial dan
 tindak kriminal. Hal tersebut perlu segera dilakukan dalam upaya mencapai
 kemandirian warga NU, yang merupakan bagian dari kekuatan gerakan
 pemberdayaan civil society.
 Civil society menurut Ali Maschan Musa harus berciri : Pertama, adanya
 kemandirian yang tinggi dari individu-individu atau bahkan kelompok, terutama
 pada saat berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan negara. Kedua, adanya
 kebebasan menyatakan pendapat sebagai wahana bagi keterlibatan politik warga
 masyarakat secara aktif. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar
 tidak intervensionis, sebagai refleksi kesadaran supremasi hukum. 15
 Dalam konteks
 ini (civil society), di mana NU pada posisi institusinya, merupakan salah satu
 representasi, apakah nantinya akan menempati posisi yang menentukan. Untuk
 14 Tadjuddin Noor Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan (Yogyakarta · PT. Tiara Wacana, 1995), p. 123
 15 Ali Maschan Musa, "Komunitas Santri dan Penguatan Civil Society", Makalah, pada Seminar Pra Muktamar NU ke XXX di Hotel Sahid Yogyakarta 4 - 5 September 1999
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 jangka pendek, tampaknya belum tentu, sebab ciri civil society itu lebih merupakan
 sosok masyarakat rasional yang didukung oleh kelompok orang-orang
 berpendidikan (educated people) dan golongan menengah yang besar. Sementara
 NU belum menunjukkan fenomena tersebut, proses transisi kearah itu masih sedang
 diupayakan.
 Ahmad Siddiq dan Gus Dur, yang pada rentang waktu 1984 - 1994
 berperan sebagai nakhoda Jam'iyyah NU, sangat berkepentingan sekali dengan
 perlunya demokratisasi segera ditegakkan di segala sektor kehidupan, sebagai
 upaya tahap awal. Ahmad Siddiq, lima tahun (1979) sebelum diselenggarakannya
 Muktamar Situbondo telah melontarkan wacana yang bernuansa demokratisasi
 dengan konsep (ajaran) yang harus dihayati dan diamalkan oleh segenap warga
 NU, yaitu pentingnya membudayakan sikap berada di tengah-tengah (at-tawdsut),
 sikap adil (al-i 'tidal) dan seimbang (at-tawdzun). 16 Tiga prinsip di atas pada
 Muktamar Situbondo disempurnakan dengan ajaran toleransi (at-tasdmuh) dan
 amar ma 'ruf nahi munkar. 17 Martin memaparkan bahwa keberhasilan upaya
 penegakkan demokrasi sangat tergantung kepada eksistensi masyarakat sipil (Civil
 Society) yang harus menjadi karakter organisasi yang independent terhadap negara
 (state). 18
 NU selalu berkeinginan merealisasikan sistem sosial berdasarkan
 agamanya, sebagai konsekuensi logis keyakinan bahwa agama Islam diturunkan
 sebagai rahmatan lil 'dlamin, yang pada hakikatnya bermuatan komitmen,
 pentingnya diupayakan terjadinya proses penyebaran kesejahteraan dan keadilan
 16
 17
 18
 Alunad Siddiq, Khiflah Nahdliyyah (Surabaya, Balai Buku, 1979), p. 46 - 48. Keputusan Muktamar NU ke-27 No. 02/MNU-27/1984, Komisi II Khittah dan Organisasi, p. 32, diterbitkan Panitia Penyelenggara Muktamar. Martin van Bruinessen, NU, p. 14

Page 29
                        

9
 bagi semua dalam kehidupan praktis.
 Komunitas muslim yang kemudian dikenal sebagai orang NU tampaknya
 sejak awal sejarahnya sudah berusaha untuk tampil sebagai pelopor perubahan
 dengan menggunakan metode atau pendekatan yang sering kurang dapat dimengerti
 ekstern NU. Berdirinya Nahdatul Watdn (1916), Nahdatut Tujjdr (1918), Taswirul
 Afkdr (1919), 19 tidak lepas dari upaya pencapaian idealisme kepeloporan para
 pemula NU di masyarakat mayoritas muslim Indonesia, yang umumnya pengikut
 Imam Syafi'i (ma.Zhab Syafi'i) salah satu mazhab yang menjadi referensi
 komunitas NU di dalam berbagai aspek kehidupan. Di lembaga-lembaga tersebut
 (mazhab) didiskusikan banyak hal tentang Islam dan upaya sosialisasinya di
 tengah-tengah masyarakat yang sangat pluralistik di dalam segala hal.
 Sikap NU dan warganya yang sering menunjukkan perilaku akomodatif
 terhadap kekuasaan dan kultur sosial budaya serta filosofis yang ada, senng
 mengundang ekstern NU berprasangka bahwa NU adalah orgamsas1 sosial
 keagamaan yang oportunistik, tidak memiliki pendirian kuat, tidak konsisten dan
 Vsangat tradisional. Sementara NU sendiri melakukan hal tersebut dengan penuh
 kesadaran sebagai konsekuensi rasa memiliki terhadap bangsa, dan keinginan
 berbuat sekecil apapun serta memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Dalam
 perjalanan sejarahnya, NU memang selalu tampil, walaupun kondisi perpolitikan
 Nasional sangat jauh dari kondusif bagi pemberdayaan masyaq.kat. Sikap
 akomodatif menurut para pimpinan NU hanya sekadar strategi perjuangan yang
 merujuk kepada prinsip
 19 Andree, NU, p. 8 - 9 ; M. Haidar Ali, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Gramt.:dia, 1994), p. 314, dengan sedikit perbedaan penetapan tahun berdirinya Nahdatul Watdn, yaitu pada tahun 1914, Nahdatul Tujdr dan Taswirnl Ajkdr tahun 1918 ; Anam, Pertumbuhan, p. I.
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 yang maksudnya melestarikan nilai-nilai yang ada (lama) yang masih relevan
 (baik) dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, atau kalau meminjam
 falsafah Jawa nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, menundukkan pihak
 lawan tanpa menggerakkan pasukan yang kuat, tetapi apabila memperoleh
 kemenangan jangan melecehkan pihak yang kalah atau Tut Wuri Hangiseni, 21
 membimbing dengan tetap mengingatkan dan mengisi manakala ada kekurangan
 atau kesalahan. Yang terakhir, adalah strategi para wali sembilan, yang selalu
 menjadi rujukan perilaku warga NU di dalam memperjuangkan misinya dalam
 upaya sosialisasi agama Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa yang pluralistik,
 yang dalam perjalanan sejarahnya selalu menghindari konflik.
 Strategi NU yang tidak kalah pentingnya, dan kurang dikenal orang di luar
 , 22 yang maksudnya apabila berjuang
 tidak memperoleh keberhasilan seluruhnya (sempurna), maka yang telah diperoleh
 jangan dilepaskan. Berjuang sebagai suatu ikhtiyar adalah suatu kewajiban, bercita-
 cita adalah suatu kewajaran, tetapi keberhasilan tidak ditentukan pejuang itu
 sendiri. Maka apabila dalam perjuangan tidak berhasil mencapai 100. %, jangan
 dilepaskan yang telah diperoleh.
 NU tampaknya mengedepankan visi integralistik, semua yang ada di
 tengah-tengah realitas kehidupan baik yang muslim atau non muslim, termasuk
 peradaban dan kebudayaan yang bermacam-macam, semua didekati, diikat atau
 20 Keputusan muktamar XXVII NU, no. 02/1v1NU-27/1984. Komisi ill (Program), p.54 21
 Musa Al-Mahfudl, "Kebijaksanaan Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo Sebagai Raja Agung Jawa Islam'', ARENA, No. 11, 12th 2, Nopember-Desember 1976.
 22 Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadzairfi al-Fum (Beirnt : Dar al-Fikh, 7th), p. 62
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 dirangkul. Untuk sampai pada tujuan tersebut, NU menerapkan tiga macam pola
 keterpaduan tata hubungan dalam menghadapi pluralitas agama, etnis, budaya
 sebagai kenyataan dan rahmat atau sunnat Allah yang sering disebut Ukhuwah
 Jsldmiyyah (persaudaraan antara sesama Islam), Ukhuwah Wafaniyyah
 (persaudaraan terkait ikatan kebangsaan dan kenegaraan) dan Ukhuwah
 Basyariyyah (persaudaraan terkait hubungan kemanusiaan secara universal). Upaya
 realisasi ketiga pendekatan tersebut, tercermin pada beberapa butir keputusan
 Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang mengangkat:
 1. Sikap tawdsuf dan i 'tidal, yang berintikan kepada prinsip hidup yang
 menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di-tengah-tengah kehidupan
 bersama. Warga NU diupayakan menjadi subyek pembangunan yang mampu
 menghindari sip at tafarruf ( ekstremitas).
 2. Sikap tasdmuh atau toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam
 masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu 'iyyah (kecil
 kecil), kemasyarakatan dan kebudayaan. Perbedaan pendapat bagi. NU adalah
 masalah manusiawi (humanistik) dan islami, dimana saja, kapan saja akan
 terjadi dan NU selalu berpegang pada kaidah ikhtilafu ummati rahmat. Oleh
 sebab itu, orang atau komunitas yang saling berbeda seharusnya dibiarkan
 berjalan menurut tabiatnya masing·masing, dan menghindarkan berbagai sikap
 perilaku saling mengejek, penghujat yang bertendensi mengecilkan keberadaan
 pendapat yang lain. Dijadikannya empat mazhab besar (Syafi'i, Hanafi, Maliki
 dan Hambali) sebagai referensi keberagamaan NU, baik secara sosial maupun
 struktural, merupakan indikator kuat bahwa NU sejak dini sudah menanamkan
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 sikap sepakat ( damai) atau bersatu dalam perbedaan, sebab di antara keempat
 mazhab tersebut sejak awal sudah sarat dengan perbedaan-perbedaan.
 3. Sikap tawdzun, sikap keseimbangan di dalam berkhidmat (mengabdi) kepada
 Allah, manusia dan lingkungan hidupnya dan menyelaraskan kepentingan masa
 lalu, kini dan akan datang.
 4. Amar ma 'ritf nahi munkar, sebagai upaya penyadaran agar segenap warga NU
 memiliki kepekaan untuk selalu mendorong perbuatan yang baik, berguna dan
 bermanfaat bagi kehidupan bersama ( tidak selalu diarahkan kepada kaum
 muslimin), dan menolak serta mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan
 dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. 23
 Dampak positif yang diharapkan dari sikap tawdzum dan amar ma 'ruf nahi
 munkar, adalah terbentuknya perilaku warga NU, baik secara perorangan maupun
 jam'iyyah dan jama'ah agar selalu mampu : Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai
 atau norma-norma ajaran Islam. Kedua, mendahulukan kepentingan umum
 daripada kepentingan pribadi Ketiga, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam
 mengabdi dan berjuang. Keempat, menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah),
 persatuan (al-ittihdd) serta kasih mengasihi. Kelima, mengutamakan kemulyaan
 moral (al-akhldqul karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (as-sidqu) dalam
 berpikir, bersikap dan bertindak. Keenam, menjunjung tinggi kesetiaan. (loyalitas)
 kepada agama, bangsa dan negara. Ketujuh, menjunjung tinggi nilai amal dan
 prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SAW. Kedelapan, menghargai
 iptek dan ahli-ahlinya. Kesembilan, mengusahakan sikap kepoloporan dalam
 23 Keputusan Muktamar NU XXVII No. 02/MNU-27/1984, Komisi II, Khittah dan Organisasi, p. 34.
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 pengembangan masyarakat. Kesepuluh, menJUnJung tinggi kebersamaan (setuju
 dalam perbedaan) di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. 24
 NU dalam upaya mengangkat martabat dan derajat kaum muslimin atau
 bangsa Indonesia secara keseluruhan tidak menggunakan pendekatan konsep
 Ddrul-Jsldm (negara Islam), tetapi Ddrus-Saldm (negara yang damai).25 Ide
 Jam'iyyah NU bahwa gerakannya tidak mengarah kepada Ddrul Islam juga
 tercermin pada hampir semua lembaga yang berada di bawah otoritas jam'iyyah
 NU, tidak menggunakan label Islam, seperti Muslimat, Ansor, Fatayat dan
 seterusnya. Konsep Darus Salam juga semakin tidak dapat dimengerti oleh
 organisasi-organisasi Islam di luar NU, yang umumnya berusaha lhenegakkan
 ajaran Islam melalui terbentuknya sistem politik (negara) Islam. Civil Society
 (gerakan arus bawah rakyat), wacana yang terkenal di akhir-akhir ini, sudah
 disosialisasikan NU sejak NU keluar dari Masyumi, karena itu NU berkewajiban
 meyakinkan kepada warga NU khususnya dan umat Islam umumnya, bahwa negara
 Islam tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat Indonesia yang multi kultural dan
 multi religius. Bagi Jam'iyyah NU yang penting berusaha bagaimana agar
 masyarakat selalu merasa membutuhkan Islam dan menjalankan syariat Islam, serta
 Islam berpengaruh terhadap keputusan yang diambil negara.
 Tahun 80-an di kalangan komunitas NU muncul dan berkembang kelompok
 minoritas yang terdiri dari kaum "intelektual muda NU" yang berkultur hihrid.26
 Mereka umumnya berlatar belakang pendidikan campuran antara sekular dan
 pesantren dan kemudian melakukan sintesa-sintesa yang kreatif. Mereka memiliki
 24 PBNU, Khif,tah, p. 19-20 25 Keputusan Muktamar NU th 1985 di Banjarmasin Kalimantan Selatan 26 Hikam, Makalah, di Yogyakarta 4-5 September 1999
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 pengaruh sangat kuat dan luas bukan hanya terbatas dikalangan interen warga NU,
 tetapi sudah menembus keluar. Sehubungan dengan fenomena tersebut, pengamat
 sosial Belanda Martin van Bruinessen mengatakan bahwa organisasi NU yang
 selama ini dinilainya sebagai organisasi muslim tradisional, ternyata mampu
 melahirkan para analis, penulis, pemikir dan kritikus yang kritis dan inovatif, jauh
 melampaui kelompok muslim yang berpredikat modernis dan pembaharu. 27
 Walaupun mereka memiliki visi dan orientasi berbeda dengan "golongan tua" yang
 cenderung mempertahankan status quo (apa yang sudah ada dan mapan), mereka
 (kaum hibrid) tetap berada dalam bingkai akar paradigma NU yang selama ini tetap
 dipertahankan dan dibudayakan.
 Setelah Muktamar Situbondo, NU tampil dengan profil baru, penuh
 empati dan sekaligus penuh daya kritis. 28 Nourouzzaman Shiddiqi (almarhum),
 guru besar IAIN Sunan Kalijaga dan Direktur Pasca Sarjana di IAIN yang sama,
 menyatakan bahwa dikotomi Islam moderen yang biasanya dilekatkan kepada
 organisasi keagamaan Muhammadiyah dan tradisional untuk NU, sudah mencair.29
 Martin mensinyalir bahwa kelompok muslim Indonesia yang diberi predikat
 modernis dan pembaharu ternyata tidak selalu merupakan pemikir muslim yang
 paling progresif. Banyak di antara mereka (modemis) yang menjadi pengikut
 (taqlid) setia dari Hasan al-Banna, Sayyid Quthb dan Abul A'la al-Maududi, yang
 sikapnya kadang-kadang lebih kaku dibanding dengan pengikut mazhab empat. 30
 27 Martin van Bruinessen, NV, p. 12 28 Ibid, p. v 29 Nourouzzaman Shiddiqi, "Cairnya Dikotomi Islam Modem dan Tradisional", Bangkit, No. 8/JJI/1994. p.8:
 Martin van Bruinessen, NU, p. 12 30 Martin van Bruinessen, NV, p. 12; Muhammad A.S. Hikam, ''NU, Civil Society dan Proyek Pencerahan ·.
 dalam Ahinad Suaedy, Pergulatan Pesantren Dan Demokratisasi (Yogyakarta, LKiS, 2000), p. 50. Martin van Bruinessen, NV, 12
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 Para pengamat tersebut tampaknya sudah tidak sepakat lagi dengan prasangka
 bahwa NU adalah organisasi tradisional, sebab dalam organisasi NU telah dan
 sedang tumbuh metode berpikir (manhdj al-fikri) yang kritis, kreatif dan inovatif
 serta kecendekiawanan yang mampu menjadi motor penggerak NU untuk tampil
 dengan wajah baru dan empati.
 Peneliti melihat adanya berbagai perubahan nuansa dan visi yang sangat
 fundamental di tubuh organisasi NU, pada rentang waktu Muktamar NU ke-XXVII
 di Situbondo tahun 1984 sampai Muktamar NU ke-XXIX tahun 1994, di Cipasung
 (10 tahun). Di Situbondo, bukan hanya diputuskan NU harus kembali ke Khinah 26
 dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi, tetapi di tubuh NU
 juga telah terjadi pergeseran wawasan dan kepemimpinan, dengan tampilnya
 tokoh-tokoh yang relatif muda di Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), 31
 dengan latar belakang pergaulan yang luas dan pendidikan campuran antara kultur
 pesantren dan pengaruh umum (sekuler). K.H. Achmad Siddiq (58 Th.), sebagai
 Rais 'A.am Syitriyah (legeslatif), menguasai dengan baik kitab-kitab klasik (kuning)
 khas pesantren dan literatur Barat yang umumnya menjadi bacaan orang-orang
 moderen. Demikian juga para pendampingnya, yang umurnya relatif muda-muda,
 seperti K.H. Rodli Soleh, K.H. Alie Yafie, K.H. Najib Abdul Wahab, K.H.M.
 Yusuf Hasyim, K.H. Dr. Tolchah Mansur, SH, K.H. M. A. Sahal Mahfudz,
 semuanya adalah ulama-ulama moderat danmemiliki reputasi nasional. Sedangkan
 jajaran Tanfiziyah (eksekutif) dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 43 Th),
 seorang aktivis pesantren dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ia juga
 seorang kolumnis, redaktur, seniman, dan ilmuwan yang tingkat intelektualitas-nya
 31 Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla As ( ed), 5 Rais 'A.am Nahdlatul Ulama (Yogyakarta : LTN &
 Pustaka Pelajar, 1995), p. 149. Selanjutnya: Humaidy, 5 Rais 'A.am.
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 diakui oleh semua pihak. Gus Dur didampingi angkatan muda yang hampir sebaya
 umurnya, dengan profesi yang variatif serta penuh dedikasi dan semangat
 pembaharuan. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai wartawan seperti H.
 Mahbub Junaidi, atau pegawai negeri seperti dr. H. Fahrni D. Saifuddin, Ors. H.
 Romas Djajasaputra, Drs. H. Asnawi Latif Banyak juga yang pengusaha, seperti H.
 Saiful Mujab, H. Hasyim Latief, Drs. H. Ahmad Bagja, Drs. H. Syaiful Masykur
 serta politisi, seperti Drs. H. M. Syah Manaf, H.M. Anwar Nuris dan Drs. H. Said
 Budairy.32 Dari sisi ini, PBNU pasca muktamar Situbondo dapat diibaratkan
 sebagai bentuk koalisi antara politisi, intelektual, birokrat dan pengusaha.
 Dalam upaya memahami dan memenuhi tuntutan perubahan yang terus
 berkembang, di Jam'iyah dan Jama'ah NU juga telah terjadi regenerasi dan
 pergeseran pemaknaan serta pemahaman Aswaja. Meskipun tidak terlalu liberal,
 tetapi kebebasan yang berkembang sudah menyangkut kebebasan metode, sehingga
 hampir tidak ada lagi masalah keagamaan yang tabu dipertanyakan. Sebelum
 tampilnya angkatan intelektual muda NU, inovasi terhadap paharn keagamaan
 dianggap sebagai penyimpangan, bahkan dapat jatuh pada perbuatan dosa, sebab
 pendapat para imam mazhab dianggap sudah tuntas, baku dan bahkan sakral.
 Kembali ke Khittah 26, menurut para penggagasnya, intinya tidak semata-
 mata sebagai upaya memposisikan kembali peran ularna (kiai), yang selarna
 kepemimpinan Idham Cholid (Tanfiziyyah) disisihkan. Kembali ke Khittah 26 juga
 menyangkut pembaharuan paradigma dan pentingnya melakukan redefinisi atas
 wacana keagamaan tradisional. Aktivitas-aktivitas ibadah, tidak hanya sebatas
 32 Laporan Muktamar NU ke XXVII, 8 - 12 Desember 1984 (Jakarta: Panitia Penyelenggara Muktamar NU ke-XXVII, 1984), p. 77 - 78.
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 mendirikan ~alat, puasa, haji, baca Qur' an, yasinan, tahlilan, tetapi juga termasuk
 berbagai kegiatan sosial dan upaya pengembangan masyarakat. Demikian juga
 masalah hukum Islam (Fiqih), diupayakan lebih responsif terhadap perkembangan
 dan kebutuhan moderen. 33
 Kalangan muda NU sudah sangat beragam, tidak selalu berlatar belakang
 pendidikan pesantren, walaupun mereka dari keluarga pesantren atau kiai.
 Fenomena warga NU semacam itu, mendorong NU secara institusional maupun
 sosial telah berani mencoba menerobos batas-batas identitas primordialnya, yang
 sebelumnya sering mempersulit upaya pemekaran aktivitas di luar lingkup gerakan
 sosial keagamaan NU. Berbagai kegiatan yang pada masa-masa sebelum
 Khittah 26 mungkin dianggap bertentangan dengan tradisi keberagamaan NU,
 seperti didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Asuransi mulai dirintis dan
 dikembangkan pertumbuhannya. Sedangkan koperasi dan masuknya ilmu-ilmu
 umum serta berbagai keterampilan ke lingkungan pondok pesantren, yang telah
 dimulai sejak tahun 70-an ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
 Dalam penelitian ini, titik sentral pelacakan diarahkan pada kegiatan NU
 di Pulau Jawa di bidang dakwah dan pendidikan dalam rentang waktu 10 tahun,
 terhitung dari tahun 1984 sampai dengan akhir tahun 1994. Rentang waktu l 0
 tahun menjadi batasan penelitian terhadap kegiatan NU dengan maksud : Pertama,
 untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus. Kedua, walaupun
 AD/ART NU tidak membatasi berapa kali seseorang dapat dipilih ulang menjadi
 pimpinan (ketua), tetapi dalam kenyataan seperti sudah menjadi kesepakatan tidak
 33 Tim T~juh, Pokok-pokok Pikiran Tentang Pemulihan Khif,tah Nahdlatul Ulama 1926 (.Jakarta LAKPESDAM, I 994) p. 15
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 tertulis, bahwa seseorang hanya dimungkinkan dan boleh menjadi ketua NU baik
 Syfiriyyah maupun Tanfiziyyah, hanya dua periode dan setiap periode untuk tingkat
 PBNU selama 5 tahun. Ketiga, pasca Muktamar Situbondo (1984) PBNU dipimpin
 oleh duet K.H. Akhmad Siddiq (Syfiriyyah) dan K.H. Abdurrahman Wahid
 (Tanfiziyyah). Keduanya kiai yang selain telah menyerap pandangan-pandangan
 yang berciri moderen, juga memiliki kredibilitas, integritas dan kapabelitas tinggi
 tentang ke-NU-an. Peneliti mempunyai asumsi bahwa NU di bawah kepemimpinan
 dua kiai moderat semakin memiliki arti besar bagi pengembangan wawasan
 kebangsaan, yang implementasinya akan terjadi proses timbal balik. Apa yang
 terjadi di NU dapat dipantulkan keluar sehingga membantu wacana makro bangsa
 kita dan sebaliknya apa yang terjadi di luar merupakan masukan bagi NU di dalam
 proses dialog internal. Di Jam'iyyah dan Jama'ah NU di bawah kepemimpinan dua
 kiai energik, akan terjadi pergeseran sikap dari yang hanya reaktif seperti selama
 ini kita saksikan ke posisi aktif sebagai pengambil prakarsa.
 B. Perumusan Masalah
 a. Bidang Dakwah
 Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) secara formal baru berdiri
 pada tahun 1986, dua tahun setelah Muktamar NU di Situbondo (1984). Namun
 demikian NU beranggapan bahwa kegiatan dakwah berciri Aswaja sudah
 berlangsung sejak permulaan Islam masuk ke bumi Nusantara, karena para
 pembawa ajaran Islam ke Nusantara umumnya berpaham Aswaja. 34
 34 A. Rofik, dkk., Ke-NU-an (Yogyakarta: LTN-NU DIY, 1983), p. 23
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 Dalam kenyataan di lapangan (empirik), walaupun kitab suci (al-Qur'an)
 dan Tuhannya (Allah) sama, itu tidak dapat menjadi jaminan terciptanya
 kesatuan perilaku keberagamaan. Pluralitas etnis, sosial, budaya, ·politik dan
 ekonomi ikut mempengaruhi terjadinya perbedaan pemaknaan dan pemahaman
 terhadap teks (al-Qur'an dan al-Sunnah). Pluralitas itu sendiri bukanlah produk
 yang selesai, tetapi masih terus bergulir, berkembang dan berubah sesuai kondisi
 yang meliputinya.
 Kemajuan ilmu dan teknologi, yang lazimnya diikuti gerakan modernisasi
 yang berlangsung begitu cepat pada semua aspek kehidupan, sering menciptakan
 perubahan sosial yang terkadang bukan hanya tidak mampu diimbangi tetapi
 juga tidak sealur dengan pandangan agama yang selama ini diikuti dan ditaati.
 Keberadaan generasi muda yang merupakan jumlah terbesar dari populasi
 penduduk Indonesia sering mempunyai pandangan berbeda tentang baik-buruk,
 benar-salah dengan generasi tua.
 Dakwah dalam arti menyeru, mengajak, menyuruh (amrun) setiap orang
 dapat melaksanakan, tetap.i dalam mencegah (nahyun) adalah kegiatan yang
 beresiko tinggi, sebab obyek dakwah adalah pelanggar syari'at atau Undang
 undang. Semua yang dipaparkan menuntut kejelian dan keterampilan (skill)
 Mubalig/Mubaligah NU dalam kegiatan dakwahnya.
 b. Bidang Pendidikan
 Krisis multidimensional yang mendera bangsa Indonesia belum dapat
 diprediksikan kapan berakhir. Kritikan tajam banyak diarahkan ke berbagai
 sektor kegiatan kehidupan, termasuk ke sektor pendidikan, karena pendidikan
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 menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun
 kehidupan sosial yang memposisikan manusia dalam pluralisme kehidupan. 35
 Walaupun pendidikan bukan satu-satunya penyebab krisis, tetapi semua
 pihak harus mengakui bahwa institusi pendidikan Indonesia memang sedang
 mengalami keterpurukan yang sulit untuk diselesaikan secara tuntas.
 Keterpurukan tersebut tentu juga dialami oleh institusional pendidikan Islam
 yang dikelola NU sebagai sub sistem pendidikan nasional. Banyak para ahli
 pendidikan mencoba menawarkan jalan keluar dari keterpurukan, diantaranya
 Djohar M. S., mantan Rektor IKIP Yogyakarta, diantara usulannya agar UU No.
 2/89 ditinjau kembali dan diubah karena tidak kondusif dan terlalu bergaya
 sekolah;36 Supriyoko, anggota Kelompok Kerja Filosofi Pendidikan Nasional,
 mengusulkan agar diciptakan kebijakan desentralisasi pendidikan. Sistem
 sentralisasi pendidikan kurang memberikan peluang bergerak bagi peningkatan
 mutu pendidikan. 37
 Peneliti tidak tahu persis apakah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan
 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
 dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi merujuk pada kedua usulan
 tersebut, atau memang sudah menjadi rencana pemerintah. Konsekuwensi dari
 UU dan PP tersebut tentu juga menyangkut sektor pendidikan, yang semula
 manajemennya berbasis pusat (sentralistik) menjadi manajemen berbasis daerah
 ( desentralistik).
 35 Aden Wijdan S. Z., "Orientasi dan Cita-cita Pendidikan Islam" dalam Muslim USA dan Aden Wijdan S. Z., (Peny.), Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), p. 9
 36 Djohar M. S., Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), p. 71-72
 37 Supriyoko, "Lima Kebijakan Dasar Pendidikan", Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Oktober 2000
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 Perubahan dari sistem sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi
 pendidikan merupakan proses panjang yang melibatkan banyak pihak yang
 membutuhkan penyelesaian, penyesuaian, termasuk Lembaga Pendidikan
 Ma' arif (LP. Ma' arif) NU, sebagai pengelola kegiatan pendidikan.
 Telaah deskripsi seperti dipaparkan di atas memberikan kerangka berpikir,
 untuk melacak :
 1. Sampai sejauh mana Lembaga Dakwah dan Pendidikan NU (LDNU-LP
 Ma'arif NU), dalam rentang waktu 10 tahun sejak Muktamar NU ke-27 di
 Situbondo (1984) dan Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta ( 1990),
 mampu menjawab, mempengaruhi, menyesuaikan dan memberikan
 kontribusi berupa ide dan gagasan dalam upaya aktualisasi imam yang
 dimanifestasikan dalam kegiatan berpikir, bersikap dan berbuat dalam rangka
 mewujudkan ajaran Islam.
 2. Apakah dengan dideklarasikannya Khigah 1926 dan banyak merekrut tokoh
 muda dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam di
 kepengurusan NU baik di tingkat pusat maupun daerah, ada pengaruhnya
 bagi peningkatan kualitas dakwah dan pendidikan.
 3. Pasca Muktamar Situbondo dan Krapyak Y ogyakarta adalah periode
 kepemimpinan Ahmad Siddiq (SyQriyyah) dan Abdurrahman Wahid
 (Tanfdziyyah). Kedua tokoh tersebut dikenal banyak melontarkan gagasan
 untuk kemajuan NU. Bagaimana pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut di
 bidang dakwah dan pendidikan NU.
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 C. Tinjauan Teoritik
 Nahdlatul Ulama, secara etimologi al-Nadlah berarti "kemampuan,
 kekuatan, loncatan, terobosan dalam upaya memajukan masyarakat atau lainnya".
 Sedangkan secara epistemologi berarti "menerima segala budaya lama dari sisi
 kebudayaan yang lebih baru, dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi", 38
 atau
 secara lugas berarti kebangkitan atau gerakan yang dipelopori para ulama.
 Sedangkan secara teknis berarti organisasi sosial keagamaan (Jam'iyyah Diniyyah),
 yang didirikan oleh para ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur yang
 berpaham Ahlussunnah wal Jama'ah, pada tanggal 12 Rajah 1344 H bertepatan
 dengan tanggal 31 Januari 1926 M.39
 Ahlussunnah wal Jama 'ah, yang terdiri dari tiga suku kata, Ahl, As-
 Sunnah, dan al-Jama 'ah. Ahl dapat berarti famili, kerabat, keluarga (a.\yirah),
 penduduk, seperti ahl al-qaryah, dan dapat juga berarti pemeluk atau pengikut,
 seperti dalam ungkapan ahl al-ma±hab. As-Sunnah searti dengan at-Tarfqah yang
 berarti metode, jalan yang ditempuh, kebiasaan, perjanjian hidup atau perilaku baik
 maupun tercela. Dalam hadis Nabi, riwayat Muslim, "baik", disebut dengan
 ungkapan sunnatan hasanatan dan "tercela" dengan sunnatan sayyiatan. Menurut
 Ibnu Katsir, yang dikutip Muhammad Abdulhadi al-Mishri, kata ,'.'unnah arti
 asalnya adalah perjalanan hidup Nabi. 40 Di dalam al-Qur'an biasanya term sunnah
 muncul dalam dua konteks : (1) Sunnah al-awwalin, yang berarti kebiasaan orang-
 38 Said Agiel Siradj, Ahlussunnah wal-Jama 'ah dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta : LKPSM. 1998), p. 14-15
 39 Martin van Bruinessen, NU, p. 17 40 Muhammad Abdulhadi al-Mishri, Manhaj Aqidah Ahlussunnah wal Jama 'ah Menunit Pemahaman U/arna
 Salaf. terjemahan As' ad Yasin, Abu Fahrni Thnu Maryam (Jakarta: lnsan Press, l 992). p 105
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 orang terdahulu, 41 dan (2) Sunnah Allah. 42 Menurut istilah syara dan juga para ahli
 hadis, sunnah berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad
 SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, ahlak ataupun
 perilaku, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Dalam hal ini
 pengertian sunnah searti dengan hadis43 Menurut Ahli Usu! Fiqh, Sunnah (dalam
 pengertian hadis) adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW
 secara khusus. As-Sunnah tidak ada nasnya dalam al-Qur' an, tetapi dinyatakan oleh
 Nabi, sekaligus merupakan penjelasan awal atas al-Qur'an dan dapat dijadikan
 landasan dan dalil hukum syara. As-Sunnah menurut fuqaha adalah perbuatan
 terpuji, bukan wajib, dan terkadang digunakan sebagai lawan dari kata karahiydh
 (yang dibenci). Al-Jamd 'ah artinya sekumpulan. Semua orang Islam itu merupakan
 kesatuan (jama'ah), tanpa memandang latar belakang, asal mereka orang Islam,
 hams dianggap jama'ah. Jama'ah juga berarti mayoritas penganut dan pembela
 sunnah Nabi. Di kalangan NU, Ahlussunnah wal Jama'ah juga dipahami sebagai
 pembeda dengan kelompok modernis yang menyatakan bahwa dalam beragama
 (Islam) orang hanya wajib berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadis.
 Sementara NU, selain berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadis, juga berpegang
 kepada sunnah para shahabat dan ijma' para ulama. 44 Dalam doktrin NU, Aswaja
 adalah mereka yang bertauhid mengikuti Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi, berfiqih
 mengikuti salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), dan
 41 Departemen Agama RI., Al-Qur'an, Surat Al-Anfal (8): 38; Al-Hijr (15): 13; Al-Kahfi ( 18): 55, Fatir (35) : 43
 42 Depag, Al-Qur' an dan Terjemahannya (Arab Saudi : Percetakan al-Qur' an Raj a Fahd, Tth ), Surat An-N aml (27 ) : 77 ; Fatir (35) : 43
 43 Al-Mishri, Manhdj, p. 105 44 Humaidy Abdussami & Ridwan Fakla As, 5 Rais 'Aam, p. 150
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 bertasawwuf sesuai dengan perumusan Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-
 Ghazali. 45
 Khi!fah secara harfiyah berarti garis. Sedangkan secara istilah, dalam ha!
 ini dihubungkan dengan Khifah NU 26, adalah landasan atau garis berpikir,
 bersikap dan bertingkah laku pengurus dan warga NU dalam semua tindakan baik
 secara individual maupun kolektif (kegiatan organisasi), terutama di dalam setiap
 pengambilan keputusan. 46 Namun demikian, NU tetap berpedoman kepada kaidah
 fiqih
 yang berarti setiap hukum akan berubah menurut illatnya (sebabnya).47
 Dengan
 demikian walaupun NU kembali ke Khittah 26, tetapi NU tetap sadar akan adanya
 perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jaman.
 Muktamar NU ke-27 dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah
 Syafi'iyyah Sukarejo Asembagus Situbondo Jawa Timur, pada tanggal 15 s.d. 19
 Rabi'ul Awwal 1405 H/8 s.d. 12 Desember 1984 M, dan Muktamar NU ke-28 di
 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tanggal 26 s.d 29 Rabi'ul
 Akhir 1410 H/25 s.d 28 Desember 1989 M. Kedua Muktamar tersebut sangat
 strategis karena menentukan eksistensi organisasi NU ke depan, yaitu Pertama,
 untuk meredam rasa ketidaksukaan sebagian warga NU kepada pemerintah Orba
 yang telah mengabaikan jasa baiknya, meratakan jalan bagi Suharto menuju ke
 kursi kepresidenan, bahkan ada sebagian aktivis (Ansor) yang ditangkap dan
 dimasukan penjara. Kedua, sebagai upaya memposisikan kembali para kiai (ulama)
 45 PB NU, Khi{,tah Nahdlatul Ulama (Jakarta : Lajnah Ta '!if wan Nasvr, 1985) p l 0 46 PB NU, Khi/fah, p. 9 47 Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, No. II/MAUNU/404/1983, tentang Pemulihan KhiHah
 Nahdlatul Ulama 1926
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 sebagai pembina dan pengendali organisasi NU yang sejak NU terjun ke politik
 praktis ( 1952) telah tersisihkan, karena para pelaku politik NU (Tanfiziyah) lebih
 mengedepankan strategi politik sesaat. Ketiga, untuk meluruskan kembali
 perjalanan NU yang semakin keluar dari tujuan semula didirikannya NU, yaitu
 memberdayakan warga di bidang sosial kemasyarakatan, dakwah dan pendidikan.
 Keempat, untuk merespon keputusan pemerintah Orb a ( 1983) yang menetapkan
 bahwa semua organisasi social-politik wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-
 satunya asas organisasi. Sedang Muktamar ke-28, secara khusus, sebagai upaya
 evaluasi terhadap pelaksana program Muktamar ke-27.
 C. Tinjauan Teoritik
 1. Bidang Dakwah
 Dakwah yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari fi' ii
 da 'a, yad'u, da 'watan48 adalah kegiatan menyebarluaskan ajaran Islam dan
 merealisasikan ajarannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia, dengan cara
 mengajak, menyeru, dan memanggil. Dakwah dapat dilakukan dalam berbagai
 aspek kehidupan, dengan menggunakan berbagai cara yang baik, benar dan
 bijaksana, sesuai dengan tuntutan, situasi dan kondisi yang ada. Di sinilah hujjah
 (alasan-alasan) dan bukti-bukti dapat didiskusikan antar agama dengan
 menghindari perilaku saling mengatasi (atas-bawah), menyalahkan dan menghujat,
 sebab iman menyangkut kesadaran dan kepatuhan yang lebih bersifat pribadi.
 48 Abdullah bin Nuh dan Oemar Bahriy, Kamus Bahasa Indonesia Arab (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1971) p. 125 ; Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya : Al
 Iklas, tt), p. 17
 r •
 PROGH ~· :i' . " \P.J \NA 1/t1 i\J ;:., ·~: t··\ ... \· r. ~- .. ; .\ ·::< ·~·.~~r:~:..
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 Intisari dakwah adalah amar ma 'ruf nahi munkar, dalam upaya restorasi
 dan rekonstruksi kemanusiaan secara individual maupun kolektif untuk menuju
 derajat atau kualitas tertinggi. Pada dataran praktis, amar ma 'ru.f lebih mudah
 dilaksanakan, siapa pun dapat melakukannya, sebab hanya sebatas "menyuruh",
 tidak memaksa, karenanya tidak ada risiko bagi si "penyuruh". Lain halnya dengan
 nahi munkar, "mencegah kemunkaran". Penyeru (pencegah) berhadapan dengan
 pelaku pelanggaran baik terhadap syariah ataupun perundang-undangan lainnya.
 Dalam melakukan pencegahan ada unsur memaksakan kehendak dari pihak
 "penyeru", karenanya mengandung risiko manakala yang "diseru" men.olak seruan
 tersebut. Tugas nahi munkar akan lebih efektif dan strategis, apabila dibebankan
 kepada pemerintah (penguasa), sebab hanya penguasa yang dapat memaksakan
 kehendak.
 Dalam keadaan bagaimanapun dan di mana pun, dalam batas potensi dan
 kapasitasnya masing-masing, dakwah harus dilaksanakan umat Islam. Apa lagi
 kalau menginggat bangsa Indonesia yang majemuk ini sedang mengalami
 pergeseran sistem nilai, sebagai dampak pembangunan, yang pada. hakikatnya
 merupakan proses perubahan di segala sektor kehidupan. Dampak pembangunan
 dapat bersifat positif atau sebaliknya bersifat negatif. Dakwah menjadi bagian tidak
 terpisahkan dari pertanggungjawaban setiap muslim, terlepas dari apakah ia
 tergolong ulama atau bukan. Menurut hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi Nabi
 Muhammad SAW bersabda : yang
 maksudnya sampaikanlah apa saja yang kamu ketahui dariku sekalipun satu ayat.
 49 Abdurrakhman Muhammad 'Usman, Jam 'u al-Sahih, Sunan At-Tirmi±i, juz IV (Mesir: Darul Fikri, tth), p. 147
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 Berdakwah berarti melanjutkan tugas risalah para N abi J,}li lA ~ ~~Jll ~l~
 1-''Jll 50 N amun demikian, setiap mu slim pada saat yang sama harus membiarkan
 setiap manusia tetap pada agamanya, tidak boleh dipaksa untuk pindah agama
 Di sisi lain orang non muslim juga tidak dibenarkan
 memaksa orang Islam keluar dari agamanya. 52
 Dakwah dalam bentuk lisan atau tulisan yang berputar-putar di sekitar
 ahlak, aqidah dan fiqih yang bertolak dari dalil-dalil al-Qur' an, Hadis dan fatwa
 para ulama, yang banyak dilakukan mubalig-mubaligah NU terkesan semata-mata
 menyangkut soal agama secara sempit, tidak menyentuh berbagai aspek
 kehidupan secara luas. Padahal, kehidupan adalah realitas dengan berbagai
 persoalannya yang menuntut jawaban dari berbagai pandangan, termasuk dari
 agama. Dakwah dengan metode tersebut (deduktif) memang boleh-boleh saja dan
 baik, hanya saja harus diakui bahwa dakwah model tersebut sering . kehilangan
 relevansi dan aktualitasnya, apalagi kalau obyek dakwah tergolong masyarakat
 moderen yang umumnya padat informasi, efisien, rasional dan terbuka. Mereka
 menuntut proses dakwah yang lebih berkualitas, baik pelaku, media, materi
 maupun metodenya. Demikian juga jawaban atas permasalahan dalam ungkapan
 ya atau tidak, haram atau halal, boleh atau tidak boleh akan kehilangan
 aktualitasnya apabila tidak disertai alasan yang rasional dan analisis. Untuk
 tercapainya tujuan yang maksimal, kegiatan dakwah setidak-tidaknya harus
 didukung oleh perencanaan dan manaJemen yang baik menyangkut
 50 Depag, al-Qur 'an, Surat al-Ma 'idah (5) : 67 51 Depag, al-Qur 'an, Surat al-Kfilin1n (109) : 6 52 Ahmad Musthafa al-Maraghi: Taj~ir al-Maraghi, te1:jemahan M. Thalib (Yogyakarta : Sumber
 Ilmu, 1986), III, 17-19
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 (1) pendakwah, (2) Obyek dakwah, (3) adanya pesan /materi dakwah, (4) sarana
 dakwah/media dakwah, dan (5) efek atau tujuan yang hendak dicapai.53
 Sementara
 itu para ulama sejak dahulu sudah terbiasa membekali para da'inya dengan
 teori-teori : (1) ma 'rifat al-jamdn (pengenalan situasi/keadaan), (2) ina 'r(fat al-
 insdn (pengenalan obyek), dan (3) ma 'r(fat al-maqam (pengenalan tempat/medan).
 Proses dakwah pada hakikatnya adalah proses komunikasi yang minimal menuntut
 adanya unsur-unsur : (1) komunikator (pendakwah), (2) komunikan (obyek
 dakwah), (3) pesan/message (materi atau ide dakwah), (4) media, dan (5) efek.54
 2. Bidang pendidikan
 NU sejak dini menyadari bahwa pendidikan menempati posisi yang
 sangat sentral dan strategis serta merupakan sarana yang paling efektif untuk
 mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik dan memiliki kemampuan
 kompetitif, selebihnya untuk menanamkan nilai-nilai Islami. Disamping itu NU
 menyadari pentingnya turut mengambil bagian dalam mewujudkan cita-cita bangsa
 Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
 sumber daya manusia Indonesia, yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang
 MahaEsa.
 Pendidikan Islam di Indonesia secara umum sampai saat ini masih
 menghadapi berbagai problematika yang rumit untuk diselesaikan. NU sebagai
 orgamsas1 sosial keagamaan yang paling banyak memiliki lembaga
 53 Chadidjah Nasution, Ilmu Dakwah (Yogyakarta • Lembaga Penerbitan Ilmiyah Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta, 197l)p. 10
 54 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung • PT. Remaja Rosdakarya, 1993), p. 6 : Chadidjah, Ilmu Dakwah, 1971 ), p. 9
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 pendidikan, mengakui bahwa lembaga pendidikan NU-lah di antara sekian banyak
 lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola umat Islam, yang paling tidak bermutu,
 baik sistem pengelolaannya maupun sistem proses belajar-mengajarnya 55
 Beberapa
 faktor internal dan ekternal yang mungkin menyebabkan lembaga-lembaga
 pendidikan yang dikelola NU kurang efektif diduga adalah : (I) Kebanyakan
 lembaga pendidikan NU lahir atas inisiatif warga NU, yang kebetulan duduk
 sebagai pengurus NU setempat. Pada saat pengambil inisiatif tidak lagi menjadi
 pengurus NU, lembaga pendidikan tersebut posisinya secara kelembagaan menjadi
 seperti pondok pesantren. F ormalnya tidak ada hubungan struktural dengan NU,
 karena lebih menampakkan sebagai milik pribadi atau keluarga, tetapi substansi
 lembaga-lembaga tersebut adalah NU, sebab pengelolanya terdiri dari orang-orang
 NU dan paham yang dikembangkan adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah. (2)
 Lembaga Ma 'arif, sebagai pengelola bidang pendidikan di Jam'iyah NU, baik yang
 ada di pusat (di PBNU) maupun yang ada di wilayah (propinsi) dan di cabang-
 cabang (kabupaten/kota), organisasinya terlalu longgar, tidak responsif dan kurang
 profesional, yang mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan NU berjalan
 sendiri-sendiri. Mereka berhubungan dengan Ma'arif kalau ada kepentingan
 meminta bantuan ke pemerintah, terutama bantuan yang dimintakan ke Depdiknas
 atau pada saat Depdiknas meminta data-data autentik tentang sekolah atau
 madrasah yang akan dibantu. 56 Di 'Sisi lain, Ma' arif sering merasa ragu kalau
 terlalu bany¥, mengatur sekolah/madrasah yang berada di bawah naungannya,
 disebabkan Ma'arif kurang mampu memberi jalan keluar dari perbagai kesulitan
 55 Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Khittah 1926", dalam Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad, Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993), p. 159. Selanjutnya: Wahid, Nahdlatul Ulama.
 56 Wawancara dengan K.H. Arwan Bauys, ketua Ma'arif NU Wilayah Propinsi DlY, tanggal 13 Maret 19')8
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 terutama yang bersifat finansial. 57 (3) Merupakan gejala umum yang terdapat di
 lembaga pendidikan yang dikelola umat Islam, termasuk di lembaga pendidikan
 NU, bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan tampak bersifat ambivalen,
 yang mencerminkan pandangan dikotomis, mengadakan pemisahan secara tajam
 antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Sistem pendidikan yang ditata
 seperti itu, mengakibatkan produk lembaga pendidikan tersebut serba tanggung,
 yang pada gilirannya kurang dapat mengimbangi kebutuhan obyektif masyarakat,
 yang secara alamiyah terus berkembang dari rural ke urban, dari agraris ke
 industri, dari tradisional ke moderen, yang kesemuanya menuntut produk
 pendidikan yang kontekstual. 58 (4) sistem belajar mengajar di pondok pesantren
 banyak mempengaruhi sistem belajar-mengajar di lembaga-lembaga pendidikan
 NU, sebab pendirinya kebanyakan alumni pesantren atau alumni pendidikan umum
 yang berbudaya pesantren. Seperti diketahui, sistem pengajaran di pesantren lebih
 bercorak monologis, informatif, instruktif, mengulang-ulang dan hapalan. Suasana
 dialogis, kritis, analisis, kreatif dan inovatif sebagai ciri pendidikan moderen
 kurang berkembang Sementara sisi-sisi positif dari sistem pendidikan di pondok
 pesantren yang menjadikan sekolah/madrasah memiliki nilai lebih, kurang
 terakomodasi, seperti sistem asrama (boarding-school), hidup sederhana dan
 pengawasan ketat yang bersifat menyeluruh dan sepanjang waktu. (5) Pengelolaan
 lembaga pendidikan dilakukan serba apa adanya baik di segi manajemen, guru,
 kesejahteraan maupun sarana fisik (pergedungan), di samping kualitas murid
 57 Wawancara dengan Hidayaturohman, Sekjen Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif(sdanjutnva: PP Ma'arif), tanggal 7 April 1999
 58 Zamakhsari Dhofier, dalam seminar "Pendidikan Islam Dalam Persfektif Pendidikan Nasionar·. Penyelenggara Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arena, No. 2 Talmn XVI/J 9'l I. p. 38-39
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 (input) memang berbeda kalau dibandingkan dengan yang masuk ke sekolah
 umum. Umumnya siswa madrasah/sekolah Ma'arif adalah mereka yang ditolak di
 madrasah atau sekolah negeri. Atau mereka masuk madrasah/sekolah Ma'arif tidsk
 didorong ingin sukses tetapi sekedar memenuhi atau menggugurkan kewajiban. (6)
 Organisasi NU kadang-kadang sulit melepaskan diri dari sifat paguyubannya
 Gama'ah). Banyak keluarga NU memasukkan putra-putrinya ke sekolah/madrasah
 milik NU dengan harapan tidak wajib bayar uang apapun seperti di pondok
 pesantren atau pengajian di surau/masjid. Dalam praktek, kenyataan tersebut sering
 ditolelir. (7) Umat Islam secara keseluruhan, sebenarnya belum mempunyai
 pengalaman banyak dalam pengelolaan pendidikan klasikal, kalau dibandingkan
 dengan lembaga pendidikan Katholik/Protestan yang sejak sebelum kemerdekaan
 telah mendapat dukungan penguasa (penjajah Belanda). Sementara umat Islam,
 khususnya warga NU, terkesan masih mencurigai semua ilmu yang datang dari
 Barat, yang notabene negara-negara yang beragama Nasrani. (8) Kurang menguasai
 filsafat pendidikan Islam sebagai dasar pemikiran guna mengadakan dewesternisasi
 dan rekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi. 59 (9) Adanya kelemahan dalam
 bidang bahasa pergaulan dan bahasa ilmu pengetahuan internasional, akibat
 berikutnya sekolah/madrasah NU sulit menerima ilmu pengetahuan dari luar.
 Di kalangan warga NU, setidak-tidaknya sejak tahun 70-an telah dan
 sedang terjadi pencerahan, dengan munculnya perubahan orientasi kependidikan.
 Banyak generasi muda NU tidak lagi mengikuti jalur pendidikan orang tuanya,
 secara turun temurun, yakni belajar di pondok pesantren, tetapi belajar di lembaga-
 59 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998), p. 26
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 lembaga pendidikan umum, sehingga banyak putra kiai yang menjadi dokter, ahli
 hukum, arsitek, usahawan dan lain-lain profesi, selain pengelola pondok pesantren.
 Akibatnya, sesuatu hal yang tidak dapat dihindari adalah lahimya generasi
 cendekiawan NU, sebagai generasi penerus yang posisinya delematis. Di satu pihak
 ingin meneruskan sepak terjang generasi tuanya, tetapi di sisi lain mereka merasa
 tidak puas dan bahkan kadang-kadang tidak setuju dengan cara pendekatan dan
 pemahaman agama model tradisi NU. Mereka ingin mengadakan perubahan
 dengan menata kembali orientasi pendidikan NU, dengan mengembangkan cara
 baru dan moderen yang lebih tepat dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
 jaman.60 Bidang garapannya pun tidak membatasi pada bidang pendidikan
 madrasah, tetapi SD, SMP, SMU, SMK dan Universitas. Dengan cara seperti itu,
 target terbentuknya SDM Islami yang tetap dalam bingkai paham Aswaja, baik
 dalam cara berpikir maupun bertindak akan tercapai, sebab para pengelola dan
 pengajarnya diusahakan orang NU, atau paling tidak, tidak membenci NU. Kalau
 upaya tersebut berjalan dengan baik, kemungkinan intelektual NU menjadi model
 intelektual, bukan suatu hal yang mustahil.
 D. Kajian Pustaka
 Telaah ini bermaksud melacak aktivitas NU dalam bidang dakwah dan
 pendidikan, di Pulau Jawa, pada rentang waktu Muktamar NU ke XXVII di
 Situbondo (1984) sampai Muktamar NU ke XXIX di Cipasung Tasik Malaya
 (1994). Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada telaah khusus dan mendetail
 mengenai kedua kegiatan tersebut, khususnya yang membatasi pada putaran
 60 Martin van Bruinessen, NU, p. 220 - 234
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 waktu 1984 sampai 1994 (10 tahun). Satu kajian yang dilakukan oleh seorang
 pengamat sosial Belanda Martin van Bruinessen (1994), dalam karya tulis yang
 berjudul NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencairan Wacana Baru, 61
 memaparkan
 soal pelaksanaan muktamar NU ke-XXVII di Situbondo, uraiannya banyak
 terfokus kepada situasi NU sebelum muktamar clan sesudahnya, terutama mengenai
 konsekuwensi NU kembali ke Khittah 26 clan penerimaan Pancasila sebagai asas
 tunggal NU. Martin dalam karyanya juga menemukan kesan yang berbeda dengan
 umumnya kesan pengamat politik Indonesia tentang NU. Martin berkesimpulan
 bahwa sebagian dari pemikir muslim yang sangat menarik adalah dari kelompok
 yang berlatar belakang tradisional, bukan dari modernis.
 Satu kajian yang bersifat sangat luas, dilakukan oleh M. Ali Haidar
 ( 1994 ), dengan judul Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, 62
 uraiannya
 bermula dari latar belakang berdirinya organisasi NU, pasang surutnya akibat
 keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, clan akhirnya menukik kepada
 pendekatan fiqih dalam politik. Tinjauan atas gerakan dakwah clan pendidikan,
 hanya disinggung secara sangat singkat, itupun tidak dibatasi putaran waktu
 tertentu clan wilayah.
 Buku berjudul Anatomi Konflik NU, Elit Islam Dan Negara, karangan
 Laode Ida, ( 1996), 63 titik sentral paparannya adalah menyoroti ketegangan clan
 konflik-konflik yang selalu terjadi di NU baik sebelum kembali ke Khittah 26
 ataupun sesudahnya.
 61 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, terjemahan Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1994)
 62 M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1994)
 63 Laode Ida, Anatomi Konjlik NU, Elit Islam dan Negara (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996),
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 Mahrus Irsyam (1984), dalam karya tulisnya berjudul Ulama Dan Partai
 Politik, 64 membahas kiprah NU di partai politik, yang kemudian dalam upaya
 menyesuaikan dengan upaya restrukturisasi politik dari pemerintah Orde Baru, NU
 memfusikan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973.
 Karena NU selalu merasa dipercundangi unsur Muslimin Indonesia (Ml), NU
 akhirnya memutuskan hubungan formal dengan kegiatan politik praktis pada
 tahun 1984.
 Choirul An.am (1995), dalam karyanya berjudul Pertumbuhan dan
 Perkembangan Nahdlatul Ulama, 65 menelusuri sejarah NU sejak kelahirannya
 sampai muktamar Situbondo, dengan menekankan kontinuitas dan konsistensi
 dalam kebijakan-kebijakannya. Masih banyak karya-karya pengamat sosial bicara
 tentang NU, tetapi umumnya tidak menyentuh secara mendetail bidang ~akwah dan
 pendidikan yang pada hakikatnya merupakan tujuan utama didirikannya NU.
 E. Tujuan Penelitian
 Pada Muktamar NU ke-XXVII di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah
 Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur dan Muktamar NU ke XXVlll di
 Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta telah terpilih pengurus Syliriyyah, dan
 Tanfiziyyah PBNU, yang terdiri dari berbagai macam profesi dengan latar belakang
 pendidikan yang beragarn. Fenomena tersebut tampaknya berhubungan dengan
 pentingnya NU menampilkan para pimpinan yang memiliki visi ke depan yang
 kental, dalam pengertian mampu menjawab tantangan jaman, tegas, jujur, cakap
 64 Mahrus lrsyam, Ulama dan Partai Politik (Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, 1984) 65 Choirul A~am, Pertumbuhan dan Perkembangan :Vahdlatul Ulama (Surabaya : Jatayu Solo.
 1995)
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 bertindak, dapat diterima berbagai pihak dan beritikad baik kepada dan untuk NU,
 sehingga dalam keadaan serta kapasitas apapun, pimpinan NU tetap mengakui
 peran ulama sebagai pengendali dan pengawas program organisasi.
 Sebelum Muktamar Situbondo, khususnya pada saat NU terlibat langsung
 dalam kegiatan politik praktis, para politisi NU hampir tidak pernah mendengarkan
 fatwa ulama. Para ulama sebagai pengendali dan penata organisasi mulai berkurang
 perannya atau diabaikan. 66 Tanfiziyyah lebih bertanggung jawab kepada
 pemerintah dari pada kepada lembaga Syfiriyyah, yang berperan sebagai lembaga
 tertinggi dan penentu berbagai kebijakan dalam organisasi NU, yang notabene
 terdiri dari para ulama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
 adalah:
 1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan keberhasilan PBNU
 melaksanakan tugasnya, di bidang dakwah dan pendidikan pada rentang waktu
 10 tahun, bermula dari Muktamar NU di Situbondo (1984) sampai Muktamar
 NU Cipasung (1994). Hal tersebut perlu dilakukan dan dikontribusikan kepada
 komunitas (Jama 'ah) NU yang umumnya berada di pedesaan. Mereka pada
 umumnya belum memiliki pengetahuan tentang realitas pluralitas
 keberagamaan Islam yang dilatarbelakangi keragaman etnis, sosial, budaya,
 politik dan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, metode dan strategi dakwah
 dan pendidikan yang tepat guna perlu dipikirkan.
 2. Mendiskripsikan konsep-konsep: yang telah disosialisasikan PBNU dalarn
 upaya melahirkan sosok masyarakl\t religius yang rnoderen, berciri perilaku "
 tawdsuf wal i 'tidal, tasdmuh, tawdzun dan amar ma 'ruf nahi munkar, serta
 66 Ibid, p. 117-199
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 antisipatif dalam menghadapi isyarat jaman yang semakin menjagad (global)
 dan gagal memberikan tempat bagi pengembangan kehidupan yang lebih
 manusrnw1, serta dinamis dan progresif dalam berlomba berbuat kebaikan.
 3. Mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat, di dalam PBNU
 berusaha mencapai cita-cita yang diamanatkan Muktamar, khusus dalam bidang
 dakwah dan pendidikan.
 F. Kegunaan Penelitian
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam hal :
 . 1. Sebagai masukan yang bernilai ilmiah bagi pemerintah umumnya, dan
 pengurus NU pada khususnya, dalam menangam bidang dakwah dan
 pendidikan, yang sesuai dengan perkembangan jaman.
 2. Masukan bagi Pengurus NU mengenai pengalaman Pengurus NU Periode 1984-
 1994. Keberhasilan dapat dijadikan pedoman dan ditumbuhkembangkan,
 sedang kegagalan harus ditekan seminimal mungkin ruang geraknya, sehingga
 akhirnya hilang.
 3. Memperkaya khasanah kepustakaan, terutama dalam masalah dakwah,
 pendidikan dan sosial kemasyarakatan di kalangan umat Islam.
 G. Metode Penelitian
 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan bersifat kasuistik yang
 berhubungan dengan telaah kegiatan dakwah dan pendidikan yang diselenggarakan
 NU pasca Muktamar NU ke-27 di Situbondo (1984) dan Muktamar ke-28 di
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 Krapyak Yogyakarta (1990). Daerah penelitian meliputi Jakarta (PBNU), wilayah
 kerja PWNU Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta dan wilayah kerja PWNU
 Propinsi Jawa Timur. Karakteristik proses penelitian kualitatif antara lain :
 (1) berlangsung dalam latar yang alamiyah, (2) peneliti sendiri merupakan
 instrumen atau alat pengumpul data yang utama, (3) analisis datanya dilakukan
 secara induktif. 67
 Agar penelitian memperoleh hasil yang komprehensif dipergunakan
 beberapa metode, yaitu :
 1. metode historis atau sering juga disebut sebagai metode dokumenter yaitu
 dengan menempuh proses pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau
 gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang
 berguna dalam memahami kenyataan-kenyataan sejarah, situasi sekarang dan
 meramalkan perkembangan yang akan datang. Dengan pendekatan histories
 (sejarah) diharapkan terungkap secara kronologis fase-fase model hubungan
 antara generasi pendiri dan generasi penerus. Metode historis ini juga
 digunakan untuk mengungkap pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran
 yang menyeluruh mengenai hasil pemikirannya yang ditulis. Tujuan metode
 historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan
 obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta
 mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh
 kesimpulan yang kuat. 68
 2. "Metode content analysis (analisis isi) secara kualitatif, suatu metode yang
 67 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Karya, 1989), p. 3 68 Winamo Surachmad, Dasar dan Tehnik Research (Bandung: Penerbit Tarsito, 1972), p. 123
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 melihat berbagai data atau kategori yang muncul dengan cam
 memperbandingkan (comparative) satu dengan yang lain. Prinsip kerja metode
 tersebut terdiri dari dua tahap Pertama, memperbandingkan setiap datum untuk
 memunculkan berbagai katagori. Kedua, memperbandingkan dan
 mengintegrasikan kategori dan sifat-sifatnya untuk mendapatkan hipotesa dan
 memberi batasan teori. 69 Dengan metode ini penulis berupaya seoptimal
 mungkin untuk menganalisis seluruh data yang terhimpun yang berkaitan
 dengan permasalahan yang sedang diteliti.
 2. Jenis Data dan Somber Data
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam penelitian 1m Jems
 datanya berupa pernyataan-pernyataan (kata-kata) yang disampaikan oleh subyek
 penelitian sesuai dengan seperangkat pertannyaan yang diajukan dalam penelitian.
 Penelitian ini tidak hanya berdasar pada satu jenis data. Data lainnya bisa berupa
 perilaku subjek (manusia) atau orang lain yang dapat diamati, termasuk
 dokumentasi.
 Sesuai dengan jenis datanya, maka sumber data dalam penelitian ini
 adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia sebagai Sumber primer,
 antara lain pengurus NU, para tokoh organisasi yang memiliki keterkaitan secara
 struktural atau kultural dengan NU, seperti Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU,
 Ansor, LSM-LSM, para cendekiawan NU, para pengamat dan peneliti ilmu-ilmu
 sosial. Selanjutnya data dirumuskan dalam bentuk transkip wawancara dan catatan
 pengalaman lapangan. Sedangkan sumber data non manusia adalah dokumen,
 69 Muhammad Atho Mudzhar, Metodologi Penelitian Sosial (Yogyakarta : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997), p. 20
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 buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, kebijakan-kebijakan pemerintah
 baik pusat maupun daerah, yang releven dengan tema yang diteliti. Dari sumber
 non manusia sebagai Sumber sekunder, yang berupa dokumen, Anggaran Dasar,
 Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil pertemuan, artikel, hasil penelitian yang telah
 dilakukan orang yang ada hubungannya dan seterusnya. Dari sumber sekunder
 diharapkan diperoleh keterangan dan informasi tertulis.
 Pemilihan dan penentuan responden penelitian, menggunakan snowball
 sampling yaitu mengidentifikasi dan mewawancarai orang-orang yang memiliki
 karakteristik dengan data yang dibutuhkan. Mereka yang telah diidentifikasi,
 kemudian dijadikan sebagai informan guna mengidentifikasi orang-orang lain yang
 kualified untuk dicantumkan sebagai subjek penelitian. Mereka juga diwawancarai
 guna menunjukkan orang lain lagi yang kualified untuk dimintai informasi/ data,
 dan demikian seterusnya sampa1 informasi yang didapatkan memiliki
 kridibilitas yang tinggi.
 Lokasi penelitian dibagi secara struktural, yaitu jajaran Pengurus Besar
 Nahdlatul Ulama dan badan-badan otonominya di Jakarta, diharapkan mewakili
 · scope Nasional, yang mencerminkan keluarga besar NU yang terdiri dari berbagai
 latar belakang budaya dan etnis. Jajaran Pengurus Wilayah dan Cabang NU serta
 badan-badan otonomnya di Propinsi Daerah lstimewa Y ogyakarta, diharapkan
 mewakili warga NU yang kebanyakan terdiri dari para mahasiswa dan kaum
 intelektual, dan jajaran Pengurus Wilayah NU Propinsi Jawa Timur dan beberapa
 Pengurus Cabang NU serta badan-badan otonomnya di Daerah Tingkat II di Jawa
 Timur, untuk mewakili warga NU yang kebanyakan terdiri dari kaum santri di
 pondok-pondok pesantren, atau alumni pondok pesantren.
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 3. Teknik pengumpulan Data
 Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : wawancara mendalam
 (depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk
 menjaring data yang diperlukan dengan mendengarkan penjelasan lisan. Metode
 observasi dilakukan untuk menjaring data yang berhubungan deng~n perilaku
 (kegiatan) dakwah dan pendidikan, sedangkan studi dokumentasi untuk
 memperoleh informasi dari bahan tertulis yang relevan.
 4. Intrumen Penelitian
 Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini tidak lepas dari
 karakteristik penelitian kualitatif, yang di antaranya adalah babwa manus1a
 merupakan instrumen penelitian.
 Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu
 instrumen berupa : tape recorder, kamera foto, dan lembar catatan data ( catatan
 lapangan).
 5. Pengecekan Keabsahan Data
 Validitas (keabsahan) basil sebuab penelitian ditentukan oleb sekurang
 kurangnya tiga kriteria yaitu : (1) kredibilitas (kesabiban) yang barns didukung oleb
 kebenaran dan ketepatan data, yang melatar belakangi tindakan-tindakan
 keberadaan di lapangan yang memadai, observasi, pengecekan ulang data,
 mendiskusikan basil penelitian dengan pakar, pembimbing, peneliti terd.ahulu, serta
 merujukkan dengan referensi terkait. 70 (2) dependahilitas (reliahilitas), sebagai
 upaya mengatasi kesalahan-kesalahan teknik penelitian, pengumpulan data,
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 interprestasi dan pelaporan. (3) konfirmabilitas, menyangkut obyektifitas
 penelitian. 71
 6. Teknik Analisis Data
 Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data,
 mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. 72 Dalam
 melakukan analisis data, peneliti melakukan reduksi data, display data, serta
 kesimpulan sementara dan verifikasi. Reduksi data merupakan usaha
 menyederhanakan temuan data dengan cara mengambil intisari data hingga
 ditemukan tema pokoknya. Display data dilakukan dengan cara membuat model,
 tipologi, matriks, atau tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya
 dapat dipetakan dengan jelas. Verifikasi berupa tindakan pengujian terhadap
 keseluruhan data sehubungan dengan teori yang telah dibangun peneliti
 sebelumnya. Analisis data dilakukan pada dua tahap yaitu (I) Pada saat
 pengumpulan data, meliputi (a) checking, (b) organizing, dan (c) coding. (2)
 Setelah data terkumpul secara keseluruhan dengan menggunakan dua jenis analisis
 yaitu analisis domain dengan memisahkan datum berdasar saling keterkaitannya
 dan analisis taksonomi, yang lebih mengarah kepada analisa terfokus.
 H. Sistematika Pembahasan
 Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika yang tersendiri dari lima bab dan
 masing-masing bab terbagi atas sub bab.
 70 Lincoln S. Yuonna and Guba D. Egen., Naturalistic Inquiry (California : Sage Education lne, 1985), p.236
 71 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif(Bandung: Tarsito. 1988), p. 114 72 Ibid, p. 126
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 Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang kegiatan penelitian maupun
 penulisan.
 Bab Kedua, uraian menyangkut keberadaan Nahdatul Ulama sebelum dan sesudah
 Khitt:ah 1926, dan romantika perjalanan Nahdatul Ulama dalam
 mensosialisasikan a3aran Ahlussunnah wal Jama' ah di tengah-tengah
 masyarakat global, yang syarat dengan pengaruh budaya Barat.
 Bab Ketiga, menguraikan berbagai kegiatan dakwah Islamiyah Nahqatul Ulama
 dalam upaya mencoba merespon dan memenuhi kebutuhan zaman yang terus
 berkembang.
 Bab Keempat, menguraikan tentang berbagai langkah Pengurus Nahdatul Ulama
 dalam upaya membina dan mengembangkan lembaga-lembaga kependidikan
 untuk memenuhi standar tepat guna.
 Bab Kelima, penutup yang terdiri dari sub bab : Kesimpulan dan rekomendasi.

Page 63
                        

A. KESIMPULAN
 BABV
 PENUTUP
 Bidang dakwah, yang umumnya mubalig/mubaligah NU, melakukannya
 dengan cara tradisional (lisan) tetap bertahan dan berkembang, sebab obyek dakwah
 ternyata masih menyukai metode dakwah lisan tersebut. Menghadapi perubahan
 perubahan yang terus berlangsung sebagai dampak modernisasi dan kemajuan iptek,
 pelaksanaan dakwah NU, mulai dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan
 sistematis, tidak hanya melalui media lisan pada majelis ta'lim, khitanan, pernikahan,
 hari-hari besar Islam dan lain-lain, tetapi juga melalui radio, rekaman, buku-buku,
 surat kabar, majalah, brosur, TV dan lain sebagainya.
 Menghadapi generasi muda yang merupakan jumlah terbesar dari populasi
 penduduk Indonesia, yang pada umumnya mempunyai pandangan berbeda tentang
 baik dan buruk dengan generasi tua, dakwah LD NU berusaha mensiasatinya dengan
 memperbaiki baik mutu dakwah, methode maupun materi dakwahnya, disamping
 pendekatan-pendekatan khusus terhadap kelompok-kelompok sasaran yang majemuk.
 Para mubalig/mubaligah LD NU selalu berusaha menambah wawasan
 keilmuan, baik agama maupun umum, agar materi yang ditawarkan akan selalu
 aktual, relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pelaksanaannya melalui
 forum pertemuan, pelatihan dan berbagai kegiatan apa saja yang bertujuan
 meningkatkan wacana keilmuan mubalig/mubaligah LD NU.
 Materi dakwah LD NU selain masalah-masalah keagamaan, juga menyentuh
 masalah kehidupan pada umumnya, seperti pembinaan lingkungan hidup,
 menumbuhkan kemandirian, kesadaran hokum, saling menghargai, mengatasi
 keterbelakangan, mengurangi kemiskinan serta memberantas kebodohan. Dakwah bil-
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 hal mulai banyak ditampilkan para mubalig/mubaligah NU, dengan merintis
 berdirinya lembaga social-ekonomi pada komunitas masyarakat arus biiwah (;.;mss
 root). Mubalig/mubaligah LD NU dalam kegiatan dakwahnya pada umumnya
 menanggalkan label LD NU.
 Dalam bidang pendidikan, LP. Ma'arif tetap mempertahankan madrasah/
 sekolah berciri NU betapa pun kecil dan sederhananya, sebab Jembaga pendidikan
 (madrasah/sekolah) sangat penting sebagai tempat pembinaan kader, pewaris nilai
 nilai yang perlu dipertahankan. LP. Ma'arif NU mulai mengembangkan cara baru
 yang tepat guna. untuk melatih kemampuan praktis anak didik. Anak didik diarahkan
 pada pengenalan hajat hidup dan sumber pemenuhannya tanpa menggoyahkan sikap
 yang dilandasi aqidah Islamiyah menurut paham Ahlussunnah wal .Jamil'cth.
 Keterbukaan, kemandirian dan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain terus
 diupayakan dan dikembangkan untuk menyusun program proses belajar-mengajar
 yang lebih baik. Keterampilan mengamalkan ilmu dan teknologi yang merupaka11
 perwujudan pengabdian kepada Allah SWT dan menciptakan sikap hidup yang
 berorientasi pada kehidupan dunia-akhirat yang berimbang dan dinamis terus
 diupayakan.
 Untuk sampai kepada tujuan tersebut, kurikulum pendidikan dalarn
 lingkungan LP. Ma'arif NU diupayakan secara maksimal selalu berkaitan denga11
 persoalan-persoalan masa kini, dalam bentuk : 1. pemahaman hukum agama yang
 praktis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, 2. meningkatkan
 solidaritas social antara anak didik dengan kaum yang tak punya dengan menanamkan
 jiwa rifqah (belas kasih), ta 'awun (tolong-menolong) dan mawaddatan wuruhrnuh
 (kasih saying) dan sebagainya, 3. meningkatkan kesadaran akan perlunya
 menggunakan pendekatan aka! (rasio) disamping agama dalam menapaki kehidupan.
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 mengantisipasi dan menatap kedepan (fi1ture oriented) terhadap perkembangan ilmu
 dan teknologi serta dampaknya dalam kehidupan kelak, 4. menumbuhkan jiwa
 mandiri dan kreatif melalui latihan-latihan keterampilan praktis.
 Watak kultural yang khas NU dikembangkan, antara lain dengan pengenalan
 warisan kultur keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah baik berupa keyakinan maupun
 ritual-ceremonial, disajikan dalam bentuk tersirat dan persuasif. Untuk tercapainya
 maksud tersebut LP. Ma'arif NU menyiapkan bacaan yang berisi warisan historis
 kaum ahlussunnah wal Jama'ah. Di sisi lain LP. Ma'arif NU sejak dini menyadari
 bahwa pendidikan dikalangan NU, merupakan bagian pendidikan nasional. Karena
 para pesertanya kebanyakan terdiri dari kelompok ekonomi lemah, maka selain
 membina dan mengembangkan pendidikan yang bersipat formal, juga memberikan
 porsI yang lebih besar dibidang pendidikan non formal, seperti pendidikan
 keterampilan dan mengembangkan pendirian bengkel-bengkel rintisan. Untuk
 menerapkan teknologi tepat guna, diupayakan meningkatkan proses komunikasi
 timbal balik antara peserta didik, guru, para perencana pendidikan serta pe~gelolanya.
 Program dasar pengembangan pendidikan LP. Ma'arif NU dilaksanakan
 bersamaan dengan faktor penunjang yang berupa penggalian dana dan pengaturan
 sumber-sumber dana dengan menetapkan strategi pembiayaan secara tepat dan
 berhasil guna. Di samping itu dilakukan juga penggalangan lebih aktif kerjasama di
 antara perguruan swasta lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
 khususnya di kawasan Pasifik Kondisi wali murid yang umumnya kelompok
 ekonomi lemah dan sulit diharapkan sebagai satu-satunya penyandang dana, maka
 agar keberlanjutan lembaga pendidikan LP. Ma'arif tetap bertahan, . solusi yang
 ditempuh minta bantuan pemerintah, disamping meminta kepada lembaga
 perekonomian milik NU secara tetap.
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 Sikap ambivalensi terhadap ilmu dengan memposisikan ilmu agama dan
 umum secara sendiri-sendiri, secara berangsur-angsur disingkirkan, dengan
 menerapkan kurikulum berdasarkan SKB tiga Menteri untuk madrasah tingkat dasar
 dan menengah, dengan perimbangan 70 % mata pelajaran umum dan 30 %
 pendidikan agama Islam, sedang pada pendidikan tinggi agama mengacu pada
 kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk sekolah dan perguruan tinggi
 yang berciri umum mengikuti kurikulum yang diterapkan Depdiknas ditambah materi
 agama Islam. Para pengelola kependidikan, baik yayasan Ma' arif atau para guru
 selalu berusaha menambah wawasan dan pengetahuan, baik melalui studi lanjut atau
 melalui pelatihan-pelatihan, diupayakan dengan mendapat/menggunakan pasilitas
 NU.
 Kembali ke KhitJ:ah 1926, yang secara umum banyak dipelopori angkatan
 muda NU, sejak awal sudah sarat dengan ketegangan. Penyebab utanianya karena
 tidak ada kesatuan bahasa, penafsiran, dan sasaran KhitJ:ah itu sendiri, maka konflik
 internal di tubuh Jam'iyyah NU-pun tidak dapat dihindari. Tentu kondisi yang kurang
 nyaman tersebut sangat bias terhadap kegiatan dakwah dan pendidikan NU, baik
 positif maupun negatif. Dakwah yang dilancarkan tidak lagi berkutat pada soal
 fiqhiyyah dan tasawuf, tetapi sudah menyangkut berbagai aspek kehidupan, dalam
 menjawab kebutuhan zaman. Dakwah bil-hat seperti mendirikan per-Bank-an,
 Asuransi, Tabungan Haji, Rumah Sakit, Rumah Yatim Piatu, Koperasi, suatu setrategi
 dakwah yang dipilih. Dakwah bil-hal tentu bukan hanya memerlukan dukungan dana,
 tetapi juga SDM. Di sinilah sisi negatif mulai muncul. K.H. Abdulwahab Chasbulah.
 salah seorang pendiri NU pada suatu kesempatan pernah menyatakan "NU boleh dan
 dapat membeli mobil jenis apapun, tentang sopirnya dapat siapa saja yang
 melakukan". Pernyataan tersebut memang terkesan sederhana tetapi apabila dicermati
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 dapat berbahaya, karena sop1rnya dapat berjalan ngebut atau memperosokkan/
 menabrakkan. Kerja sama dengan Bank Suma, milik keluarga Cina, jangankan
 bermazhab, Islam pun barangkali tidak, telah mencoreng nama NU
 Di bidang pendidikan persoalannya hampir sama dengan bidang dakwah
 Angkatan muda NU (intelektual NU) demi kemajuan dan eksistensi NU ke depan
 menawarkan visi, misi, orientasi, metode dan strategi pendidikan yang lebih efektif
 dan berdaya guna. Merujuk kepada tawaran tersebut, kegiatan pendidikan tidak lagi
 terbatas di pondok pesantren dan madrasah, tetapi sudah menjangkau pendidikan
 umum yang berciri sekuler, sesuai dengan tuntutan zaman, tentu itu baik-baik saja
 Kembali NU belum siap dengan sarana dan prasarana pendukung proses belajar
 mengajar. Pada kondisi seperti tersebut NU sering merekrut tenaga non NU. Tenaga-
 tenaga non NU dapat dipastikan akan membawa paham keagamaan diluar paham
 Ahlussunnah wal Jama 'ah. Di antara banyak sebab mengapa lembaga-lembaga
 pendidikan NU banyak melepaskan label Ma'arif NU dan terjadinya disintegrasi
 ditubuh NU, adalah perekrutan tenaga non NU.
 Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid muncul menjadi orang yang
 sangat penting di komunitas NU, yang sedang mengalami krisis (konflik) antara Kiai
 dan politisi, sementara Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid tidak terlibat secara
 langsung dalam konflik tersebut. Maka wajar apabila kedua tokoh tersebut berhasil
 menampilkan wajah NU yang baru, termasuk di bidang kegiatan dakwah dan
 pendidikannya. Abdurrahman Wahid yang sering tampil tanpa label formal, banyak
 ditiru oleh mubalig/mubaligah NU. Demikian pun lembaga-lembaga dahvah dan
 pendidikan yang sejak awal tidak menggunakan label NU, walaupun segenap
 pengelolanya orang-orang NU, keberadaannya semakin kokoh, tidak lepas dari
 pengaruh kedua tokoh NU tersebut. p i~KA/\N
 ~?f{(lGf:;\ >A}~ '-~{"· _\ ~<.:\ ~·~ ~ ·' \, ·\ \ ~ \ f \ • ~( _~, ". ( '--'-·-·------· --··--·- .
 .. J,.. \
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 B. Rekomendasi
 Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengembangan dan aktifitas dakwah
 dan pendidikan dilingkungan NU perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan dakwah
 agar dakwah tidak kehilangan relevansinya dengan tantangan zaman dan kebutuhan
 umat. Bakat alamiyah berupa kemampuan berbicara di depan umum, agar
 dimanfaatkan secara maksimal dengan menggunakan sarana dakwah modern seperti
 media cetak atau elektronik, yang lebih menjanjikan terjangkaunya sasaran dakwah
 yang lebih luas dan berkualitas. Dakwah bil-hal, seperti mendirikan Rumah Sakit,
 Panti Jompo dan lembaga-lembaga social-ekonomi lainnya perlu ditingkatkan kualitas
 dan kuantitasnya, menginggat warga NU merupakan mayoritas muslimin Indonesia.
 yang umumnya berada di posisi arus bawah. Dakwah yang dilakukan mubalig/
 mubaligah NU yang umumnya berciri lisan dan berputar-putar dalam masalah
 fiqhiyah, dapat tetap dipertahankan, tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
 jangkauan sasaran dakwah maka mubalig/mubaligah NU harus mulai mengakses
 berbagai fenomena kehidupan sebagai persoalan agama (Islam).
 Kalaupun strategi para mubalig/ mubaligah NU tidak mentargetkan para
 pendukung dakwah menjadi NU, yang penting paham ahlussunnah wal Jama"ah
 menjadi rujukan dalam keberagamaan, hal tersebut tentu jangan menjadi penghambat
 manakala ada pendukung dakwah yang ingin menjadi anggota/warga NU.
 Pendidikan yang diselenggarakan NU diakui secara jujur oleh segenap
 pengelola pendidikan LP. Ma'arif NU, baru mencapai tingkat kuantitas. Namun
 betapapun sulitnya, peningkatan kualitas tetap harus terus diusahakan.
 Kondisi siswa lembaga pendidikan yang diselenggarakan · NU yang
 kebanyakan terdiri dari putra-putri keluarga pedesaan dari kelompok ekonomi lemah
 logikanya memang tidak mungkin dijadikan penyandang dana untuk menopang
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 kelancaran proses belajar-mengajar. Hendaknya kondisi siswa seperti tersebut jangan
 dijadikan alasan utama terhambatnya mengejar kualitas dan menjadikan proses
 belajar-mengajar di lembaga pendidikan serba seadanya. Motivasi peserta didik yang
 belajar di lembaga pendidikan yang diselenggarakan LP. Ma'arif NU umumnya
 rendah, perlu didorong dengan motivasi bahwa hari depan mereka ~anya dapat
 diupayakan mereka sendiri dengan giat belajar dan kerja keras.
 Kebanyakan lembaga pendidikan LP. Ma'arif NU berada di kota-kota kecil
 atau di pinggiran kota. Strategi tersebut harus tetap dipertahankan untuk memberikan
 peluang kepada kelompok ekonomi lemah dapat mengenyam pendidikan, dengan
 living kost rendah atau dapat dijangkau dari rumah masing-masing. Rekruitmen
 tenaga dari luar (non NU), kalau tetap harus dilakukan, harus selektif, kalau tidak,
 pada gilirannya mereka dapat dilibatkan sebagai "api dalam sekam".
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 ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA '**
 MUQADDIMAH
 Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan karena itu
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Lampiran: 3
 ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA .•.
 MUQADDIMAH
 Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan karena itu ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
 Bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jama' ah Indonesia terpanggil untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dalam satu wadah yang disebut NAHDLATUL ULAMA dengan tujuan untuk mengamalkan Islam menurut faham Ahlussunah wal Jama' ah.
 Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL ULAMA adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam'iyyah NAHDLATUL ULAMA berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah SWT, sebagai inti aqidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah SWT.
 Menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan dan perkembangan maka NAHDLATUL ULAMA harus tanggap terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan secara cermat turut memecahkannya dengan sepenuh keikhlasan dan ketaqwaan.
 Menyadari bahwa cita-cita bangsa Indonesia bisa terwujudkan secara utuh apabila seluruh potensi nasional dimanfaatkan secara baik, maka NAHDLATUL ULAMA berkiyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional, merupakan satu keharusan.
 Menyadari bahwa perkembangan hubungan antar bangsa menuntut saling pengertian, saling membutuhkan dan perdamaian, maka NAHDLATL!L ULAMA mengembangkan ukhuwwah Islamiyah yang mengemban kepentingan nasional.
 Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas disusunlah Anggaran Dasar seperti berikut :
 Pengums Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-hasil Muktamar NU ke-28, (Jakarta : PBNU. 1989). p. 72-115
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 BABI NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
 Pasal I Jam'iyyah ini bemama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU, didirikan
 di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan 31 Januari 1926 untuk waktu tak terbatas.
 Pasal 2 Jam'iyyah ini berkedudukan di Ibukota Negara yang merupakan tempat
 kedudukan Pengurus Besarnya.
 BAB II AQIDAH
 Pasal 3 Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyyah Diniyyah Islamiyah beraqidah Islam
 menurut faham Ahlussunnah wal-Jama'ah dan menganut salah satu mazhab empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali
 BAB III ASAS
 Pasal 4 Nahdlatul Ulama berasaskan pancasila.
 BAB IV TU JUAN
 Pasal 5 Berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah dan
 menganut salah satu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945.
 BABV LAMBANG
 Pasal 6 Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia; dilingkari tali
 tersimpul; dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, lima terletak melingkar di atas garis katulistiwa yang satu di antaranya terbesar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah katulistiwa; dengan tulisan Nahdlatul Ulama berhuruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri ; semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.
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BAB VI US AHA
 Pasal 7
 249
 Di bidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama' ah dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwwah Jslamiyah.
 Pasal 8 Di bidang pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengusahakan
 terwujudnya penyelengaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkeperibadian serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
 Pasal 9 Di bidang sosial mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan
 hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan kehidupan di akhirat.
 Di bidang ekonomi, yang meliputi berbagai berkembangnya koperasi.
 Pasal 10 mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi sektor dengan mengutamakan tumbuh dan
 BAB VIII ANGGOTAAN
 Pasal 11 Tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah akil baligh,
 yang menyatakan keinginannya dan sanggup mentaati Anggaran Dasar dapat diterima menjadi anggota.
 Pasal 12 Pernyataan menjadi anggota disampaikan kepada Pengurus Ranting atau
 pengurus yang ditunjuk untuk itu, dengan cara yang akan ditentukan dalam Anggaran Rumah tangga.
 Pasal 13 Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya akan
 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 14
 Seorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama: 1. Atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting
 secara tertulis atau dinyatakan secara lisan dengan disaksikan oleh sedikitnya dua orang Pengurus Ranting.
 2. Dipecat. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran
 Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 15
 Syarat pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama
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 dikeluarkan oleh dan atas keputusan rapat pleno Pengurus Cabang yang bersangkutan.
 BAB VIII KEPENGURUSAN
 Pasa! 16 Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syilriyyah dan
 Tanfiziyyah. Pasal 17
 Mustasyar adalah penasehat. Pasa! 18
 Syilriyyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Pasa! 19
 Tanfiziyyah merupakan pelaksana harian Nahdlatul Ulama. Pasa! 20
 Hak dan kewajiban Mustasyar, Syilriyyah dan Tanfiziyyah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 BAB IX TING KAT KEPENGURUSAN
 Pasal 21 Tingkat kepengurusan terdiri atas : 1. Pengurus Besar untuk tingkat pusat. 2. Pengurus Wilayah untuk tingkat Propinsi. 3. Pengurus Cabang untuk tingkat kabupaten/Kotamadya/Kotatif 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang untuk tingkat Kecamatan. · 5. Pengurus Ranting untuk tingkat Desa/Kelurahan.
 Pasal 22 Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam pasal 21 dipilih dan diangkat
 atau diberhentikan atas keputusan muktamar, konferensi atau rapat anggota disesuaikan dengan tingkat masing-masing.
 Pasal 23 Pengangkatan-pengangkatan pengurus tersebut dalam pasal 21 dilakukan
 untuk waktu 5 (lima) tahun untuk Pengurus Besar, 4 ( empat) tahun untuk Pengurus Wilayah, 4 (empat) tahun untuk Pengurus Cabang, 3 (tiga) tahun untuk Pengurus Majelis Wakil Cabang (M\VC) dan 3 (tiga) tahun untuk Pengurus Ranting.
 BABX SUSUNAN PENGURUS BESAR
 Pasal 24 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri atas : 1. Mustasyar Pengurus Besar 2. Pengurus Besar Harian Syilriyyah
 . '·' ,!J~N f?. 1ANA
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 3. Pengurus Besar Harian Tanfiziyyah 4. Pengurus Besar Lengkap Syflriyyah 5. Pengurus Besar Lengkap Tanfiziyyah.
 BAB XI PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
 Pasal 25 Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut
 diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya Apabila pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya tidak ada, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam Rapat Pleno sampai diselenggarakannya Muktamar atau Konferensi.
 BAB XII LAJNAH, LEMBAGA DAN BADAN OTONOM
 Pasal 26 Untuk melaksanakan usaha-usaha seperti yang tertera pada pasal 7, pasal
 8, pasal 9 dan pasal 10, Nahdlatul Ulama membentuk beberapa lajnah, lembaga dan badan otonom sesuai kebutuhan.
 Pasal 27 Tata kerja lajnah dan lembaga disusun oleh Pimpinan Pusatriya masing
 masing dengan persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pasal 28
 Tata kerja badan otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Kongresnya masing-masing dengan persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 BAB XIII
 Pasal 29 Muktamar adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul
 Ulama. Pasal 30
 Muktamar dihadiri oleh : 1. Pengurus Besar 2. Pengurus Wilayah 3. Pengurus Cabang.
 Pasal 31 Muktamar membicarakan dan memutuskan : 1. Masail Diniyah 2. Pertanggungjawaban kebijaksanaan Pengurus Besar 3. Program dasar Nahdlatul Ulama untukjangka waktu 5 tahun 4. Masalah-masalah yang bertalian dengan agama, umat dan masalah
 'ammah 5. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
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 6. Memilih Pengurus Besar. Pasal 32
 Muktamar diadakan setiap lima tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus Besar.
 Pasal 33 Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila pengurus Besar
 memandang perlu atau atas permintaan dan pertiga jumlah Cabang dari dua pertiga jumlah Wilayah yang sah.
 BAB XIV KONFERENSI BESAR
 Pasal 34 Konferensi Besar adalah lembaga permusyawaratan tertinggi sesudah
 muktamar dan dilandasi oleh : 1. Pengurus Besar Pleno 2. Pengurus Wilayah
 Pasal 35 Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya sekali di antara dua
 Muktamar dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus Besar atau apabila diminta oleh lebih dari separo jumlah Wilayah yang sah.
 Pasal 36 Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separo dari
 jumlah yang berhak hadir.
 Pasal 37 Konferensi Besar diadakan atas undangan Pengurus Besar
 Pasal 38 Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan muktamar dan
 hal-hal lain, baik yang menyangkut pengalaman program maupun kepentingan Nahdlatul Ulama.
 BAB XV KEUANGAN
 Pasal 39 Keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari : 1. Uang pangkal 2. U ang iuran bulanan 3. Uang i'anah sanawiyah 4. Donatur 5. Sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha produktif lain
 yang halal. Pasal 40
 Pembagian prosentase uang pangkal, uang iuran bulanan dan i' anah sanawiyah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
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BAB XVI PENGURUSAN DAN PEMILIKAN
 Pasal 41
 253
 Rais 'Am Syfiriyyah dan Ketua Umum Tanfiziyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mewakili Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian, baik mengenai pengurusan maupun tindakan pemilikan, demikian dengan mengurangi pembatasan yang diputuskan Muktamar.
 BAB XVII PERUBAHAN
 Pasal 42 Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Muktamar yang
 sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah Cabang dan Wilayah yang sah, dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.
 Pasal 43 Dalam hal Muktamar yang dimaksud pasal 43 tidak dapat diadakan
 karena tidak tercapai korun, maka ditunda untuk beberapa saat lamanya, dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 BAB XVIII PEMBU.QARAN
 Pasal 44 Ketentuan-ketentuan pasal 42 tersebut di atas berlaku pula untuk
 pembubaran. Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan maka segala hak · miliknya di serahkan kepada badan amal yang sehaluan.
 BAB XIX PENUTUP
 Pasal 45 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur
 dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 46
 Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat disahkan. Pasal 47
 Muqaddimah Qanun Asasi QJeh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasjim Asy'ari merupakan lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan menjiwai keduanya.
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 ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA
 BABI KEANGGOTAAN
 Bagian Kesatu Jenis Keanggotaan
 Pasal I
 254
 (I) Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut salah satu mazhab empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas dan tujuan serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama.
 (2) Anggota kehormatan, ialah setiap orang yang dianggap berjasa kepada Nahdlatul Ulama, yang telah disetujui penetapannya oleh Rapat Pengurus Besar Pleno.
 Bagian Kedua Tata Cara Penerimaan Anggota
 Pasal 2 ( 1) Anggota biasa pad a dasarnya diterima melalui ranting di temp at
 tinggalnya (2) Dalam keadaan khusus anggota yang diterima tidak melalui ranting,
 pengelolaan administrasinya diserahkan kepada Pengurus ·Ranting di tempat tinggalnya atau Ranting terdekat jika di tempat tinggal belum ada Ranting N ahdlatul Ulama.
 Pasal 3 Penerimaan anggota menganut cara aktif dan diatur dengan cara : I. Mengajukan permintaan menjadi anggota disertai pernyataan setuju
 pada aqidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama secara tertulis pada aqidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama secara tertulis atau lisan dan membayar uang pangkal sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah);
 2. Apabila permintaan itu diluluskan, maka selama 6 ( enam) bulan yang bersangkutan menjadi calon anggota dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan secara terbuka;
 3. Apabila selama menjadi cal on anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal yang positif maka ia diterima menjadi anggota penuh dan kepadanya diberikan kartu anggota;
 4. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan yang kuat, baik syar'i maupun organisatoris;
 5. Permintaan menjadi anggota yang datangnya dari kaum wanita, d.iatur oleh badan otonom yang bersangkutan.
 Pasal 4 (1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat Cabang ke atas. (2) Permintaan untuk menjadi seseorang anggota kehormatan dapat
 dilakukan melalui pengajuan usu] Rapat Pengurus Cabang Pleno atau
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 Rapat Besar Harian SyGriyyah atau Pengurus Besar Harian Tanfiziyyah.
 (3) Setelah memperoleh persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepadanya diberikan surat pengesahan.
 Bagian Ketiga Kewajiban Anggota
 Pasal 5 (1) Setia tunduk dan taat kepada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. (2) Mendukung dan membantu segala langkah Nahdlatul Ulama, serta
 bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya. (3) Memberikan bantuan keuangan kepada Nahdlatul Ulama berupa:
 a. I'anah Syahriyah (iuran bulanan) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 b. I'anah Sanawiyah (iuran tahunan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 ( 4) Memupuk dan memelihara ukhuwwah Islamiyah dan persatuan nasional.
 (5) Berusaha dengan sungguh-sungguh ikut melaksanakan keputusankeputusan N ahdlatul Ulama.
 Bagian Keempat Hak-hak Anggota
 Pasal 6 (I) Menghadiri rap at anggota di Rantingnya, mengemukakan pendapat
 dan memberikan suaru. (2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang
 ditetapkan baginya. (3) Menghadiri ceramah, kursus, latihan, pengajian dan lain-lain, majelis
 yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama. ( 4) Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan cam dan
 tujuan yang baik. ( 5) Mendapatkan pembelaan dan pelayanan. ( 6) Mengadakan pembelaan atas keputusan terhadap dirinya. (7) Anggota kehormatan berhak menghadiri rapat pengurus, ceramah,
 kursus, latihan, pengajian, konferensi dan muktamar atas undangan pengurus dan dapat memberikan saran-saran/pendapatnya. .
 Bagian Kelima Disiplin Anggota
 Pasal 7 Anggota Nahdlatul Ulama tidak diperkenalkan merangkap menjadi
 anggota organisasi sosial kemasyarakatan lain, yang mempunyai asas dan atau
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 tujuan yang bertentangan dengan asas dan atau tujuan Nahdlatul Ulama, atau yang dapat merugikan Nahdlatul Ulama.
 Bagian Keenam Gugurnya Keanggotaan
 Pasal 8 (I) Seorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena
 permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting secara tertulis, atau apabila dinyatakan secara lisan perlu dengan disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Ranting.
 (2) Dipecat, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama Nahdlatul Ulama, baik ditirtjau dari segi syara', kemaslahatan umum maupun organisasi, dengan prosedur sebagai berikut : a. pada dasarnya pemecatan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
 Pengurus Cabang Pleno setelah menerima usul dari Pengurus Ranting berdasarkan Rapat Pengurus Ranting Pleno;
 b. sebelum dipecat anggota yang bersangkutan diberi peri"ngatan oleh Pengurus Ranting;
 c. apabila setelah waktu 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan, maka Pengurus Cabang dapat memberhatikan sementara selama 3 ( tiga) bulan ;
 d. bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak ruju' ilal-haq, maka dengan sendirinya gugurlah keanggotaannya;
 e. surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh Pengurus Cabang bersangkutan atas keputusan Rapat Pengurus Cabang Pleno. Surat Keputusan kemudian diserahkan kepada anggota yang dipecat;
 f. anggota yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam suatu Konferensi Cabang atau naik banding ke Pengurus Wilayah. Selanjutnya Rapat Pengurus Wilayah Harian SyGriyyah dan Tanfiziyyah dapat mengambil keputusan atas permintaan itu;
 g. Pengurus Besar mempunyai wewenang memecat seorang anggota secara langsung Surat keputusan pemecatan itu dikirimkan kepada Cabang dan anggota yang bersangkutan;
 h. pemecatan kepada seorang anggota yang dilakukan oleh Pengurus Besar merupakan hasil rapat Pengurus Besar Pleno;
 I. anggota yang dipecat langsung oleh Pengurus Besar dapat membela diri dalam Konferensi Besar atau Muktamar.
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BAB II SUSUNAN ORGANISASI
 Bagian Kesatu Susunan dan Perangkat Organisasi
 Pasal 9 ( 1) Susunan organisasi N ahdlatul Ulama terdiri atas :
 a. Pengurus Besar (PB) b. Wilayah c. Cabang d. Majelis Wakil Cabang (MWC) e. Ranting
 (2) Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas : a. Lajnah b. Lembaga c. Badan Otonom
 Bagian Kedua Pengurus Besar
 Pasal 10
 257
 ( 1) Pengurus Besar adalah bentuk organisasi di tingkat pusat, berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
 (2) Pengurus Besar sebagai pelaksana tertinggi dalam Nahdlatul Ulama merupakan penaggungjawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar.
 Bagian Ketiga Wilayah
 Pasal 11 (I) Wilayah adalah bentuk organisasi N ahdlatul Ulama di tingkat propinsi
 atau daerah tingkat I atau daerah yang disamakan dengan itu. Wilayah berkedudukan di Ibukota propinsi daerah tingkat I atau daerah yang disamakan dengan itu.
 (2) Wilayah dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 5 Cabang. Karena Cabang dibentuk di setiap kabupaten/kotamadya ( daerah tingkat II) atau daerah yang dipersamakan dengan itu, maka dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ini disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk, luasnya daerah atau sulitnya komunikasi maka jumlah cabang dapat melebihi jumlah kabupaten/kotamadya ( daerah tingkat II) atau daerah yang dipersamakan dengan itu dengan ketentuan tidak melampaui dua kali jumlah daerah tersebut.
 (3) Permintaan untuk membentuk Wilayah disampaikan kepada pengurus Besar dengan disertai keterangan tentang daerah yang bersangkutan dan jumlah Cabang yang ada di daerah itu dengan melalui masa
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 percobaan selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan mengenai keterangan/data wilayah tersebut ditetapkan oleh Pengurus Besar.
 (4) Wilayah berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di wilayahnya dan sebagai pelaksana kebijaksanaan Pengurus Besar untuk daerah bersangkutan.
 Bagian Keempat Ca bang
 Pasal 12 (1) Cabang adalah bentuk organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat
 kabupaten atau daerah tingkat II atau kotamadya atau daerah yang disamakan dengan itu. Cabang pada dasarnya berkedudukan di Ibukota kabupaten atau daerah tingkat II atau kotamadya atau daerah yang disamakan dengan itu.
 (2) Cabang dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Majelis Wakil Cabang (MWC). Karena MWC dibentuk di setiap kecamatan atau daerah yang disamakan dengan kecamatan, maka dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, jumlah MWC pada setiap Cabang dapat melebihi jumlah kecamatan yang ada dengan ketentuan tidak melebihi dari dua kali jumlah daerah tersebut.
 (3) Permintaan untuk membentuk Cabang disampaikan kepada Pengurus Besar dalam bentuk sebuah permohonan yang diku.atkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
 (4) Cabang memimpin dan mengkoordinator MWC dan Ranting di daerah kewenangannya dan melaksanakan kebijaksanaan Wilayah dan Pengurus Besar untuk daerahnya.
 ( 5) Apabila Pengurus Cabang dalam satu propinsi atau daerah tingkat I demikian banyak jumlahnya, sehingga memerlukan koordinasi lebih efektif, Pengurus Wilayah dapat mengangkat Koordinator yang mengkoordinir beberapa Pengurus Cabang. Koordinator tersebut karena jabatannya menjadi anggota Pengurus Wilayah Tanfiziyyah Pleno.
 Bagian Kelima Majelis Wakil Cabang (MWC)
 Pasal 13 (1) Majelis Wakil Cabang (MWC) adalah bentuk organisasi Nahdlatul
 Ulama di tingkat kecamatan atau daerah yang disamakan daerah itu. (2) MWC dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat)
 ranting di kecamatan atau daerah yang disamakan dengan kecamatan. (3) Permintaan untuk membentuk MWC disampaikan kepada Pengurus
 Wilayah dengan rekomendasi Pengurus Cabang dan dapat disahkan
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 oleh Pengurus Wilayah setelah melalui masa percobaan selama 3 ( tiga) bulan.
 Bagian Keenam Ranting
 Pasal 14 (1) Ranting adalah bentuk organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat desa,
 keseluruhan atau yang disamakan dengan tingkat itu. (2) Ranting dapat dibentuk jika di sautu desa, kelurahan atau daerah yang
 disamakan tingkatannya dengan itu terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota.
 (3) Dalam satu desa, kelurahan atau daerah yang disamakan dengan tingkat itu, dapat dibentuk lebih dari I (satu) Ranting jika keadaan daerah dan penduduknya memerlukan.
 (4) Permintaan pembentukan Ranting disampaikan kepada Pengurus Cabang dan dapat disahkan oleh Pengurus Cabang setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dapat disahkan.
 (5) Untuk efektivitas organisasi dan pengembangan anggota, jika dianggap perlu dapat dibentuk Kelompok Anak Ranting (KAR). Setiap KAR sedikitnya terdiri dari 10 orang anggota, dipimpin oleh seorang Ketua KAR. Dalam KAR tidak terdapat struktur kepengurusan.
 BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT ORGANISASI]
 Bagian Kesatu Lajnah
 Pasal 15 Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus.
 Pasal 16 Lajnah yang telah ada pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah: 1. Lajnah falakiyah, bertugas mengurus masalah lisab dan ru'yah. 2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr, bertugas mengurus penulisan karangan,
 penerjemahan dan penerbitan buku, kitab serta penerbitan lainnya. 3. Lajnah kajian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, bertugas
 melakukan kajian, penelitian dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta kualitas warga N ahdlatul Ulama.
 4. Lajnah Waqfiyah Nahdlatul Ulama, bertugas menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang ·diwaqafkan kepada Nahdlatul Ulama.
 5. Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum, bertugas memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada yang memerlukan.
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 6. Lajnah zakat, infaq dan shadaqah, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah.
 7. Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqiah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.
 Bagian Kedua Lembaga
 Pasal 17 Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang
 berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
 Pasal 18 Lembaga yang telah ada pada saat Anggaran Rumah Tangga ini
 ditetapkan ialah : 1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan
 kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang peny1aran agama Islam Ahlussunnah wal Jama' ah .
 2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal, selain pondok pesantren.
 3. Lembaga Sosial Mabarrat Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang sosial dan kesehatan.
 4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga N ahdlatul Ulama.
 5. Lembaga Pembangunan dan Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan.
 6. Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren.
 7. Lembaga Kemaslaha Keluarga Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kemaslahatan keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup.
 8. Hai'ah Ta'miril Masjid, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemakmuran masjid.
 9. Lembaga Misi Islam, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan penyiaran Islam Ahlussunnah wal Jama' ah di daerah yang bersifat khusus.
 10. Ikatan Seni Hadra Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni hadrah.
 11. Lembaga seni Budaya Muslimin Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan kesenian dan budaya selain seni hadrah.
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 12. Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan olah raga beladiri pencak silat.
 Bagian Ketiga Badan Otonom
 Pasal 19 Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama
 yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.
 Pasal 20 (I) Kepengurusan badan Otonom diatur menurut Peraturan dasar dan
 Peraturan Rumah Tangga masing-masing. (2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan aqidah asas, tujuan dan
 usahanya dengan Nahdlatul Ulama. (3) Keputusan Kongres Badan Otonom yang menyangkut Peraturan
 Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Pengurus Besar, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan.
 ( 4) Keputusan Kongres atau Konferensi Badan Otonom yang tidak menyangkut Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dilaporkan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya masing-masing. Pengurus Nahdlatul Ulama tersebut berhak mengadakan perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Nahdlatul Ulama.
 Pasal 21 Badan Otonom yang telah ada pada saat Anggaran Rumah m1
 ditetapkan adalah : 1. Muslimat N ahdlatul Ulama 2. Fatayat Nahdlatul Ulama 3. Gerakan Nahdlatul Ulama 4. lkatan Putra N ahdlatul Ulama 5. Ikatan Putri-putri Nahdlatul Ulama 6. Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah 7. Jam'iyyah Qurra wal Huffadz 8. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama 9. Ikatan Sarjana Islam Indonesia
 BAB IV KEPENGURUSAN
 Bagian Kesatu Pengurus Besar
 Pasal 22 (I) Mustasyar Pengurus Besar, dibentuk oleh Pengurus besar harian
 Syliriyyah, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
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 (2) Pengurus Besar Harian SyGriyyah terdiri atas Rais 'Am, Wakil Rais 'Am, beberapa Rais, Katib, dan beberapa Wakil Katib.
 (3) Pengurus Besar Lengkap SyGriyyah, terdiri atas Pengurus Besar Harian SyGriyyah, para A'wan, Ketua-ketua lajnah dan lembaga yang terkait tingkat pusat.
 ( 4) Pengurus Besar Harian Tanfiziyyah terdiri atas ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 (5) Pengurus Besar Lengkap Tanfiziyyah terdiri atas pengurus Besar harian Tanfiziyyah ditambah dengan Ketua-ketua lajnah dan Lembaga yang terkait tingkat pusat.
 (6) Pengurus Besar Pleno terdiri atas Mustasyar, pengurus Besar Iengkap SyGriyyah, Pengurus Besar lengkap Tanfiziyyah ditambah Ketuaketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.
 Bagian Kedua Pengurus Wilayah
 Pasal 23 (I) Mustasyar wilayah dibentuk oleh pengurus Wilayah Harian
 SyGriyyah, sebanyak-banyaknya 7 orang. (2) Pengurus Wilayah Harian SyGriyyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil
 Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib. (3) Pengurus Wilayah lengkap SyGriyyah terdiri atas pengurus Wilayah
 Harian SyGriyyah, ditambah beberapa A'wan, Ketua-ketua Lajnah dan Lembaga yang terkait tingkat wilayah.
 ( 4) Pengurus Wilayah Harian Tanfiziyyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 (5) Pengurus Wilayah Lengkap Tanfiziyyah terdiri atas pengurus Wilayah Harian Tanfiziyyah ditambah Ketua-ketua Lajnah dan Lembaga tingkat Wilayah.
 (6) Pengurus Wilayah Pleno Tanfiziyyah terdiri atas Mustasyar, Pengurus Wilayah Lengkap SyGriyyah, Pengurus Lengkap Tanfiziyyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.
 Bagian Ketiga Pengurus Cabang
 Pasal 24 (1) Mustasyar Cabang dibentuk oleh Pengurus Cabang Hariari Syuriyyah,
 sebanyak-banyaknya 5 oang. (2) Pengurus Cabang Harian Syuriyyah terdiri atas Rais, beberapa Wakil
 Rais, Katib, beberapa Wakil Katib. (3) Pengurus Cabang Lengkap SyGriyyah terdiri atas Pengurus Cabang
 Harian SyGriyyah ditambah dengan beberapa A'wan, Ketua-ketua Lajnah dan Lembaga yang terkait tingkat Cabang.
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 (4) Pengurus Cabang Tanfiziyyah terdiri atas Ketua, dua orang Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 (5) Pengurus Cabang Lengkap Tanfiziyyah terdiri atas Pengurus Cabang Harian ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Lajnah ditingkat Cabang.
 (6) Pengurus Cabang Pleno terdiri atas Mustasyar, Penguius Cabang Lengkap Sy(lriyyah, Pengurus Cabang Lengkap Tanfiziyyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang.
 Bagian Keempat Pegurus majelis Wakil Cabang
 Pasal 25 ( 1) Pengurus Majelis W akil Cabang (MWC) Harian Sy(lriyyah terdiri atas
 Rais, W akil Rais, Katib dan W akil Katib. (2) Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Sy(lriyyah terdiri
 atas Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Sy(lriyyah ditambah beberapa A'wan, Ketua-ketua Lajnah dan lembaga yang terkait pada tingkatannya.
 (3) Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Tanfiziyyah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
 (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Tanfiziyyah terdiri atas Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Tanfiziyyah ditambah Ketua-ketua koordinator Lajnah dan Lembaga pada tingkatannya.
 (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Pleno terdiri atas Pengurus ·Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Sy(lriyyah Pangurrus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Tanfiziyyah, dan Ketua Badan Otonom pada tingkatannya.
 Bagian Kelima Pengurus Ranting
 Pasal 26 (1) Pengurus Ranting Harian Syuriyyah terdiri atas Rais, Wakil Rais dan
 Katib. (2) Pengurus Ranting Lengkap Sy(lriyyah terdiri atas Pengutus Ranting
 Harian Sy(lriyyah dan A'wan. (3) Pengurus Ranting Harian Tanfiziyyah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua,
 Sekretaris dan Bendahara. ( 4) Pengurus Ranting Harian Tanfiziyyah terdiri atas Pengurus Ranting
 Harian Tanfiziyyah ditambah beberapa pembantu. (5) Pengurus Ranting Pleno terdiri atas Pengurus Ranting Lengkap
 Sy(lriyyah, Pengurus Ranting Lengkap Tanfiziyyah dan Ketua-ketua Badan Otonom pada tingkatannya.
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 (1) Masa Jabatan Pengurus Besar 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
 (2) Masa Jabatan Pengurus Wilayah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
 (3) Masa Jabatan Pengurus Cabang 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
 (4) Masa Jabatan Pengurus MWC 3 (tiga) dan dapat dipilih kembali (5) Masa Jabatan Pengurus Ranting 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih
 kembali.
 Bagian Ketujuh Perangkat Jabatan
 Pasal 28 Jabatan pengurus pada suatu tingkat kepengurusan Nahdlatul
 Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus pada tingkat kepengurusan yang lain di dalam Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
 BABV TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
 Pasal 29 Mustasyar mempunyai tugas menyelenggarakan pertemuan setiap
 kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya dalam rangka menjaga kemurnian Khitthah N ahdliyyah dan ishlahu dzatil bain ( arbitrase).
 Pasal 30 Pengurus SyQriyyah selaku pemimpin tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali pengawas dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas : 1. Menentukan arah kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam melakukan
 usaha dan tindakannya untuk mencapai tujuan N ahdlatul Ulama. 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami,
 mengamalkan dan mengembangkan jaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah, baik di bidang aqidah, syariah maupun akhlaq/tasawuf
 3. Mengendalikan mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat Nahdlatul Ulama agar pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama berjalan di atas ketentuan Jam'iyyah dan Anggaran Islam.
 4. Membimbing mengarahkan dan mengawasi badan-badan otonom yang langsung berada di bawah SyQriyyah.
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 5. Apabila keputusan suatu perangkat Nahdlatul Ulama dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama' ah, pengurus SyGriyyah atas Keputusan rapatnya dapat membatalkan keputusan ataupun langkah perangkat tersebut.
 Pasal 31 (1) Pengurus Tanfiziyyah sebagai pelaksanaan tugas harian mempunyai
 kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus SyGriyyah.
 (2) Pengurus Tanfiziyyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas : a. memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan
 kebijaksanaan yang ditentukan oleh Pengurus SyGriyyah, b. melaksanakan programjam'iyyah, c. membimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan
 semua perangkat jam'iyyah yang ada di bawahnya, d. menyampaikan laporan secara periodik kepada· Pengurus
 SyGriyyah tentang pelaksanaan tugasnya. (3) Dalam menggerakkan dan mengelola program, Pengurus Besar
 Tanfiziyyah membentuk tim-tim kerja tetap atau sementara, membentuk lajnah, Lembaga atau Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan.
 (4) Katua Umum Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) dan ketua Pengurus Ranting karena jabatannya dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus SyGriyyah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
 (5) Pembagian tugas di antara anggota Pengurus .Tanfiziyyah diatur dalam Peraturan Tata Kerja.
 BAB VI RAK PENGURUS
 Pasal 32 (1) Pengurus berhak membuat kebijaksanaan, keputusan, peraturan
 organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan seperti tercantum dalam Bab X dan atau keputusan pengurus N ahdlatul Ulama lebih tinggi tingkatannya.
 (2) Pengurus berhak memberikan sarana atau koreksi kepada pengurus setingkat lebih tinggi dengan cara tujuan yang baik.
 BAB VII SY ARA T MENJADI PEN GURUS
 Pasal 33 (1) Untuk menjadi Pengurus Ranting atau Majelis Wakil Cabang, seorang
 calon sudah harus aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau badan otonomnya sekurang-kurangnya selama satu tahun.
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 (2) Untuk menjadi Pengurus Cabang seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau otonomnya sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun.
 (3) Untuk menjadi Pengurus Wilayah, seorang calon sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau badan otonomnya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
 ( 4) Untuk menjadi anggota Pengurus Besar, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau badan otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.
 ( 5) Keanggotaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah s~perti yang dimaksud dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga.
 BAB VIII PENGESAHAN PENGURUS
 Pasal 34 (1) Susunan dan personalia Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang
 memerlukan pengesahan Pengurus Besar. Dalam pengesahan susunan dan personalia Pengurus Cabang diperlukan rekomendasi dari Pengurus Wilayah.
 (2) Susunan dan personalia Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Pengurus Ranting memerlukan pengesahan Pengurus Cabang. Dalam hal pengesahan Pengurus Ranting diperlukan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC).
 (3) Susunan dan personalia pimpinan Lajnah dan Lembaga tingkat pusat disahkan oleh Pengurus Besar.
 ( 4) Susunan dan personalia pimpinan Lajnah dan Lembaga tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat masing-masing dengan rekomendasi dari Pengurus Wilayah dan Cabang yang bersangkutan.
 BABIX PEMBEKUAN PENGURUS
 Pasal 35 (1) Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus tingkat di bawahnya
 yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui rapat Pengurus Besar Pleno.
 (2) Alasan pembekuan harus kuat, baik dilihat secara syar'i maupun secara organisatoris.
 (3) Sebelumnya pembekuan dilakukan, terlebih dahulu diberi peringatan untuk memperbaiki pelanggarannya yang berlaku · sekurangkurangnya selama 15 (lima belas) hari.
 (4) Setelah pembekuan terjadi maka kepengurusan kepengurusan yang setingkat lebih tinggi, mempersiapkan penyelenggaraan konferensi yang pengurus baru.
 dipegang oleh hanya untuk akan memilih
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 (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara konferensi untuk memilih pengurus baru.
 BABX PERMUSYAWARATAN
 Bagian Kesatu Jenis Permusyawaratan
 Pasal 36 Permusyawaratan di dalam Nahdlatul Ulama terdiri atas : 1. Muktamar 2. Konferensi Besar 3. Musyawarah Nasional Alim Ulama 4. Konferensi 5. Rap at Anggota
 Bagian Kedua Muktamar
 Pasal 37 (1) Muktamar sebagai instansi permusyawaratan tertinggi di
 selenggarakan oleh Pengurus Besar sekali dalam 5 (lima) tahun. (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Muktamar, Pengurus Besar dapat
 membentuk Panitia Penyelenggaraan yang bertanggungjawab kepada Pengurus Besar.
 (3) Pengurus Besar membuat rancangan peraturan tata tertib Muktamar, mencakup juga susunan acara dan tata cam pemilihan pengurus baru.
 (4) Dalam hal pemilihan pengurus maka Muktamar memilih Rais 'Am, Wakil Rais 'Am dan Ketua Umum PBNU diatur sebagai berikut: a. Rais 'Am dan Wakil Rais 'Am dipilih secara langsung ; b. Ketua Umum dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang
 akan diajukan untuk dipilih menjadi Ketua itu mendapat persetujuan dari Rais 'Am dan Wakil Rais 'Am terpilih ;
 c. Rais 'Am, Wakil Rais 'Am dan Ketua Umum terpilih bertugas menyusun Pengurus Besar dengan dibantu beberapa orang medeformatur yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar.
 Bagian Ketiga Konf erensi Besar
 Pasal 38 ( 1) Konferensi Besar merupakan instansi permusyawaratan tertinggi
 setelah Muktamar dan diadakan oleh Pengurus Besar. (2) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan
 utusan Pengurus Wilayah. (3) Konferensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan
 sekurang-kurangnya separo dari jumlah Wilayah yang sah.
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 (4) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan orgarnsas1 serta peranannya di tengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 ( 5) Konferensi Besar tidak dapat merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
 ( 6) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah peserta Konferensi Besar. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak 1 (hak) suaru.
 (7) Konferensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar Susunan acara dan peraturan tata tertib Konferensi Besar disusun oleh Pengurus Besar.
 Bagian Keempat Musyawarah Nasional Alim Ulama
 Pasal 39 (1) Yang dimaksud dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama ialah
 musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar SyGriyyah, satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
 (2) Musyawarah Alim Ulama yang serupa dapat juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
 (3) Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Alim Ulama Ahlussunnah wal Jama' ah dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama, terutama ulama pengasuh Pondok Pesantren dan dapat pula mengundang para tenaga ahli yang diperlukan.
 ( 4) Musyawarah Alim Ulama tidak dapat merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Muktamar dan tidak mengadakan pemilihan pengurus baru.
 Bagian Kelima Konferensi Wilayah
 Pasal 40 ( 1) Konferensi Wilayah adalah instansi permusyawaratan tertinggi untuk
 tingkat Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan utusan Cabang yang ada di daerahnya terdiri dari SyGriyyah dan Tanfiziyyah.
 (2) Konferensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun (3) Konferensi Wilayah diselenggarakan atas undangan Pengurus
 Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya separoh jumlah cabang yang ada di daerahnya.
 ( 4) Konferensi Wilayah membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah, menyusun rencana kerja untuk 4 (empat) tahun, memilih Pengurus Wilayah yang baru dan membahas urusan-urusan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di dalam daerah Wilayah bersangkutan.
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 (5) Pengurus Wilayah membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru untuk disahkan oleh Konferensi.
 (6) Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (5) pasal ini, Pengurus Wilayah sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurangkurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya di tengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan pemilihan pengurus Baru.
 (7) Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh · lebih dari separoh jumlah Cabang di daerahnya. Dalam pengambilan keputusan Pengurus Wilayah sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Cabang yang hadir mempunyai hak 1 ( satu) suara.
 Bagian Keenam Konf erensi Ca bang
 Pasal 41 ( 1) Konferensi Cabang adalah instansi permusyawaratan tertinggi pad a
 tingkat Cabang, dihadiri oleh utusan-utusan SyGriyyah dan Tanfiziyyah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 ( empat) tahun.
 (2) Konferensi Cabang diadakan atas undangan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya separoh jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya.
 (3) Konferensi Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Cabang, menyusun rencana kerja untuk 4 (empat) tahun, memilih Pengurus Cabang baru dan membahas masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di dalam daerah Cabang yang bersangkutan.
 (4) Pengurus Cabang membuat Rencana Tata Tertib Konferensi, termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru, untuk disahkan oleh Konferensi.
 (5) Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus Cabang sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurangkurangnya dua tahun sekali, mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya di tengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan acara pemilihan pengurus baru.
 (6) Konferensi Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, Pengurus Cabang sebagai satu
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 -kesatuan dan tiap Majelis Wakil Cabang dan Ranting yang hadir mempunyai hak 1 ( satu) suara.
 Bagian Ketujuh Konferensi Majelis Wakil Cabang (MWC)
 Pasal 42 (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah instansi permusyawaratan
 tertinggi pada tingkat Majelis Wakil Cabang, yang dihadiri oleh utusan-utusan Syfiriyyah dan Tanfiziyyah Ranting di daerahnya, dan diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang diselenggarakan atas undangan Pengurus Majelis Wakil Cabang diselenggarakan atas undangan Pengurus Majelis Wakil Cabang atau atas permintaan sekurangkurangnya separo dari jumlah Ranting di daerahnya.
 (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang, menyusun rencana kerja untuk masa J (tiga) tahun, memilih Pengurus Wakil Cabang baru dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di daerah Majelis Wakil Cabang.
 ( 4) Pengurus MWC membuat Rencana Tata Tertib Konferensi, termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru, untuk disahkan oleh konferensi.
 (5) Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus MWC sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurangkurangnya sekali dalam satu setengah tahun menyelenggarakan Musyawarah kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan konferensi MWC, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya di tengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan acara pemilihan pengurus baru.
 (6) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah sah apabila dihadiri separoh dari jumlah Ranting di daerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, Pengurus Wakil Cabang sebagai satu kesatuan dan tiaptiap Ranting yang hadir masing-masing mempunyai hak 1 ( satu) suara.
 Bagian Kedelapan Rapat Anggota
 Pasal 43 ( 1) Rap at Anggota adalah instansi permusyawaratan tertinggi pada
 tingkat Ranting yang dihadiri oleh anggota-anggota Nahdlatul Ulama di daerah Ranting dan diselenggarakan selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
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 (2) Rapat anggota diselenggarakan atas undangan Pengurus Ranting atau permintaan sekurang-kurangnya separo dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama di Ranting bersangkutan.
 (3) Rapat Anggota membicarakan laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting, menyusun rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun, memilih Pengurus Ranting baru dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di daerah Ranting.
 (4) Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (3), Pengurus Ranting sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya dalam satu setengah tahun menyelenggarakan forum musyawarah. Pada forum ini tidak dilakukan pemilihan pengurus baru.
 ( 5) Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separo anggota Nahdlatul Ulama di Ranting tersebut. Setiap anggota masingmasing mempunyai hak 1 ( satu) suara.
 BAB XI KEUANGAN
 Bagian Kesatu Penerimaan dan Pemerataan
 Pasal 44 U ang i' anah syahriyah dan i' anah sanawiyah yang diterima dari
 anggota N ahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut : 1. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan Ranting 40 % 2. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan MWC 25 % 3. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan Cabang 15 % 4. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan Wilayah 10 % 5. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan Pengurus Besar 10 %
 Bagian Kedua Pela po ran
 Pasal 45 (1) Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar kepada
 Muktamar, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan inventaris.
 (2) Dalam laporan pertanggungjawaban Wilayah kepada Konferensi Wilayah, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Wilayah.
 (3) Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang kepada Konferensi termasuk di dalamnya pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Cabang.
 (4) Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) kepada Konferensi, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Majelis Wakil Cabang.
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 (5) Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting kepada Rapat Anggota, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban keuanganjam'iyyah tingkat ranting.
 BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 46 Suatu Wilayah yang jumlah Cabangnya lebih dari 2 (dua) kali
 jumlah daerah tingkat 11/Kabupaten/Kotamadya?Daerah yang disamakan dengan tingkat itu, diterbitkan oleh Pengurus Wilayahnya bersama Pengurus Besar. Termasuk menjadi dasar penerbitan ialah ketentuan adanya peling sedikit 15 anggota di tiap Ranting, adanya 4 ( empat) ranting pada tiap MWC, adanya paling sedikit 3 (tiga) ~C di tiap cabang.
 BAB XIII PENUTUP
 Pasal 47 (1) segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam anggaran rumah
 tangga ini, diatur oleh Pengurus Besar. (2) Anggaran Rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar.
 PIMPINAN SIDANG KOMIS! II (ORGANISASI) MH. Hasyim Latief (Ketua) DRS. H. Asnawi Latief (Sekretaris) DRS. H. Buchori Masruri (Anggota) HM. Said Budairy (Anggota) DRS. H. Abdul Azis (Anggota)
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 Lampiran: 4
 PERA TURAN DASAR LEMBAGA SOSIAL MABARRA T NAHDLATUL ULAMA ·-
 Pasal 1
 NAMA DAN KEDUDUKAN
 1. Organisasi ini bernama LEMBAGA SOSIAL MABARRAT NAHDLATUL ULAMA disingkat LEMBAGA MAB ARRA T.
 2. Lembaga Mabarrat ini berkedudukan ditingkat Pusat di lbu Kota Negara Republik Indonesia, dimana berkedudukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 Pasal 2 Lembaga Sosial Mabarrat Nahdlatul Ulama ini, didirikan semenjak kelahiran Jam'iyyah NU tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926, M, sebagai kelanjutan dari Bagian Mabarrat.
 Pasal 3 Lembaga Sosial Mabarrat Nahdlatul Ulama ini berazaskan Pancasila.
 Pasal 4 Lembaga Sosial Mabarrat Nahdlatul Ulama ini sebagai bagian dari perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama, beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu empat Madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
 Lembaga ini bertujuan :
 Pasal 5 TU JUAN
 1. Melestarikan pendidikan/latihan kepada ummat agar menjadi muslim/muslimah tauladan (khoiro ummah) dengan langkah-langkah melalui 3 mabadi yaitu Siddiq, Amanah dan Ta'awwun (tolong menolong).
 2. Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan sosial disegala bidang, sehingga hajat hidup dapat terpenuhi baik material maupun spritual, dunia dan akhirat.
 3. Membantu segala usaha-usaha untuk melaksanakan program-program hasil keputusan Muktamar NU dibidang sosial.
 Pasal 6 USA HA
 1. Mengintensipkan pelaksanaan LAILA TUL IJTIMA. 2. Berusaha untuk mendirikan sarana-sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, BKIA, Balai
 Pengobatan, Panti-panti Asuhan Yatim Piatu, orang jompo/Janda, penampungan asrama pelajar/mahasiswa, Balai konsultasi phisiologi.
 3. Mengintensipkan pelaksanaan zakat, infaq, shodaqoh, warotsah, wakaf, dan lain-lain.
 • Panitia Rakernas, Hasil-hasil Rakemas LS. Maharrat, Nahdatul Ulama (Jakarta : PPLS. Mabarrat, 1991 ), p. I - 8
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 4. Meningkatkan pendidikan keterampilan disegala bi dang 5. Mengusahakan, mengumpulkan bantuan-bantuan yang berasal dari masyarakat,
 Pemerintah atau badan-badan yang sejenis. 6. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain didalam dan diluar negeri. 7. Lain-lain usaha yang tidak bertentangan dengan azas, tujuan dan aqidah lembaga ini.
 Pasal 7 ORGANISASI
 Susunan Organisasi Lembaga Sosial Mabarrat NU ini terdiri dari : 1. Pengurus Pusat (PP) 2. Pengurus Perwakilan Wilayah di daerah Tingkat I (Propinsi). 3. Pengurus Perwakilan Cabang untuk Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kodya) 4. Pengurus Perwakilan MWC untuk Daerah Kecamatan. 5. Pengurus Perwakilan Ranting untuk Daerah Desa/Daerah setingkat dengan Desa.
 Pasal 8 PEN GURUS
 Organisasi Lembaga Sosial Mabarrat ini, mempunyai susunan Pengurus sebagai berikut : I.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 Pengurus Lembaga terdiri dari, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Harian dan Anggaran. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara/Keuangan dan beberapa orang Wakil Bendahara/Keuangan. Pengurus lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Harian serta Anggota. Pengurus Lembaga Tingkat Pusat pada tahap pertama dibentuk dan disyahkan oleh PBNU. Pengurus Perwakilan Wilayah dan Cabang dibentuk oleh Pengurus Wilayah dan Cabang NU setempat dan disyahkan oleh PP Lembaga Sosial Mabarrat. Pengurus Perwakilan Kecamatan dan Desa dibentuk dan disyahkan oleh Pengurus CabangNU
 Pasal 9 TING KAT KEPENGURUSAN
 1. Pengurus Pusat pada tingkat Nasional. 2. Pengurus Perwakilan Wilayah pada tingkat Propinsi. 3. Pengurus Perwakilan Cabang pada tingkat Kabupaten/Kodya. 4. Pengurus Perwakilan MWC, pada tingkat Kecamatan Ranting, pada tingkat Desa/daerah
 setingkat Desa.
 Pasal 10 MASA JABATAN KEPENGURUSAN
 1. Untuk semua tingkat kepengurusan masa jabatan pengurus berlaku sama dengan jabatan Kepengurusan PBNU, Wilayah NU dan Cabang NU, MWC dan Ranting.
 2. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus akan diatur dalam ART
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 Pasal 11 HAK DAN KEW AJIBAN PEN GURUS
 1. Pengurus berhak mewakili Lembaga kedalam dan keluar 2. Pengurus berkewajiban memperjuangkan berhasilnya tujuan lembaga 3. Pengurus berkewajiban melaporkan hasil kerja/usahanya kepada Jam'iyyah Nahdlatul
 Ulama menurut tingkatannya.
 Pasal 12 RAPAT PENGURUS
 Rapat-rapat pengurus diadakan: 1. Sedikitnya setengah tahun sekali pengurus mengadakan rapat guna membicarakan
 perkembangan Lembaga atau setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Pengurus.
 2. Keputusan rapat barn dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari jumlah anggota pengurus, kecuali dalam ha! perubahan PD & PR T, ada ketentuan sendiri yang akan diatur kemudian.
 3. Semua keputusan rapat diambil dengan prinsip maslahatul 'am (maslahat umum) dengan cara musyawarah dan mufakat.
 Keungan didapat dari :
 Pasal 13 KEUANGAN
 1. Bantuan yang bersumber dari intern dan ekstern yang tidak mengikat. 2. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan azas, tujuan dan aqidah
 Lembaga ini.
 Pasal 14 PENGESAHAN PERATURAN DASAR
 Peraturan Dasar Lembaga ini dalam tahap pertama pembentukan Lembaga Sosial Mabarrat NU disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 Pasal 15 PEMBUBARAN
 Apabila Lembaga ini dibubarkan karena satu dan lain ha! maka hak milik dan kekayaannya akan diberikan kepada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, atau organisasi lain yang mempunyai dasar dan tujuan yang sama.
 Pasal 16 LAIN-LAIN
 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini, akan diatur dalam .Peraturan Rumah Tangga atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Lembaga ini.
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 Pasal I
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 1. Lembaga Sosial Mabarrot Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut Lembaga, adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan N ahdlatul Ulama dibidang sosial dan kesehatan.
 2. Tata kerja Lembaga Sosial Mabarrot Nahdlatul Ulama adalah ketentu.an tentang aturan dan mekanisme kerja organisasi yang mencakup hubungan kerja intern organisasi maupun hubungan kerja dengan organisasi lain.
 3. Badan-badan pelaksana, adalah yayasan, hadan hukum dan kelompok ker/a ya11K dibentuk oleh Pengurus Lembaga Sosial Mabarrot NU sebagai pelaksana kegiatankegiatan Lembaga.
 Susunan organisasi terdiri dari :
 BAH II SUSUNAN ORGANISASI
 Pasal 2
 a. Pengurus Pusat (PP), untuk tingkat Nasional. b. Pengurus Wilayah (PW), untuk daerah tingkat I (Propensi). c. Pengurus Cabang (PC), untuk daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya).
 Pasal 3 (1). Pengurus Lembaga terdiri dari Dewan Pengawas, Penasehat dan Pengurus Lembaga (2). Dewan Pengawas adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk Pengurus Pusat
 Lembaga, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama untuk Pengurus Wilayah Lembaga dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk Pengurus Cabang Lembaga.
 (3). Penasehat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kepedulian terhadap kegiatan dan tugas Lembaga.
 ( 4). Pengurus Lembaga terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa orang Anggota yang memimpin Bidang.
 Pasal 4 (1). Pengurus Pusat Lembaga diangkat dan disyahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
 Ulama. (2). Pengurus Pusat Lembaga berfungsi sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk
 melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan Kesehatan. (3). Masa khidmat Pengurus Pusat Lembaga sesuai dengan masa khidmat Pengurus Besar
 N ahdlatul Ulama.
 Pasal 5 (I). Pengurus Wilayah Lembaga dipilih oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan
 diajukan untuk pengesahannya kepada Pengurus Pusat Lembaga serta disyahkan oleh Pengurus Pusat Lembaga.
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 (2). Masa Khidmat Pengurus Wilayah Lembaga sesuai dengan masa khidmat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
 Pasal 6 (1). Pengurus Cabang Lembaga dipilih oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan
 diajukan untuk pengesahannya kepada Pengurus Pusat Lembaga serta disyahkan oleh Pengurus Pusat Lembaga.
 (2). Masa Khidmat Pengurus Cabang Lembaga sesuai dengan masa khidmat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
 BAB III. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
 Pasal 7 (1). Dewan Pengawas berwenang membina dan mengawasi jalannya Lembaga agar sesuai
 dengan garis-garis kebijakan dan program Kerja Nahdlatul Ulama. (2). Dewan Pengawas menerima laporan Pengurus secara periodik.
 (1 ).
 (2).
 Pasal 8 Penasehat mempunyai tugas dan wewenang membina, mengarah~ari dan memberi nasehat kepada Pengurus Lembaga mengenai jalannya organisasi dan pelaksanaan program-program Lembaga baik diminta atau tidak. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya di lakukan dengan cara konsultasi atau sumbang saran secara kolektif
 Pasal 9 (1). Pengurus Lembaga bertugas:
 a. Memimpin jalannya organisasi Lembaga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU serta kebijakan-kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Tata Kerja Lembaga.
 b. Melaksanakan kebijakan dan program Nahdlatul Ulama dalam bidang Sosial dan Kesehatan yang dijabarkan menjadi Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Wakat: Bidang Pelayanan Ibadah Haji, dan Bidang Sosial Ekonomi.
 c. Mengembangkan potensi warga Nahdlatul Ulama dalam bidang pelayanan bagi terwujudnya kesejahteraan sosiaJ:dan kesejahteraan masyarakat.
 d. Menyampaikan laporan secant· periodik kepada Dewan Pengawas mengena1 pelaksanaan tugas dan jalannya organisasi.
 (2). Pengurus Lembaga berwenang:
 a. Mengeluarkan peraturan-peraturan dan membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan organisasi dengan berpedoman Tata Kerja Lembaga.
 b. Membentuk Badan-badan dan Unit-unit Kerja yang bertugas melaksanakan program-program Lembaga secara profesional.
 Pasal 10 ( 1 ). Tugas Ketua :
 a. Memimpin, mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Lembaga baik keluar maupun kedalam.
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 b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembagian tugas diantara Pengurus Lembaga.
 c. Memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga. d. Mengkoordinasikan sumber-sumber dana.
 (2). Wewenang Ketua: a. Mewakili Lembaga baik keluar maupun kedalam. b. Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat Pengurus Lembaga. c. Bersama Pengurus Harian merumuskan kebijakan Lembaga. d. Melimpahkan tugas-tugas ketua kepada Pengurus Harian lainnya untuk tugas-tugas
 tertentu.
 Pasal 11 (1). Tugas Wakil Ketua:
 a. Membantu tugas-tugas Ketua dan mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan b. Masing-masing Wakil Ketua menjadi koordinator:
 Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Bidang Pelayanan Kesehatan. Bidang Wakaf Bidang Pelayanan lbadah Haji. Bidang Sosial Ekonomi.
 (2). Wewenang Wakil Ketua: a. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat yang
 berkenaan dengan koordinasi bidang masing-masing. b. Memimpin pelaksanaan koordinasi bidang masing-masing dengan para Anggota
 Pengurus Lembaga yang bertugas sebagai Pelaksana Bidang.
 Pasal 12 (1). Tugas Sekretaris:
 a. Membantu Ketua dan Wakil-wakil Ketua dalam mengendalikan kegiatan Lembaga b. Mengelola Pelaksanaan administrasi umum. c. Bersama-sama Bendahara atau Wakil Bendahara merencanakan dan melaksanakan
 pengadaan kebutuhan Lembaga. (2). Wewenang Sekretaris
 a. Bersama-sama dengan Ketua atau Wakil-wakil Ketua menandatangani surat-surat. b. Melimpahkan tugas Sekretaris kepada Wakil Sekretaris apabila diperlukan.
 Pasal 13 (1 ). Tugas Wakil Sekretaris :
 a. Membantu tugas-tugas Sekretaris. b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada Wakil Sekretaris.
 (2). Wewenang Wakil Sekretaris: a. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan. b. Bersama-sama Ketua atau Wakil Ketua menandatangani surat-surat apabila
 Sekretaris berhalangan.
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 Pasal 14 (1). Tugas Bendahara:
 a. Mengatur, mengadakan, dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat-surat berharga serta semua inventaris milik Lembaga.
 b. Membuat petunjuk teknis tentang administrasi keuangan dan inventaris Lembaga. c. Melaporkan neraca keuangan dan menandatangani surat-surat berharga harus
 sepengetahuan Ketua dan Sekretaris. (2). Wewenang Bendahara :
 a. Menentukan pengalokasian dana bersama Ketua dan Sekretaris. b. Mengadakan penghimpunan dana dari berbagai sumber dengan cara yang halal dan
 tidak mengikat.
 Pasal 15 (1). Tugas Wakil Bendahara:
 a. Membantu tugas Bendahara. b. Mengurus administrasi keuangan dan inventaris Lembaga.
 (2). Wewenang Wakil Bendahara: a. Melaksanakan tugas Bendahara apabila Bendahara berhalangan. b. Mewakili tugas-tugas Bendahara apabila Bendahara berhalangan.
 Pasal 16 (1 ). Anggota-anggota Pengurus Lembaga bertugas membantu Pengurus Harian sesua1
 dengan bidangnya masimg-masing sebagai Pelaksana Bidang, yaitu :
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Lampiran: 5
 PERA TURAN DASAR LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA x
 MUQADDIMAH
 Bahwa agama Islam adalah Rakhmat bagi seluruh alam, oleh karena itu ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
 Bahwa cita-cita bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 Bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yarig bertujuan ikut membangun dan mengembangkan insane dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan makmur.
 Bahwa dakwah Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan kegiatan utama Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dalam rangka berperan serta menciptakan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian kwalitas dan martabat manusia.
 Bahwa keberhasilan dakwah Islam yang berhaluan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah memerlukan perangkat organisasi yang kuat, teratur, terpadu dan terencana.
 Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas diperlukan adanya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan dakwah Islam, dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai berikut :
 BABI NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
 Pasal 1 Lembaga ini bernama "LEMBAG OAK.WAH NAHDLATUL ULAMA", selanjutnya disingkat "LDNU".
 Pasal 2 LDNU dibentuk pada tanggal 23 Rajab 1406 H bertepatan dengan tanggal 3 April 1986 M oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai pengembang dari bagian dakwah Nahdlatul Ulama untuk waktu yang tidak terbatas.
 Pasal 3 LDNU berkedudukan di Ibu kota Negara, yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pu sat.
 BAB II ASAS, AQIDAH, SlFAT DAN TUJUAN
 x Panitia Mukemas, Keputusan-keputusan Musyawarah Kerja Nasional lembaga Dakwah Nahdatul Ulama. (.lakcirta PPLDNU), 1988), p. 9 - 29.
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 Pasal 4 LDNU berasaskan Pancasila.
 Pasal 5 LDNU beraqidah Islam menurut faham Ahlussunah Wal Jama'ah dan mengikuti salah satu Madzhab empat yaitu : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
 Pasal 6 LDNU bersifat sosial keagamaan dan kekeluargaan.
 Pasal 7 LDNU bertujuan untuk mewujudkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah dan mengikuti salah satu Mazhab empat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 BAB III USAHA
 Pasal 8 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, LDNU melakukan usahausaha: a. Mengajak ummat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah Wal
 Jama'ah; b. Menyeru ummat agar tetap berbuat kebajikan yang diridlai Allah S.W.T. serta senantiasa
 melakukan arnar ma'ruf dan nahi munkar; c. Membimbing umat agar sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara
 Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pembinaan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menumbuhkan kemandirian, mengatasi keterbelakangan dan memberantas kebodohan;
 d. Mernasyarakatkan Khittah Nahdliyyah dalam rangka menuju terbentuknya kepribadian Mahadi Khairi Ummah dengan prinsip : Asshidqu (selalu benar dalarn ucapan dan perbuatan), Al' Arnannah (terpercaya) dan Atta'awwun (saling tolong menolong).
 BAB IV KEANGGOTAAN
 Pasal 9 Anggota LDNU terdiri para da'i dan ilrnuwan rnuslim di kalangan Nahdlatul Ulama.
 Susunan organisasi terdiri atas : a. Pimpinan Pusat ; b. Pimpinan Wilayah;
 BABV SUSUNAN ORGANISASI
 Pasal 10
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c. Pimpinan Cabang.
 BAB VI KEPENGURUSAN
 Pasal 11
 282
 (1) Pimpinan Pusat LDNU terdiri dari beberapa orang pembina, seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara serta dibantu oleh beberapa
 orang anggota. (2) Pimpinan Pusat berfungsi untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus Besar
 Nahdlatul Ulama di bidang dakwah. (3) Pimpinan Pusat disyahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas Musyawarah
 Nasional.
 Pasal 12 ( 1) Pimpinan Wilayah LDNU terdiri dari beberapa orang pembina, seorang Ketua dan
 beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara serta dibantu beberapa orang
 anggota. (2) Pimpinan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Daerah Tingkat I. (3) Pimpinan Wilayah melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Tingkat I.
 Pasal 13 (1) Pimpinan Cabang LDNU terdiri dari beberapa orang pembina, seorang Ketua dan
 beberapa orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara dan beberapa orang anggota.
 (2) Pimpinan Cabang dipilih melalui Musyawarah Daerah Tingkat II. (3) Pimpinan Cabang melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Tingkat II.
 Pasal 14 Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang disyahkan oleh Pimpinan Pusat.
 Pasal 15 Kepengurusan LDNU berakhir karena: a. Habis masa jabatannya ; b. Berhenti atas permintaan sendiri ; c. Diberhentikan karena terbukti melanggar disiplin organisasi ; d. Meninggal dunia.
 BAB VII MUSYAWARAH
 Pasal 16 Musyawarah LDNU terdiri dari: a. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional; b. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah Tingkat I; c. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah Tingkat II.
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 Pasal 17 (1) Musyawarah Nasional diadakan 4 (empat) tahun sekali. (2) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional dapat dipercepat atau ditunda oleh
 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas usul Pimpinan Pusat.
 Pasal 18 (1) Musyawarah Daerah Tingkat I diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. (2) Musyawarah Daerah Tingkat II diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Daerah Tingkat I dan Musyawarah Daerah
 Tingkat II dapat dipercepat atau ditunda oleh Pimpinan Pusat atas usul Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
 Pasal 19
 Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Daerah Tingkat I dan Musyawarah Ker:ja Daerah Tingkat II diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
 BAB VIII QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Pasal 20 Musyawarah LDNU adalah syah, apabila memenuhi qourum sebagai berikut : a. Untuk Musyawarah Nasional apabila dihadiri oleh dua pertiga Pimpinan Wilayah dan
 Cabang LDNU yang syah ; b. Untuk Musyawarah Daerah Tingkat I apabila dihadiri dua per tiga .Pimpinan Cabang
 LDNU yang syah ; c. Untuk Musyawarah Daerah Tingkat II apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 25
 orang anggota.
 Pasal 21 (1) Semua Keputusan LDNU diambil secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 Kekayaan LDNU diperoleh dari: a. Donatur;
 BAB IX KEKAYAAN
 Pasal 22
 b. Hibah, Sodaqah, zakat, wakaf dan infaq ; c. Bantuan yang tidak mengikat, serta usaha-usaha lain yang syah dan halal.
 BABX LAMBANG
 Pasal 23 LDNU mempunyai Lambang Organisasi sebagaii;nana ditentukan dalam Peraturan Rumah Tangga.
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BABX LAMBANG
 Pasal 23
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 LDNU mempunyai Lambang Organisasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rumah Tangga.
 BAB XI PERUBAHAN PERA TURAN DASAR
 Pasal 24 (1) Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional. (2) Putusan perubahan Peraturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah syah
 apabila disetujui oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 BAB XII PEMBUBARAN
 Pasal 25 LDNU hanya dapat dibubarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau atas usu! Musyawarah Nasional LDNU yang khusus diadakan untuk itu. ·
 BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
 Pasal 26 (1) Untuk Pertama kali, Pimpinan Pusat LDNU dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul
 Ulama berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf b Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
 (2) Peraturan Dasar ini disyahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pasal 27
 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga dan peraturan pelaksanaan lainnya.
 (2) Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 PERATURAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA
 BAB I SUSUNAN ORGANISASI
 Pasal 1 Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 peraturan Dasar bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian semua langkah dan kebijaksanaan LDNU.
 Pasal 2 (1) Pimpinan Pusat adalah bentuk organisasi LDNU di tingkat Pusat.
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 (2) Pimpinan Pusat adalah pelaksana organisasi tertinggi dalam LDNU, dan merupakan penanggung jawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi, pelaksana keputusankeputusan musyawarah nasional.
 Pasal 3 (I) Pimpinan Wilayah adalah bentuk organisasi LDNU di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I
 atau Daerah yang disamakan dengan itu. (2) Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi/Daerah Tingkat I atau Daerah
 yang disamakan dengan itu.
 Pasal 4 (I) Pimpinan Wilayah dapat dibentuk apabila Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan
 terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) pimpinan cabang. (2) Permohonan untuk membentuk Pimpinan Wilayah disampaikan kepada Pimpinan Pusat
 dengan disertai keterangan tentang daerah yang bersangkutan dan jumlah Pimpinan Cabang yang ada di daerah tersebut. ·
 Pasal 5 Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di wilayahnya, dan sebagai pelaksana kebijaksanaan Pimpinan Pusat di daerah yang bersangkutan.
 Pasal 6 (I) Pimpinan Cabang adalah bentuk organisasi LDNU di tingkat Kabupaten/Daerah Tingkat
 II atau daerah yang disamakan dengang itu. (2) Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Daerah Tingkat II atau daerah
 yang disamakan dengan itu.
 Pasal 7 (I) Pimpinan Cabang dibentuk oleh anggota. (2) Permohonan untuk membentuk Pimpinan Cabang disampaikan kepada Pimpinan
 Wilayah.
 (3) Pengesahan Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Pu sat sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikuatkan oleh Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
 Pasal 8 Pimpinan Cabang bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dakwah di daerah wewenangnya.
 Pimpinan Pusat terdiri dari :
 BAB II KEPENGURUSAN
 Pasal 9
 a. Seorang Ketua Pembina dibantu 8 orang anggota ; b. Seorang Ketua ; c. Wakil Ketua Bidang Organisasi; d. Wakil Ketua Bidang Latihan dan Pendidikan; e. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan;
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f. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dengan Lembaga-lembaga lain; g. Wakil Ketua Bidang Penerangan, Penerbitan dan Dokumentasi ; h. Wakil Ketua Bidang Dana dan Logistik ; i. Sekretaris ; J. 6 (enam) orang Wakil Sekretaris; k. Bendahara ; 1. 2 (dua) orang wakil Bendahara; m. 9 (sembilan) orang anggota
 Pasal 10
 286
 (1) Pengurus Harian Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua Bidang, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris serta Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.
 (2) Pengurus Pleno Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Pleno Harian ditambah dengan para Pembina dan para Anggota.
 Pasal 11
 Pimpinan Wilayah terdiri dari : a. Ketua Pembina dibantu 5 (lima) orang anggota;
 b. Ketua; c. Wakil Ketua Bidang Organisasi; d. Wakil Ketua Bidang Latihan dan Pendidikan; e. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan ; f. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dengan Lembaga-lembaga lain; g. Wakil Ketua Bidang Penerangan, Penerbitan dan Dokumentasi ; h. Wakil Ketua Bidang Dana dan Logistik ; l. Sekretaris ; J. 3 (tiga) orang wakil Sekretaris ; k. Bendahara ; 1. Wakil Bendahara; m. Beberapa orang anggota bidang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang
 bersangkutan.
 Pasal 12 (1) Pengurus Harian Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua Bidang,
 Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris serta Bendahara dan Wakil Bendahara. (2) Pengurus Pleno Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Pleno Harian ditambah dengan
 para pembina dan anggota Bidang.
 Pasal 13 Pimpinan Cabang terdiri dari :
 a. Ketua Pembina dibantu 3 (tiga) orang anggota;
 b. Ketua; c. 3 (tiga) orang Wakil Ketua; d. Sekretaris ; e. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris; f. Bendahara ; g. Wakil Bendahara;
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 h. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan masing-masing Daerah yang bersangkutan.
 Pasal 14 (1) Pengurus Harian Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua, Sekretaris
 dan Wakil Sekretaris serta Bendahara dan Wakil Bendahara. (2) Pengurus Pleno Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Pleno Harian ditambah dengan
 para pembina dan Anggota.
 BAB III PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTARA WAKTU
 Pasal 15 Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu karena kepengurusannya berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf b, c dan d Peraturan Dasar, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
 BAB IV SY ARA T-SYARAT MENJADI PIMPINAN
 Pasal 16 Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pimpinan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia. 2. Berusia 17 tahun keatas. 3. Beragama Islam berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah. 4. Sekurang-kurangnya pernah aktif sebagai anggota Nahdlatul Ulama selama 5 (lima)
 tahun, atau setidak-tidaknya dikenal sebagai tokoh atau ulama Nahdlatul Ulama. 5. Siap mengemban amanah dan disiplin organisasi sesuai dengan Peraturan Dasar dan
 Peraturan Rumah Tangga.
 BABV HAK DAN KEWA.JIBAN ANGGOTA
 Pasal 17 ( 1) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. (2) Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran-saran. (3) Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan LDNU. ( 4) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan latihan serta bimbingan dari
 orgamsasi.
 Pasal 18 (1) Menghayati dan mengamalkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga. (2) Mentaati seluruh Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional dan
 mentaati seluruh keputusan organisasi. (3) Mengamankan dan memperjuangkan seluruh amanah organisasi. (4) Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat.
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 BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN
 Pasal 19 ( 1) Pimpinan Pusat selaku pengelola dan pengendali organisasi mempunyai tu gas :
 a. Menentukan arah kebijaksanaan nasional LDNU dalam rangka melakukan usahausaha untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan dasar LDNU.
 b. Merumuskan kebijaksanaan nasional dibidang dakwah untuk dituangkan ke dalam program kerja.
 c. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dakwah sesuai dengan program dan rencana kerja.
 (2) Pimpinan Pusat, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang : a. Mengeluarkan peraturan-peraturan atau Keputusan Pimpinan Pusat LDNU dalam
 rangka pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan LDNU yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
 b. Membentuk badan-badan dan unit-unit kerja tertentu yang · diperlukan gun a melaksanakan kebijaksanaan LDNU sesuai dengan keperluan.
 c. Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
 Pasal 20 Pimpinan Wilayah selaku koordinator Pimpinan Cabang di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I mempunyai tugas : a. Membantu Pimpinan Pusat dalam pelaksanaan kegiatan dakwah di lingkungan
 daerah yang berada di bawah wewenangnya ; b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dakwah di tiap-tiap
 daerah yang berada di bawah wewenangnya ; c. Membuat laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan,
 untuk disampaikan kepada Pimpinan pusat.
 Pasal 21 Pimpinan Cabang selaku pelaksana kegiatan dakwah di tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 a. Melaksanakan kegiatan dakwah di daerah sesuai dengan program dan rencana ke1ja; b. Mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan dakwah, c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dakwah dalam rangka menciptakan
 keterpaduan program dakwah di daerah ; d. Membuat laporan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian
 disampaikan kepada Pimpinan Wilayah yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
 BAB VII RAPAT-RAJ>AT PIMPINAN
 Pasal 22 Rapat-rapat pengurus LEDNU terdiri dari : a. Rapat Pimpinan Harian ;
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 b. Rapat Pimpinan Pleno;
 Pasal 23 (1) Rapat Pimpinan Harian adalah rapat pengurus LDNU di semua tingkatan, yang dihadiri
 oleh para anggota Pimpinan Harian. (2) Rapat Pimpinan Pleno adalah rapat pengurus LDNU di semua tingkatan, yang dihadiri
 oleh para anggota Pimpinan Pleno.
 BAB VIII PERMUSYAWARATAN
 Pasal 24 (1) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Dasar LDNU
 adalah instansi tertinggi dalam permusyawaratan LDNU. (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan untuk menyusun kebijaksanaan organisasi,
 Program Kerja dan memilih Pimpinan Pusat LDNU.
 Pasal 25 Musyawarah Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah permusyawaratan LDNU di tingkat Nasional untuk merumuskan dan menjabarkan rencana kerja sesuai dengan kebijaksanaan nasional dan program kerja yang telah ditetapkan rnelalui Musyawarah Nasional.
 Pasal 26 (1) Musyawarah Nasional dihadiri oleh utusan-utusan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan
 Cabang. (2) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh utusan-utusan dari Pimpinan ~ilayah LDNU.
 Pasal 27 (1) Musyawarah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat ( 1) dan ayat (2)
 Peraturan Dasar LDNU adalah permusyawaratan LDNU di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I atau daerah yang disamakan dengan itu.
 (2) Musyawarah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dasar LDNU adalah permusyawaratan LDNU di tingkat Kabupaten/Daerah Tingkat II atau daerah yang disamakan dengan itu.
 (3) Musyawarah Daerah Tingkat II diselenggarakan untuk merumuskan program kerja dan memilih Pimpinan Cabang.
 Pasal 29 Musyawarah Kerja Daerah Tingkat I dan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 9 Peraturan Dasar, diselenggarakan untuk me~jabarkan dan menyusun rencana kerja pimpinan wilayah dan pimpinan cabang sesuai dengan program kerja dan rencana kerja yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional. .
 Pasal 30 (1) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah Tingkat I dihadiri oleh utusan
 utusan dari Pimpinan Cabang.
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 (2) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah Tingkat II dihadiri oleh sekurangkurangnya 25 orang anggota.
 BAB IX QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Pasal 31 Rapat-rapat Pimpinan adalah syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Pimpinan.
 Pasal 32 Ketentuan mengenai qourum dan pengambilan keputusan pada Musyawarah-musyawarah LDNU, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 dan 21 Peraturan Dasar LDNU.
 Pasal 33 (1) Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 BABX KEUNTUNGAN
 Pasal 34 Masing-masing Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang berhak dan berwenang mengelola sendiri dana/keuangan yang diperoleh dari sumber keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Dasar LDNU.
 BAB XI LAMBANG
 Pasal 35 Lambang LDNU adalah seperti Lambang Nahdlatul Ulama, dengan warna dasar hijau dan warna gambar putih.
 BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
 Pasal 36 (1) Untuk pertama kali Pimpinan Wilayah LDNU dibentuk oleh Pimpinan Pusat. (2) Untuk pertama kali Pimpinan Cabang LDNU dibentuk atas prakarsa .Pengurus Cabang
 N ahdlatul Ulama.
 Pasal 37 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian
 dalam peraturan Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian dalam peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan Pimpinan Pusat LDNU serta Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
 (2) Untuk pertama kali Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional.
 (3) Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran: 6
 PERATURAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA *"
 MUKADIMAH
 Sadar dan yakin bahwa usaha memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 Sadar dan yakin bahwa keberhasilan pembinaan masyarakat Islam terletak pada kesempurnaan pendidikan anggota-anggotanya sehingga menjadi manusia yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, cerdas, berpeng~tahuan luas, trampil dan penuh tanggung jawab terhadap Nusa dan Bangsa.
 Sadar dan yakin pula bahwa pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang bernafaskan Islam Ahlussunah wal Jama'ah yang berhaluan salah satu dari empat mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali merupakan tugas mulia dan luhur.
 Kemudian dari pada itu, untuk melaksanakan tugas mulia dan luhur itu, maka dengan taufiq dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentuklah Lembaga Pendidikan Ma' arif dengan Peraturan Dasar sebagai berikut :
 Pasal 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
 Lembaga ini bernama : "LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF", dapat disingkat : "LP. MA'ARIF", dan berkedudukan di Ibukota Negara Rebuplik Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Dasar ini disebut : Lembaga.
 Pasal 2 WAKTU
 Lembaga telah dimulai pada tanggal 21 ( dua puluh satu) Sya'ban 13 80 ( seribu tiga ratus delapan puluh) tahun Hijriyah, bersamaan dengan tanggal 7 (tujuh) Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh satu ( 1961) tahun Masehi, dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. ,
 "
 Pasal 3. ASAS
 Lembaga ini berasaskan : Pancasila.
 Panitia Munas, Hasil Musyawarah Nasional II LP Ma 'tirif, (Malang : Ma 'arif PP .. 1985)
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Pasal 4 AQJ])AH
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 Lembaga ini beraqidah Islam, menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu Mazhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
 Pasal 5 SIFAT
 Lembaga ini bersifat sosial pendidikan.
 Pasal 6 STATUS
 Lembaga ini adalah perangkat organisasi dari NAHDLATUL ULAMA
 Pasal 7 LAM BANG
 Lembaga mempunyai Lambang, berupa: gambar bola dunia diikat dengan tali, dilingkari oleh (lima) bintang di atas garis khatulistiwa dan di antaranya yang terbesar terletak di bagian paling atas, sedang 4 ( empat) bintang lainnya terletak di bawah khatulistiwa, sehingga jumlah seluruhnya 9 ( embilan) bintang.
 Lambang tersebut dilukiskan dengan warna putih di atas warna hijau.
 Pasal 8 MAKSU]) DAN TUJUAN
 Maksud dan tujuab Lembaga, ialah : a. membina manusia muslim yang taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
 berbudi luhur, cerdas, berpengetahuan luas, cakap, trampil dan bertanggung jawab, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa ;
 b. agar pengaruh pendidikan Islam luas merata dalam kehidupan orang seseorang, masyarakat dan Negara ;
 c. agar ajaran Islam menjadi mata pelajaran di semua sekolah negeri ; d. mempersiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda untuk menjadi angkatan
 pembangunan yang taqwa, cakap dan kuat ; e. agar setiap warga negara mendapat kesempatan untuk belajar di segala jurusan ; f memajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan, yang
 diperlukan bagi kemajuan Nusa dan Bangsa ; g. memajukan dan mengembangkan kebudayaan yang baik terutama kebudayaan
 Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam ; h. membendung serta menolak kebudayaan yang membahayakan akhlaq dan
 kepribadian Indonesia.
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Pasal 9 USA HA
 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga berusaha:
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 a. mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dari tingkat pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi ;
 b. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non-formal; c. mengadakan dan meralat sarana dan prasarana pendidikan ; d. mempersiapkan dan menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan
 pendidikan e. mengadakan majlis Ta'alif dan Tarjamah, Majlis Pengembangan Pendidikan,
 Majlis Penelitian dan Perpustakaan ; f. mengadakan hubungan dengan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di
 dalam dan di luar negeri, baik Pemerintah maupun Swasta ; g. mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat dan berguna bagi Lembaga
 Pasal 10 SUSUNAN ORGANISASI
 Lembaga mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : a. Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; b. Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi ; c. Pimpinan Cabang berkedudukan di lbukota Kabupaten atau Kotamadya ; d. Koordinator berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
 Pasal 11 KEANGGOTAAN
 Anggota-anggota Lembaga terdiri atas badan-badan penyelenggara pendidikan pra-sekolah, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang mempunyai asas dan aqidah yang sejalan dengan Lembaga.
 Pasal 12 KEPENGURUSAN
 Kepengurusan Lembaga ini ditentukan sebagai berikut : a. Pimpinan Pusat terdiri atas Pimpinan Harian dan Direktorat-direktorat ; b. Pimpinan Wilayah terdiri atas Pimpinan Harian dan Bidang-bidang ; c. Pimpinan Cabang terdiri atas Pimpinan Harian dan Bagian-bagian ; d. Koordinator terdiri atas Pimpinan Harian dan Seksi-seksi ;
 Pasal 13 HAK DAN K.EWAJIBAN
 Setiap anggota dan Pimpinan menurut tingkatan mempunyai hak dan kewajiban.
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 Pasal 14 PENGURUS DAN PENGUASA
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 Ketua dan Sekretaris mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak menjalankan segala tindakan atas nama dan untuk kepentingan Lembaga, kecuali: a. dalam mengikutkan Lembaga dengan badan-badan lain ; b. menggadaikan harta Lembaga ; c. menyewakan harta Lembaga; d. menghipotikkan harta Lembaga ; e. menjual harta Lembaga ; f. mengadakan utang-piutang dan meminjamkan harta Lembaga, maka harus terlebih
 dahulu mendapat persetujuan yang diputuskan dalam Sidang Pimpinan. Pasal ini berlaku untuk Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
 Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : a. pangkal kekayaan utama ;
 Pasal 15 KEKAYAAN
 b. bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat; c. derma tetap ; d. penghasilan dari usaha Lembaga ; e. pendapatan lain yang halal ; f. hibah wasiat dan hibah biasa ; g. harta gerak dan harta tidak gerak lain yang dimiliki Lembaga.
 Pasal 16 MUSYA W ARAB NASIONAL
 1. Musyawarah Nasional adalah Lembaga tertinggi di dalam Lembaga. 2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan
 Pimpinan Cabang. 3. Musyawarah Nasional adalah sah, apabila dihadiri oleh separoh jumlah Cabang
 dan Wilayah. 4. Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali untuk membicarakan dan
 memutuskan : a. laporan pertanggungan-jawaban Pimpinan Pusat ; b. program Lembaga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun c. masalah-masal yang bertalian dengan pendidikan d. menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga; e. memilih Pimpinan Pusat.
 Pasal 17 MUSYAWARAH KERJA
 1. Musyawarah Kerja adalah Lembaga tertinggi sesudah Musyawarah Nasional.
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 2. Musyawarah Kerja diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
 3. Musyawarah Kerja membahas masalah baru yang timbul yang · berhubungan dengan program maupun menentukan sikap yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan Nasional.
 Pasal 18 SIDANG-SIDANG
 Sidang-sidang Pimpinan Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu, minimal dilakukan 2 ( dua) kali dalam setahun.
 Pasal 19 PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
 Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional dapat membubarkan Lembaga ini, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir. Perubahan dimaksud baru dianggap sah, apabila telah mendapat keputusan dari Nahdlatul Ulama. ·
 Pasal 20 CARA PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN
 Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka sisa kekayaan diserahkan kepada N ahdlatul Ulama.
 Pasal 21 PENUTUP
 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar m1 akan diatur dalam peraturan Rumah Tangga.
 DEMIKIAN AKT A INI PERATURAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENDIDIKAN MA' ARIF
 BABI KEPENGURUSAN
 Pasal I PIMPINAN PUSAT
 (1) Pimpinan Pusat Lembaga dipilih oleh Musyawarah Nasional dengan pengesahan dari Pengurus Besar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
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 (2) Pimpinan Pusat terdiri atas : a. Pengurus Harian, yaitu : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan
 Bendahara dengan beberapa wakilnya ; b. Ketua-ketua Direktorat yang membidangi pelbagai urusan : Dikdasmen,
 Dikdasmenag, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Guru/Kejuruan dan Tenaga Teknis, Pendidikan Luar Sekolah serta Perencanaan dan Pengembangan.
 (3) Jumlah personalia serta jenis urusan dan pembagian tugas dalam Pimpinan Pusat ditentukan menurut kebutuhan.
 Pasal 2 PIMPINAN WILAY AH
 ( 1) Pimpinan wilayah dibentuk di setiap Ibukota Propinsi yang dalam Propinsi itu sekurang-kurangnya ada tiga Cabang Lembaga.
 (2) Pada pembentukan pertama, susunan dan personalia Pimpinan ditetapkan atas usul Pengurus Jam'iyyah Nahdlatul Ulama setempat, selanjutnya atas dasar pemilihan dalam Musyawarah Wilayah dan persetujuan Pengurus Jam' iyyah Nahdlatul Ulama.
 (3) Pimpinan Wilayah terdiri atas : a.Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara; b. Ketua-ketua Bidang.
 ( 4) Jumlah dan susunan personalia disesuaikan dengan keadaan setempat, sedang jenis dan pembagian tugas Bidang-bidang disesuaikan dengan jenis dan pembagian tugas Direktorat pada Pimpinan Pusat.
 Pasal 3 PIMPINAN CABANG
 (1) Pimpinan Cabang dibentuk di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang dalam Kabupaten/Kotamadya itu sekurang-kurangnya ada tiga Koordinator. Lembaga.
 (2) Pada pembentukan pertama, susunan dan personalia Pimpinan Cabang ditetapkan atas usu! Pengurus Cabang Jam'iyyah Nahdlatul Ulama setempat, selanjutnya atas dasar pemilihan dalam Musyawarah Cabang dan persetujuan Pengurus Cabang Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
 (3) Pimpinan Cabang terdiri atas : a. Pimpinan Harian, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. b. Ketua-ketua Bagian
 ( 4) Jumlah dan susunan personalia disesuaikan dengan keadaan setempat, sedang jenis dan pembagian tugas bagian-bagian disesuaikan dengan jenis dan pembagian tugas Bidang pada Pimpinan Wilayah.
 Pasal 4 KOORDINATOR
 (1) Koordinator dibentuk di Ibukota Kecamatan yang dalam Kecamatan itu sekurang-kurangnya ada tiga penyelenggara pendidikan.
 (2) Pada pembentukan pertama, susunan dan personalia koordinator ditetapkan atas usul Pengurus Majlis Wakil Cabang Jam'iyyah Nahdlatul Ulama setempat,
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 selanjutnya atas dasar pernilihan dalarn Rapat Kerja Koordinator dan persetujuan Pengurus Majlis Wakil Cabang Jarn'iyyah Nahdlatul Ularna.
 (3) Ko ordinator terdiri atas : a. Pirnpinan Harian, yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara; b. Ketua-ketua Seksi.
 ( 4) Jurnlah dan susunan personalia disesuaikan dengan keadaan seternpat, sedang jenis dan pernbagian tugas Seksi-seksi disesuaikan dengan jenis dan pembagian tugas Bagian pada Pirnpinan Cabang.
 BAB II KEANGGOTAAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA' ARIF
 Pasal 5 JENIS KEANGGOTAAN
 (1) Anggota Lernbaga terdiri atas : a. Badan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh Lernbaga; b. Badan penyelenggara pendidikan lain yang atas perrnintaannya rnenjadi
 anggota. (2) Pada dasarnya keanggotaan dalarn Lernbaga tidak rnengubah keud1,1dukan badan
 hukurn serta ketentuan yang berlaku di dalarnnya bila, keanggotaan yang dirnaksud dalarn ayat (I) berkedudukan sebagai bad an hukum.
 (3) Perorangan, baik sebagai pribadi ataupun wakil organisasi tertentu, yang rnernpunyai rninat dan perhatian terhadap Lernbaga atau yang be~jasa terhadap perkernbangan Lernbaga dapat ditetapkan sebagai anggota kehorrnatan.
 Pasal 6 PENERIMAAN ANGGOTA
 (1) Pernerintah rnenjadi anggota disampaikan tertulis oleh pengurus badan penyelenggara pendidikan, rnelalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dengan disertai : a. Catatan tentang status, dasar hukurn, susunan pengurus serta jumlah, jenis
 dan ternpat kedudukan penyelenggara pendidikan yang dikelola. b. Pernyataan kesanggupan untuk rnenyumbang sejurnlah uang sebagai pangkal
 kekayaan utarna Lernbaga. (2) Perrnintaan untuk menjadi anggota dapat ditolak bila ternyata asas dan aqidah dari
 badan termaksud pada ayat ( 1) tidak sejalan dengan asas dan aqidah Lembaga
 Pasal 7 PENETAPAN KEANGGOTAAN
 (1) Keanggotaan Lembaga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. (2) Bila suatu badan penyelenggara pendidikan mempunyai lebih dari satu
 penyelenggara pendidikan di Kecamatan/Kabupaten/Propinsi, maka penyelenggara pendidikan itu masing-masing dapat ditetapkan menjadi anggota.
 (3) Anggota kehormatan ditetapkan atas usu! Pimpinan Cabang/Pimpinan Wilayah
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Pasal 8 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 ( 1) Keanggotaan berhenti apabila : a. badan penyelenggara pendidikan bubar ; b. keluar dari keanggotaan atas permintaan sendiri; c. dikeluarkan dari keanggotaan.
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 (2) Pembubaran dilakukan menurut Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga dari Lembaga atau menurut peraturan yang berlaku bagi badan penyelenggara pendidikan itu sendiri.
 (3) Permintaan keluar dari keanggotaan disampaikan tertulis kepada Pimpinan Pu sat dan baru diluluskan setelah diadakan konsultasi secukupnya.
 ( 4) Anggota dapat dikeluarkan dari keanggotaan apabila : a. ternyata menyalahi asas dan aqidah Lembaga ; b. tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rl:lmah Tangga
 Lembaga. c. Penetapan pengeluaran dari keanggotaan dilakukan setelah diadakan konsultasi
 secukupnya. (5) Anggota kehormatan berhenti apabila :
 a. meninggal dunia ; b. keluar dari keanggotaan atas permintaan sendiri ; c. diberhentikan dari keanggotaan.
 Pasal 9 KEWAJIBAN ANGGOTA
 ( 1) Anggota Lembaga berkewajiban : a. mentaati kebijaksanaan Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan
 Dasar/Peraturan Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Lembaga ; b. memberikan bantuan keuangan kepada lembaga berupa:
 1. sumbangan untuk pangkal kekayaan utama, sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)
 ii. sumbangan bulanan sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) c. memupuk dan memelihara hubungan pungsional antara sesama anggota,
 badan-badan penyelenggara pendidikan serta instansi pemerintah. (2) Anggota kehormatan berkewajiban untuk membantu pelaksanaan kewajiban
 anggota pada ayat ( 1) huruf ( c)
 ( 1) Anggota berhak untuk :
 Pasal 10 HAK-HAKANGGOTA
 a. mendapat bimbingan, pembinaan, pelayanan dan pembelaan dalam semua kegiatan Lembaga ;
 b. mendapat bantuan sarana dan prasarana bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang diusahakan Lembaga ;
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 c. menunjuk wakil/utusan yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah yang diselenggarakan oleh Lembaga atau instansi lain yang berkepentingan dengan Lembaga;
 d. menyampaikan saran dan pendapat kepada Lembaga; e. meminta pertanggung jawaban atas langkah kebijaksanaan Pimpinan
 Lembaga dalam Musyawarah-musyawarah. (2) Anggota kehormatan berhak untuk :
 a. memperoleh informasi dan penjelasan tentang perkembangan Lembaga ; b. memberikan nasehat dan saran kepada Lembaga, terutama dalam
 Musyawarah-musyawarah.
 BAB III TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN
 Pasal 11 PIMPINAN PUSA T
 Pimpinan Pusat Lembaga bertugas dan berwenang untuk : a. menentukan kebijaksanaan serta melakukan usaha ke arah maksud dan tujuan
 Lembaga sesuai dengan program yang diputuskan oleh Mausyawarah Nasional ; b. memberikan petunjuk, binbingan dan pembinaan serta mengendalikan, mengawasi
 dan memberikan koreksi kepada segenap jenjang kepengurusan dalarn pelaksanaan program Lernbaga ;
 c. rnenetapkan, rnengesahkan dan rnernberhentikan keanggotaan pada umurnnya serta susunan dan personalia Pirnpinan Wilayah dan Pirnpinan Cabang ;
 d. rnernpertanggungjawabkan langkah kebijaksanaan kepada Musyawarah Nasional.
 Pasal 12 PIMPINAN WILA Y AH
 Pirnpinan Wilayah bertugas dan berwenang untuk : a. rnelaksanakan kebijaksanaan Lernbaga di propinsi sesuai dengan petunjuk dan
 birnbingan Pirnpinan Pusat serta keputusan Musyawarah Wilayah ; b. rnernberikan petunjuk, birnbingan dan pernbinaan serta rnengendalikan, mengawasi
 dan rnernberikan koreksi kepada jenjang kepengurusan di daerahnya dalam pelaksanaan program Lembaga.
 c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan pusat tentang keanggotaan serta susunan dan personalia Pimpinan Cabang.
 d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan Pusat ; e. mernpertanggung jawabkan langkah kebijaksanaan kepada Musyawarah Wilayah.
 Pasal 13 PIMPINAN CABANG
 Pimpinan Cabang bertugas dan berwenang untuk : a. melaksanakan kebijaksanaan Lernbaga di Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan
 petunjuk dan birnbingan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah serta keputusan Musyawarah Cabang ;
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 b. memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan serta mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi kepada jenjang kepengurusan didaerahnya dalam pelaksanaan program Lembaga ;
 c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah tentang keanggotaan ;
 d. mengesahkan Koordinator serta susunan dan personalianya. e. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan Pusat dan
 Pimpinan Wilayah ; f. mempertanggungjawabkan langkah kebijaksanaan kepada Musyawarah Cabang ;
 Pasal 14 KOORDINATOR
 Koordinator bertugas dan berwenang untuk : a. melaksanakan koordinator atas kegiatan anggota-anggota dalam pelaksanaan
 program Lembaga sesuai dengan kebijaksanaan atasan serta kesempatan anggota ; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Cabang tentang
 keanggotaan ; c. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan Cabang ; d. mempertanggung jawabkan langkah kebijaksanaan kepada Rapat Kerja
 Ko ordinator.
 BAB IV PERMUSYAWARATAN
 Pasal 15 JENIS PERMUSY A WARA TAN
 Selain Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja yang diatur dalam Peraturan Dasar, maka Lembaga mempunyai bentuk-bentuk musyawarah dan Rapat Kerja sebagai berikut : a. Musyawarah Wilayah. b. Musyawarah Cabang. c. Rapat Kerja Wilayah. d. Rapat Kerja Cabang. e. Rapat Kerja Koordinator.
 Pasal 16 MUSY AW ARAH WILA Y AH
 ( 1) Musyawarah Wilayah merupakan Lembaga tertinggi pada tingkat wilayah untuk : Wilayah; a. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pimpinan Wilayah ; b. Menetapkan Program Kerja Wilayah ; c. Memilih Pimpinan Wilayah.
 (2) Musyawarah Wilayah diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali. (3) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas Pimpinan Wilayah dan utusan Pimpinan
 Cabang.
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 ( 4) Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari peserta yang diundang.
 Pasal 17 MUSYAWARAH CABANG
 ( 1) Musyawarah Cabang merupakan lembaga tertinggi pada tingkat Cabang untuk : a. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang ; b. Menetapkan Program Kerja Cabang; c. Memilih Pimpinan Cabang.
 (2) Musyawarah Cabang diadakan sekurang-kurangnya dua tahun sekali. (3) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas Pimpinan Cabang dan utusan Ko ordinator. (4) Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari peserta yang
 diundang.
 Pasal 18 RAPA T KERJA WILA Y AH
 (1) Rapat Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan tingkat wilayah untuk membahas masalah-masalah khusus dalam pelaksanaan program maupun menentukan sikap dan langkah yang berkaitan dengan perkembangan sistim pendidikan nasional di daerah.
 (2) Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali. (3) Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri atas Pimpinan Wilayah dan utusan Pimpinan
 Cabang.
 Pasal 19 RAPAT KERJA CABANG
 (I) Rapat Kerja Cabang merupakan permusyawaratan tingkat Cabang untuk membahas masalah-masalah khusus dalam pelaksanaan Program maupun menentukan sikap dan langkah yang berkaitan dengan perkembangan sistim pendidikan nasional di daerah .
 (2) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali. (3) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri atas Pimpinan Cabang dan utusan
 Ko ordinator.
 Pasal 20 RAPAT KERJA KOORDINATOR
 ( 1) Rapat Kerja Koordinator merupakan permusyawaratan tingkat bawah bagi Lembaga dalam membahas pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
 (2) Rapat Kerja Koordinator diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. (3) Peserta Rapat kerja Koordinator terdiri atas koordinator dan utusan anggota.
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Pasal 21 PENJNJAU
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 (1) Musyawarah dan Rapat Kerja dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan pimpinan Lembaga tingkat yang bersangkutan.
 (2) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 Pasal 22 TATA TERTIB DAN ACARA
 Tata tertib dan acara disusun oleh Pimpinan Lembaga tingkat yang bersangkutan dan disahkan oleh Musyawarnh/Rapat Kerja.
 Pasal 23 PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN/RAPAT KERJA
 Untuk kelancaran penyelenggaraan permusyawaratan/Rapat Kerja dibentuk Panitia yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
 BABV SIDANG-SIDANG DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 Pasal 24 SIDANG-SIDANG
 (1) Sidang-sidang dalam Lembaga adalah: a. Sidang Pleno ; b. Sidang Pimpinan Harian; c. Sidang Khusus.
 (2) Peserta Sidang Pleno adalah Pimpinan Harian , dan Ketua-ketua Direktorat/Bidang/Bagian/Seksi pada tiap jenjang kepengurusan untuk membahas masalah-masalah umum dalam pelaksanaan program Lembaga.
 (3) Peserta Sidang Pimpinan Harian adalah Ketua, Wakil Ketua, s·ekretaris dan Bendahara, untuk membahas masalah dalam tugas kepengurusan.
 (4) Peserta Sidang Khusus adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan satu atau lebih Ketua Direktorat/Bidang!Bagian/Seksi pada jenjang kepengurusan yang bersangkutan, untuk membahas masalah-masalah khusus dalam pelaksanaan program Lembaga.
 (5) Sidang-sidang dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain atau undangan Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
 Pasal 25 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 (1) Sidang-sidang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau orang lain dalam kepengurusan apabila Ketua!W akil Ketua berhalangan.
 (2) Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari peserta yang di undang.
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 (3) Setiap peserta sidang mempunyai hak suara. (4) Keputusan dalam sidang diambil dengan dasar musyawarah mufakat. Apabila
 tidak dapat diambil dengan dasar musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara separoh lebih satu dari peserta yang hadir.
 BAB VI KEKAYAAN
 Pasal 26 PERTANGGUNGJAWABAN
 ( 1) Pada dasarnya semua kekayaan Lembaga digunakan untuk membiayai kegiatan orgamsas1.
 (2) Pengelolaan kekayaan Lembaga merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan laporan pertanggung jawaban dari Pimpinan kepada permusyawaratan, yaitu ; a. Pimpinan Pusat kepada Musyawarah Nasional ; b. Pimpinan Wilayah kepada Musyawarah Wilayah ; c. Pimpinan Cabang kepada Musyawarah Cabang ; d. Koordinator kepada Rapat Kerja koordinator.
 Pasal 27 PEMANFAATAN KEKAYAAN
 ( 1) Pemanfaatan kekayaan Lembaga dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut : a. Pangkal kekayaan utama dikelola dan dimanfaatan oleh Pimpinan Pusat ; b. Bantuan, sumbangan dan derma-derma tetap dimanfaatkan : ·
 i. 50 % untuk Koordinator; ii. 30 % untuk Pimpinan Cabang; iii. 20 % untuk Pimpinan Wilayah
 c. Sumbangan bulanan dimanfaatkan : i. 40 % untuk Koordinator ; ii. 30 % untuk Pimpinan Cabang; iii. 20 % untuk Pimpinan Wilayah ; iv. 10 % untuk Pimpinan Pusat.
 d. Penghasilan dari usaha dan pendapatan lain yang halal dimanfaatkan oleh jenjang kepengurusan yang mengelola usaha dan sumber penghasilan yang bersangkutan.
 e. Hibah wasiat, hibah biasa, harta gerak dan harta tidak bergerak dikelola dan dimanfaatkan oleh jenjang kepengurusan yang bersangkutan.
 (2) Bantuan dan sumbangan dari Pemerintah atau pihak-pihak lain yang diperoleh Lembaga dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan 'ketentuan sumbangan dan bantuan tersebut.
 •
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BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 28 PENYESUAIAN STATUS
 304
 Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang seb~lum berlakunya Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini sudah memperoleh penetapan/pengesahan dari Pimpinan Pusat, selambat-lambatnya enam bulan sesudah berlakunya Peraturan Rumah Tangga ini, agar menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang untuk menyelesaikan dengan Peraturan Rumah Tangga ini.
 BAB VIII PENUTUP
 Pasal 29 (1) Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dan dinyatakan
 berlaku mulai tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1406 H./14 Nopember 1985 M. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut
 oleh Pimpinan Pusat.
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DAFTARRIWAYAT HIDUP
 A. Identitas Pribadi
 Nama Tempat dan Tanggal Lahir Kewarganegaraan Agama Nik ah
 N ama Orang Tua Ayah Ibu
 Nama Istri NamaAnak
 Pekerjaan
 Alamat
 B. Riwayat Pendidikan
 Pendidikan Formal :
 : H. Imam Chuseno Cisuru Cipari Sidareja Cilacap, 12 Januari 1939 Indonesia Islam 6 Juni 1976
 Sastraredja Iyoh
 : Etti Sadiyah Paryadinata : Febbi Jimmy Zulkarnain
 Dosen tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, sejak tahun 1970 sampa1 dengan sekarang.
 Jalan Timoho GK 4/963 Gendeng Timur, Telp (0274) 566971 Yogyakarta Kode Pos 55225
 1. Sekolah Rakyat (SR) tamat tahun 1951 2. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), 4 tahun, tamat tahun 1955 3. Pendidikan Hakim Islam N egeri (PHIN), tamat tahun 19 5 8 4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tamat tahun 1970 5. Fakultas Hukum Universitas Proklamasi, tamat tahun 1972 6. Program Doktor Bebas Terkendali, sejak tahun 1996
 Pendidikan Non Formal:
 l. BP A UGM 6 bulan tahun 1966 2. Penelitian Sosial, 13 hari tahun 1983 3. Lokakarya Kurikulum Mata Kuliah SPB I.
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 C. Riwayat Pekerjaan
 1. Pegawai Departemen Agama/Direktorat Penerangan Agama, tahun 195 8. 2. Pegawai Kanwil Departemen Agama/Kantor Penerangan Agama Propinsi
 Daerah Tingkat I Jambi, 1959-1964. 3. Pegawai Departemen Agama/Tugas Belajar di Fakultas Ushuluddin IAIN
 Sunan Kalijaga Y ogyakarta, sejak 1964-1970. 4. Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, sejak tahun 1970 sampai
 sekarang. 5. Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta, sejak tahun 1993-1996. 6. Dosen L. B. Pendidikan Agama Islam di IKIP Negeri (UNY) sejak tahun
 1983 sampai sekarang
 D. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 1. Sekretaris Umum Ulama Militer Propinsi Daerah Tingkat I Jambi antara tahun 1960 sampai 1964.
 2. Ketua Lembaga Seniman Budaya Muslimin Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara tahun 1967 sampai 1970
 3. Ketua Presidium Badan Musyawarah Ulama dan Umat Islam (BAMUIS) Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakatia, sejak tahun 1994 sampai sekarang.
 4. Wakil Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, tahun 1·989-1993 5. Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, tahun 1993-1996 6. Mustasyar Cabang Nahdaltul Ulama Kota Yogyakarta, tahun 1996-2001 7. Mustasyar Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, tahun 2001 sampa1
 sekarang. 8. Anggota Dewan Pakar BASIZ Kota Yogyakarta, sejak 2000 sampat
 sekarang. 9. Wakil Ketua P2A Kecamatan Gondokusuman, tahun 1985 10. Wakil Ketua MDI Kecamatan Gondokusuman, tahun 1985 11. Pengurus MUI Kecamatan Gondokusuman, tahun 2001 sampai sekarang.
 E. Karya Ilmiah :
 1. Buku
 a. Sejarah Kebudayaan Islam (Periode Umayyah), 1980 b. Kerajaan Syafawiyah Iran, 1986 c. Idea-idea Politik Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, 1986 d. Sistem Pemerintahan Dalam Masyarakat Islam, 1986 e. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Indonesia, 1988 f. Sejarah dan Kebudayaan Bangsa Arab Pra Islam, 1990 g. Faktor-faktor Pendorong Ekspansi Islam ke Spanyol, 1992 h. Dampak Integrasi Muslim non Arab terhadap Pemerintahan Abbasiyah,
 1992
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 2. Artikel
 a. Beberapa Aspek Kebijakan Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah. Dimuat dalam Jurnal Penelitian Agama, Nomor 9 tahun IV, Januari-April 1995
 b. Problematika Lembaga Pendidikan Ma'arif Jam'iyyah Nahdlatul Ulama Pasca Muktamar Situbondo dan Krapyak. Dimuat dalam Jurnal Penelitian Agama, Nomor 23 tahun III September-Desember 1999
 3. Penelitian
 a. Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Pada Periode Pendudukan Tentara Jepang di Indonesia, 1990.
 b. Muhammad Sebagai Nagarawan, 1994. c. Efektivitas Keberadaan Mudin di Tengah-tengah Keluarga Kena Musibah
 Karena Ialah Seorang Anggotanya Meninggal di Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Y ogyakarta, 1996.
 d. Kontribusi K.H. Ali Maksum Dalam Pengembangan Pondok Pesantren AlMunawwir Krapyak Bantul Yogyakarta, 1996.
 e. Problematika Lembaga Pendidikan Ma'arif Jam'iyyah Nahdlatul Ulama Pasca Muktamar Situbondo dan Krapyak.
 f. Nilai-nilai Budaya Dalam Kitab Tajussalatin, 1999.
 Y ogyakarta,
 ! ( ~ , , ..
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